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STRATEGI PENYELAMATAN DANAU PRIORITAS NASIONAL

Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang

1. | Belum 1.1. | Optimalisasi Penvusunan Tersusun  dan | Ditetapkannya Pemerintah Kementerian
terkendalinya penataan  ruang | rencana rinci tata | terlaksananya rencana rinci tata | Daerah Pariwisata dan
kegiatan kawasan Danau ruang  kawasan | rencana rinci tata | raang Danau Provinsi Ekonomi
pemanfaatan Danau ruang Danau Sumatera Kreatif/ Badan
ruang Danau Utara (Pemda | Pariwisata dan

Prov. Ekonomi

Sumatera Kreatif

Utara), [(Kementerian
| Kementerian Parekraf/
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Hidup dan
Kehutanan
(Kementerian
LHK]),
Eementerian
Pekerjaan

Umum dan

Rakyat
[Kementerian
PUFR),
Kementerian
Agraria  dan
Tata Ruang/

Nasional
(Kementerian
ATR/BPN),
Badan Otorita

Pemda  Prov.

Utara

Pengelola ...
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3.

Pengelola
Kawasan
Pariwisata
Danau Toba
Penyusunan Tertatanya Tersusun  dan | Kementerian | Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan ditetapkannya PUPR LHK,
dan Sempadan | dan pemanfaatan | zonasi badan Air Kementerian
Danau Danau sesuai | dan  Sempadan Kelautan dan
fungsi Ekosistermn | Danau Perikanan
Danau (Kementerian
KF},
Kementerian
ATR/BFN,
Pemcda Prov.
Sumatera
Utara

Strateg 2...
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|IE. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyclamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Hebijakan, Perencanaan, dan Penganggaran

2.

Program kegiatan
pengelolaan Danan
Prioritas Nasional
belum terintegrasi
di dalam kebijakan
dan dokumen

perencanaan

2.1.

Pengintegrasian
penyelamatan
Danau  Prioritas
Nasional ke dalam
dokumen
PErenNCAnaan

Pengintegrasian
penyclamatan
Danau Prioritas
Masional ke dalam
dokumen
perencanaan

Terintegrasinya
program kegiatan
penyelamatan
Nasional ke dalam
kebijakan dan
dokumen
Perencanaan

Ditetapkannya
Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
dan Rencana
Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
yang telah
mengintegrasikan
upaya
penyelamatan
Danau Prioritas
Kasional

Pemda Prow,
Sumatera
LUtara

Kementerian
LHEK,
Kementerian
FUPE,
Kementerian
ATE/BPHN,
Kementerian
Pembangunan
Nasional /
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Kementerian
PPN /Bappenas)
, Pemda Prov.
Sumatern
Utara

Strategi 3. ...
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Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau

3.

Menurunnya 3.1. | Pengelolaan Pemantauan Tersedianya data | Dilaksanakannya | Pemda  Prov. | Kementerian
kualitas Air Danaun kualitas Air kualitas Air dan informasi | pemantauan Sumatera LHEK, Lembaga
kualitas Air bagi | kualitas Air | Utara, Perum | llmu
acuan secara berkala Jasa Tirta Pengetahuan
pengelolaan Indonesia
{LIFT),
Universitas
Penyediaan sarana | Tersedianya Dukungan Kementerian | Kementerian
dan prasarana | sarana dan | penyediaan Pendidikan, LHK,
pemantauan prasarana sarana dan Rebudayaan, | Universitas
kualitas Air pemantauan prasarana Riset dan
kualitas Air yang | pemantauan T“k“”l“E_‘
baik kualitas Air {REnemEran
Drldmicristedd ,
Badan Riset
dan Inovasi
Nasional
(BRIN), LIPI,
Kementerian
PUPR,
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Sumatera
Utara
3.2, | Pengendalian Kajian/peng- Tersedianya Dilaksanakannya | Pemda  Prov. | Kementerian
pencemaran  Air | hitungan daya | acuan penghitungan Sumatera LHEK, LIFI,
dari kegiatan budi | tampung dan | pemanfaatan daya tampung | Utara Universitas
dava perikanan | alokasi beban | budi daya | dan alokasi
dengan keramba | pencemaran  Air | perikanan beban
jaring apung di| Danau dengan keramba | pencemaran  Air
Danau jaring apung di | di Danau
danau
Penertiban  budi | Tertibnya  budi | Produksi budi | Kementerian | Kementerian
dava ikan dengan | dayaikan dengan | daya perikanan | KP, Pemda | Koordinator
keramba  jaring | keramba  jaring | dengan keramba | Prov. ?;IEHE”
apung di Danau apung di Danau | jaring apung | Sumatera aritiman
sesuai daya | menjadi  10.000 | Utara dan Investasi
dukung dan dava | ton ikan/tahun Eﬂﬂﬂfﬂm
ampng (daya  dukung Investasi),
| malsimitm) LIPI, Badan
Koordinasi ...
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3.3.

Pengendalian
pencemaran  Air
dari berbagai
sumber di selitar
Danau

Pembinaan  dan
pengawasan  izin
pengelolaan
limbah di Danau

Meningkatnya
ketertiban  dan
ketaatan
pengelolaan
limbah di Danau

Terlaksananya

pengawasan jzin
pengelolaan
Imbah di Danau
secara intensifl

Pemda  Prov.
Sumatera

Kementerian
PUPR, Balai
Wilayah
Sungai, Pemda

Sumatera
Utara
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Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya
sarana drainase  sarana drainase | sarana drainase | PUPR, Pemda | LHK, Pemda
pengolahan  Air | pengolahan  Air | pengolahan  Air | Prov. Prov.  Sumatera
limbah domestik | limbah domestik | imbah domestik | Sumatera Uara,
dan persampahan | dan dan Utara Kementerian
persampahan persampahan Energi dan
Sumber Dayva
Mineral
{Kementerian
ESDM]), Pelaku
Usaha
Pembersihan Berkurangnya Dilaksanakannya | Kementerian Pelaku Usaha
eceng gondok tutupan  eceng | pembersihan PUPR
gondok eceng gondok
3.4. | Pengendalian Pembinaan, Menurunnya Terlaksananya Kementerian | Pemda  Prov.
pencemaran  Air | penyuluhan, dan | beban pembinaan, Pertanian Sumatera
dari kegiatan | fasilitasi pertanian | pencemaran  Air | penyuluhan, dan | (Kementan), Utara,
pertanian dan | organik (termasuk | dari kegiatan | fasilitasi Pemda Prov. | Universitas
peternakan pengadaan  unit | pertanian ke | pertanian
pengolahan pupuk | sungai/Danau di | organik dan

organik/ ...
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organik/UPPO) Daerah System Rive
dan System Rice | Tangkapan  Air | Jnfensification Utara
Intensification {DTA) Danau (SRI) yang ramah
(SRI) vang ramah lingkungan
lingkungan
Pengawasan Menurunnya Terlaksananya Kementan, Pemda  Prov.
PENERUNaan beban pengawasan Pemda  Prov. | Sumatera
pupuk dan | pencemaran Air | penggunaan Sumatera Utara,
pestisida dari kegiatan | pupuk dan | Utara Universitas,
pertanian ke | pestisida Pelaku Usaha,
sungai/Danau di Koperasi
DTA Danau
Pembangunan Menurunnya Terlaksananya Kementan, Pemda Prov.
drainase irigasi | beban pembangunan Pemda  Prov. | Sumatera
yang terpisah dari | pencemaran  Air | drainase  irigasi | Sumatera Utara,
drainase limbah dari kegiatan | yang terpisah | Utara Universitas,
pertanian ke | dari drainase Pelaku Usaha
sungai/Danau di | limbah
DTA Danau
e

4, Adanva ...
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Adanya material . | Pengendalian Pembangunan Terkendalinya
padat/sedimen sedimentasi sarana prasarana | sedimen yvang | bangunan PUFR Sumatera
yvang masuk ke pengendali masuk ke Danau | pengendali Utara
Danau sedimen di Danau sedimen
5. | Penurunan 3.6. | Pelestarian Pembudi daya dan | Terwujudnya Jumilah ikan | Pemda Prov. | Kementerian
keanekaragaman keanckaragaman | penebaran  bibit | pelestarian ikan | spesies endemik | Sumatera LHK, LIPL,
hayati hayati ikan spesies | spesies  endemik | yang meningkat | Utara Universitas
endemik Danau perairan Danau
6. |Penurunman debit | 3.7. | Pengaturan debit | Kajian debit dan | Tersedianya data | Terlaksananya Kementerian Kementerian
Air Danau Air Danau neraca Air sebagai  acuan | kajian debit dan | PUPE, Dalam Negeri
pengaturan neraca Air Kementerian | (Kemendagri],
pengelolaan Air LHK, Pemda|Pemda Prov.
Prov. Sumatera
Sumatera Utara, Dewan
Utara Perwakilan
Rakyat Daerah
Provingi dan
Kabupaten
{DPRD
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Kabupaten),
Universitas
Pengembalian Meningkatnyva Terlaksananya Eementerian
kapasitas dan | debit Air dengan | pengembalian PUPR, Pemda
fungsi sungai tetap kapasitas dan | Prov.
memperhitung- | fungsi sungai Sumatera
kan kebutuhan Utara
keberlanjutan
Ekosistem
7. | Pemanfaatan 3.8, | Penataan kawasan | Penetapan batas | Pemanfaatan Ditetapkannya Kementerian Kementerian
lahan Sempadan Sempadan Danau | Sempadan Danau | Sempadan batas Sempadan | FUPR ATR/BPN,
Danau yang tidak Danau sesuai | Danau Pemda  Prov.
tertata, dan dengan Sumatera
berdampak pada peraturan  vang Utara, Pelaku
pencemaran berlaku Uszsaha
Air/kerusakan
Ekosistem Danau

Pembangunan ...
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P.:m]mngunan Terjaganya Terlaksananya Pemda Prov. | Pemda Prov.

greenbelt dengan | kawasan Danau | pembangunan Sumatera Sumatera

peEnanaman greenbell dan | Utara, Utara,

vegetasi di pengawasan Universitas Kepolisian RI,

sekeliling Danau pemanfaatan Pelalku Usaha

dan pengawasan kawasan

pemanfaatan Sempadan

kawasan Danau

| Pembangunan Terjaganya batas | Terlaksananya | Kementerian | Pemda  Prov.

jalan di sekehling | keliling Danau pembangunan PUPR Sumatera

Danau jalan jalan lingkar Utara

lingkar  Danau/ Danau (roadbel)

roadbelf)

Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya Kementerian Kementenan

sarana drainase | sarana drainase | Pembangunan PUFR, Pemda | LHK,

pengolahan  Air | pengolahan  Air | sarana drainase | Prov. Kementerian

limbah domestik | imbah domestik | pengolahan  Air | Sumatera ESDM, Pelaku

dan persampahan | dan limbah domestik | Utara Usaha
persampahian
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9.

Tangkapan Air

dan
persampahan
Banyaknya 3.9. | Pengelolaan Penyediaan sarana | Terkelolanya Tersedianya 35 |Pemda  Prov. | Kementerian
sampah di Danau sampah dan prasarana | sampah bin container, 35 | Sumatera LHK,
dan sekitarnya pengelolaan truk amrol, serta | Utara Kementerian
sampah fasilitas teknolog Perindustrian
pengolahan  dan (Kemenperin},
pembuangan Pelaku Usaha
sampah Yang
memperhatikan
Ekosistem
Lahan kritis, erosi, | 3.10.| Rehabilitasi hutan | RHL vegetalif | Pemulihan lahan | Terlaksananya | Kementerian | Pelaku Usaha
banjir dan sedimen dan lahan (RHLJ dengan kritis dan | RHL dengan | LHK, Pemda
penanaman mempertahan- tanaman Prov.
tanaman kan luas hutan | lokal/endemik Sumatera
lokal f endemik minimal 30% | pada lahan kritis | Utara
Daerah
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rakyal dan | kritis dan | pembuatan LHK, Pemda | Desa,
bantuan bibit | mempertahan- hutan rakyat dan | Prov. Pembangunan
tanaman  hutan | kan luas hutan | bantuan bibit | Sumatera Daerah
kepada minimal 30% | tanaman hutan | Utara, Tertinggal, dan
masyarakat Daecrah kepada Kesatuan Transmigrasi
Tanghkapan Air masyarakat Pengelolaan {Kementerian
Hutan DPDTT),
Pelaku Usaha
Pembinaan  alih | Terwujudnya Terlaksananya Pemda  Prov. | Kementerian
mata pencaharian | masyarakat vang | pembinaan alih | Sumatera DFDTT, Pemda
penambang memiliki  mata | mata Utara Prov.
pertambangan pencaharian pencaharian Sumatera
batuan di sekitar | yang tidak | penambang Utara, Pelaku
Danau merusak pertambangan Usaha
lingkungan batuan di sekitar
Danau
RHL sipil teknis | Turunnya  laju | Terlaksananya Pemda  Prov. | Universitas,
melalui erosi di kawasan | RHL sipil tekmis | Sumatera Pelaku Usaha
pembuatan Danau melalui Utara
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terasering,  gully pembuatan
plug, turap/ terasering, gully
beronjong plug, turap/
pelindung tebing, beronjong
dam penahan / pelindung tebing,
pengendali dam  penahan/

pengendals
'Pcmhf:u.tukm, Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Kepolisian Kl
pembinaan  dan | kebakaran hutan | pembentukan, LHK, Pemda | Pelaku Usaha
penggiatan yang menambah | pembinaan, dan | Prov.
kelembagaan luasan lahan | penggiatan Sumatera
Masyarakat Peduli | kritis kelembagaan Utara
Api (MPA) MPA
Pemulihan lahan | Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Universitas
kritis melalui | lahan kritis, | pemulihan lahan | LHK, Pemda
perbaikan secara | erosi, dan banjir | kritis secara | Prov,
contour-cropping confour-cropping | Sumatera

Utara

Pembangunan ...
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Kementerian

Pembangunan Berkurangnya Terlaksananya Kementerian
tanggul, erosi dan aliran | pembangunan PUPR, Pelaku | LHK, Kesatuan
pengendali permukaan tanggul, Usaha Pengelolaan
sedimen, embung, pengendali Hutan, Pemda
dan dam parit sedimen, Prov,
embung, dan Sumatera
dam parit Utara
10. | Menurunnya 3.11.| Pelestarian Penanaman dan | Lestarinya Penanaman dan | Kementerian Universitas,
keane keanekaragaman | pembudi dayaan | spesies endemik | pembudi  dayan | LHK, Pemda | LIPI
hayati di Daerah hayati flara endemik, | di Daerah | flora endemik, | Prov.
Tangkapan Air serla pembudi | Tangkapan  Air | serta  pembudi | Symatera
dayaan fauna | Danau dayaan fauna | (jiara
endemik Daerah endemik Daerah
Tangkapan Air Tangkapan  Air
Danau Danau
11. | Pencemaran 3.12.| Pengendalian Penghitungan Tersedianya data | Penghitungan Pemda Prov. | Kementerian
limbah dari pencemaran  Air | daya tampung | acuan daya tampung | Sumatera LHK,
berbagai kegiatan dari berbagai | beban pencemaran | pengendalian beban Ltara, H{-‘mmtﬂinn
Air sungai di DTA | pencemaran Air | pencemaran  Air | Universitas Dikbudristelk,

di Daerah ...
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di Daerah kegiatan di Daerah | dan penentuan | dari sumbernya | sungai di DTA BRIN, LIPI,
Tangkapan Air Tangkapan Air baku mutu Air|di Daerah | dan penentuan Kesatuan
limbah kegiatan di | Tangkapan Air baku muta Air Pengelolaan
Daerah Tangkapan limbah kegiatan Hutan
Air i Daecrah
Tangkapan Air
Pembangunan Menurunnya Terbangunnya Kementerian Kementerian
sistem pengelolaan | beban sistem PUFR, Pemda | LHK., Pemda
Air limbah | pencemaran  Air | pengelolaan  Air | Prov. Prov.
domestik di sub- | ke sungai/Danau | imbah domestik | Sumatera Sumatera
sub Daerah Aliran | di Daecrah | di sub-sub | Utara Utara,
Sungal di Dacrah | Tangkapan Air Daerah Aliran Universitas
Tangkapan Air Sungai di Daerah
Tangkapan Air
Penyusunan dan | Menurunnya Tersusunnya dan | Pemda  Prov. | Kementerian
implementasi beban terimplementasi | Sumatera LHK, LIPI,
Peraturan Daerah | pencemaran  Air | Perda tentang | Utara Universitas,
{Perda) tentang | ke sungai /Danau | Pengelolaan Kepaolisian Rl
Pengelolaan Limbah Domestik
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Limbah Domestik | di Daerah Aliran | dan Non-
dan Non-Domestik | Sungai Domestik
Penyusunan dan | Menurunnya Penyusunan dan | Pemda Prov. | Kementerian
implementasi beban implementasi Sumatera LHK, LIPI,
Perda tentang [z@in | pencemaran  Air | Perda tentang | Utara Universitas,
Pengaturan dan | ke sungai/Danau | [zin Pembuangan Kepolisian Rl
Pelarangan di Daerah Aliran | Limbah
Pertambangan Bungai
Batuan
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi
132, | Keterbatasan data 4.1. | Pengembangan Inventarisasi dan | Tersedianya data | Tersedianya data | Kementerian Kementerian
dan informasi sistem  informasi | pecmantauan dan informasi | dan informasi | Dikbudristek, | PUPR,
Danau Yang Danau kondisi Danau sebagai  acuan | kondisi Danau, | BRIN, LIFI, | Kementerian
terbaharui pengelolaan antara lain: | Pemda  Prov. | LHK,
batimetri, neraca | Sumatera Universitas
Air, Utara, Badan
keanekaragaman | Informasi
hayati, kondisi | Geospasial
sempadan, (BIG), Badan |

Daerah ...
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Daerah Pusat Statistik
Tangkapan  Air | [BPS)
dan sosial
ekonomi
Pengembangan Terwujudnya Tersedianya Kementerian Kementerian
gsistemm  informasi | sistem informasi | sistemn  informasi | Dikbudristek, | PUPR,
dan monitoring | dan  monitoring | dan  monitoring | BRIN, Kementerian
dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi | Kementerian LHEK,
pengelolaan pengelolaan pengelolaan PPN /Bappenas, | Universitas
Danau Danau Danau LIFI, Pemda
berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan Prov.
Sumatera
Utara, BIG,
BPS
Tersedianya Kementerian Kementerian
prasarana sistem | BRIN, LIFI, | Kementerian
pemantavan dan | Pemda  Prov. | LHK,
peringatan  dini | Sumatera Universitas,
bencana perairan Badan

Danau ...
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Danau (arus Danau {arus | Utara, BIG, | Nasional
balik overturn, balik/ overturn, BPS Penanggulang-
banjir) banjir| an Bencana
(BNFB
13. | Belum optimalnya 4.2, | Pemantauan dan | Monitoring  dan | Terlaksananya Tersedianya data | Pemda  Prov. | Pemerintah
monitoring dan evaluasi evaluasi program hasil monitoring | Sumatera kecamatan
evaluasi dalam implementasi penvelamatan dan evaluasi Utara
pengelolaan Danaun pengelolaan Danau BCCATR
Danau efeketifl dan efisien
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Peran Pemanghku Kepentingan
14. | Belum optimalnya | 5.1. | Peningkatan peran | Pelaksanaan Tersedianya Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
kelembagaan pemangku kajian sosial | bahan kajian sosial | Sumatera LHK, Kemente-
pengelolaan Danan kepentingan ekonomi peningkatan ekonomi Utara, rian Koordina-
masyarakat peran masyarakat dan | Universitas tor Bidang
(potensi dan | masyarakat kajian  kearifan Perekonomian
dampak]) dan lokal dalam [Kemenko
kajian kearifan Perekonomi-
lokal dalam an), LIPI,

penvelamatan ...
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penyelamatan

penyelamatan Kementerian

Ekosistern Danau Ekosistem Danau Dikbudristek,
BEIN,
Universitas

Pembentukan, Meningkatnya Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
pembinaan dan | peran pembentukan, Sumatera LHE, Pemda
fasilitasi kegiatan | masyarakat pembinaan dan | Utara Prov.
kelompok fasilitasi kegiatan Sumatera
masyarakat dalam kelompok Utara,
penyelamatan masyarakat Universitas,
Danau (pertanian Kementan,
ramah lingkungan, Kementerian
pengolahan Parekraf/
sampah, Baparekraf
ekowisata berbasis
masyarakat dan
budaya sadar
wisata ramah
sosial dan
lingkungan)

Pengembangan ...
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Pengembangan Meningkatnya Terlaksananya Pemda Prov. | Pemda Prov.
dan  pembinaan | peran pengembangan Sumatera Sumatera
Kelompok Tani | masyarakat dan pembinaan | Utara, Utara,
Hutan dalam Kelompok  Tani | Kesatuan Kementerian

pengelolaan Hutan Pengelolaan Perdagangan

Danau Hutan (Kemendag)
Pelaksanaan Meningkatnya Terlaksananya Kementerian | Kementerian
kegiatan peran para pihak | kegiatan LHK, Pemda | Dikbudnstek,
lingkungan  dari lingkungan dari | Prov. BRIN
kegiatan usaha kegiatan wusaha | Sumatera
dan satuan dan satuan | Utara
pendidikan pendidikan
Pengembangan Meningkatnya Terlaksananya Pemda  Prov.  Kementerian
mm peran para pihak | pengembangan Sumatera Parekraf/
berbasis ekonomi | dan  terciptanya | pariwisata Utara, Badan | Baparckraf
kreatif masyarakat | usaha berbasis ekonomi | Otorita

masyarakat kreatif Pengelola

masyarakat Kawasan

[

Pariwasata ...
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Danau Toba
Pengembangan Meningkatnya Pengembangan 7 | Pemda  Prov. | Kementerian
desa wisata, | peran para pihak | Desa Wisata, | Sumatera Parekraf/
penyediaan sarana | dan terciptanya | penyediaan Utara, Badan | Baparekraf,
dan prasarana | usaha sarana prasarana | Otorita Kementerian
pariwisata dan | masyarakat pariwisata di 10 | Pengelola PUPR., Pelaku
Promosi pariwisata obyek wisata dan | Kawasan Usaha
Danau 20 kegiatan | Pariwisata
promosi Danau Toba
pariwisata Danau
15. | Belum optimalnya | 5.2. | Pengembangan Pengembangan Meningkatnya Terlaksananya Kemendagri, Kementerian
kelembagaan kelembagaan dan peningkatan | sinergi pengembangan Pemda Prov. | LHK,
pengelolaan Danau pengelolaan kapasitas pengelolaan dan peningkatan | Sumatera Kementerian
Danau kelembagaan dan | Danau oleh para | kapasitas Utara PUFR
sumber daya | pihak kelembagaan dan
marntiisia Sumber Daya
Manusia
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Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang

Kawasan Danau

1. | Pemanfaatan ruoang | 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Pemanfaatan Tersusunnya Pemda  Prov. | Pemda Prov.
yang tidak sesuai Rencana Tata | ruang  sesuai | Rencana  Tata | Sumatera Sumatera
dengan Daya Dukung Ruang  Kawasan | dengan Daya | Ruang Kawasan | Barat Barat
dan Daya Tampung Danau Dukung dan | Strategis
Lingkungan Hidup Dayva Tampung | Provinsi Danau

Lingkungan

Hidup
Penyusunan Pemanfaatan Tersusunnya Pemda  Prov. | Pemda Prov.
Rencana Tata | ruang  sesuai | Perda Sumatera Sumatera
Ruang  Kawasan dengan  Daya | Kabupaten Barat Barat
Danau di tingkat | Dukung  dan | Tanah Datar dan
Kabupaten Daya Tampung | Kabupaten

Lingkungan Solok  tentang

Hidup Rencana Rincd

Tata Ruang
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5.

badan Air dan
Sempadan Danau

Penyusunan zonasi |

Tersusun  dan

ditetapkannya
zgonasi badan Air
dan Sempadan
Danau

Kementerian
PUPR

Kementerian

Kementerian
ATRE /BPN,
Pemda Prov.
Sumatera
Barat

Etnﬁ;l 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Hebijakan, Perencanaan dan
Penganggaran

2.

Program  keglatan
pengelolaan  Danau
Prioritas Nasional
belum terintegrasi di
dalam kebijakan dan
dokumen
perencanaan

||||||||

Pengintegrasian
penyelamatan
Danau Prioritas
Nasional ke
dalam dokumen
PCrenCcAnaan

Pengintegrasian
penvelamatan
Danau ke dalam
dokumen

perencanaann

Terintegrasinya
PTOgrarm
kegiatan
penyelamatan
Danau ke dalam
kebijakan dan
dokumen
Fﬂ'ﬂ'ﬂ'.‘ﬂ]lﬂﬂ.'ﬂ

Ditetapkannya |Pemda  Prov. | Kementerian

RPJMD dan | Sumatera LHE,

RKPD vang telah | Barat Kementerian

mengintegrasi- PUPR,

kan upaya Kementerian

penyelamatan ATR/BPN,

Danau Prioritas Kementerian

Nasional PPN/
Bappenas,
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Sumatera
Barat
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau
3. | Menurunnya kualitas | 2.1. | Pengendalian Pengembangan Terciptanya Terbangunnya Kementan, Pemda Prov,
Air Danau pencemaran Air | percontohan pertanian 10 hektar | Pemda  Prov, | Sumatera
dari lahan | pertanian organik | ramah percontohan Sumatera Barat
pertanian lingkungan pertanian Barat
organik
3.2. | Pengendalian Pengembangan Berkurangnya | Terbangunnya 4 | Pemda  Prov. | Kementerian
eceng gondok | percontohan sebaran eceng | percontohan Sumatera LHEK,
pengelolaan  eceng | gondok pengolahan Barat Kementerian
gondok eceng gondok PUPR
Pembersihan eceng | Berkurangnya | Dilaksanakan- | Kementerian Pelaku Usaha
gondok tutupan eceng nya PUPR
pondolk pembersihan
eceng gondok

3.3.
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3.3. | Pengendalian Penyusunan Tertatanya Tersusun dan | Pemda  Prov. |LIPFI, Pemda
pencemaran Air | Peraturan perikanan budi | ditetapkannya | Sumatera Prov.
dari perikanan | Gubernur (Pergub) | daya  dengan | Pergub tentang | Barat Sumatera
budi daya | tentang Penataan | keramba jaring | Penataan Barat
dengan keramba | Perikanan Budi | apung  sesuai | Perikanan Budi
jaringan apung | Daya dengan | Daya Dukung | Daya  dengan
keramba jaring | dan Daya | keramba  jaring
apung Fampung apung
Lingkungan
Hidup
Pengembangan Terwujudnya Terbangunnya |Pemda  Prov. | LIPI, Pemda
kolam ikan  di | kolam ikan | 20 kolam ikan | Sumatera Prov,
Sempadan Danau | ramah ramah Barat Sumatera
lingkungan di | lingkungan di Barat,
daratan Sempadan Universitas
Danau
Pengembangan Terbangunnya | Terbangunnya 5| Pemda  Prov. |LIPl, Pemda
percontohan percontohan paket perikanan | Sumatera Prov,
perikanan budi | perikanan budi | darat Barat Sumatera

daya ...
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daya ramah | daya ramah Barat,
lingkungan lingkungan Universitas
3.4, | Pengendalian Pembangunan Terkelolanya Terlaksananva | Kementerian Kementerian
pencemaran  Alr | sarana drainase | sarana drainase | sarana drainase | FUPR, Femda | LHEK, Pemda
dari berbagai | pengolahan Air | pengolahan Air | pengolahan Air | Prov. Sumatera | Prov.
sumber di | imbah domestik | imbah limbah domestik Barat Sumatera
sckitar Danau dan persampahan | domestik dan | dan Barat,
persampahan persampahan Kementerian
ESDM, Pelaku
Usaha
Banyaknya sampah di | 3.5, | Pengelolaan Pen Terbangunnya | Terbangunnya 5| Pemda  Prov. | Kementerian
sampah sampah di Danau | model unit bank | Sumatera LHK,
dan sekitarnya pengelolaan sampah Barat Kementerian
sampah dilengkapi PUPR, Pemda
Sarans dan Prov.
o Sumatera
Barat

5. Menurunnya ...
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Menurunnya Pergub | Tersusunnya Tersusunnya Kementerian
keanekaragaman kecanckaragam- | Nomor 81 Tahun | pergub yang | revisi Pergub | Sumatera LHEK, LIPL,
hayati an hayati 2017 tentang | mengatur Nomor 81 Tahun | Barat Pemda Prov,
Penggunaan  Alat | pelarangan 2017  tentang Sumatera
Tangkap penggunaan Penggunaan Alat Barat,
s s Tongiap Universitas
jaring  kurang
dari 1 inci
Penyediaan sarana | Tersedianya Tersedianya 8 |Pemda  Prov. | Kementerian
penangkapan ikan | sarana perahu dan 150 | Sumatera KP, LIFI,
ramah lingkungan | penangkapan buah alat | Barat Pemda Prov.
ikan ramah | penangkapan Sumatera
lingkungan ikan ramah Barat,
lingkungan Universitas
Pengembangan Berkembangnya | Tersedia dan | Pemda  Prov. Kementerian
reservat di Danau, | populasi  ikan | terjaganya Sumatera KP, LIPI,
domestikasi, asli Danau habitat  alami | Barat Pemda Prov.
pembenihan  dan tkan, serta ter- Sumatera
pencharan kembali sedianya benih
{restocking) ...
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Barat,

(restocking)  ikan ikan lokal untuk
asli Danau penebaran Universitas
kembah
{restocking] dan
budi daya
6. |Pemanfaatan lahan | 3.7. | Penataan Penentuan dan | Pemanfaatan Ditetapkannya | Kementerian Kementerian
Sempadan Danau kawasan penetapan  batas | sempadan batas Sempadan | PUPR ATR/BPN,
yang tidak tertata, Sempadan Sempadan Danau | memperhatikan | Danau Kementerian
dan berdampak men- Danau batas dan LHK, Pemda
cemari/merusak fungsinya Prov.
Danau sebagal Sumatera
kawasan Barat
lindung
Penertiban Pemulihan Kawasan Pemda  Prov. | Pemda Prov.
bangunan tak | fungsi Sempadan Sumatera Sumatera
berizin Sempadan Danau bebas | Barat Barat
Danau dari bangunan
I tak berizin
Penerapan ...
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kan luas hutan

ketentuan izin | pemanfaatan kewajiban Sumatera Sumatera
lingkungan dan | Sempadan memiliki  izin | Barat Barat
peraturan  teknis | Danau lingkungan dan
lainnya peraturan teknis
lainnya bagm
selurth  usaha
dan kegiatan di
Sempadan
Danau
7. |Lahan lkritis, erosl, | 3.8. | Rehabilitasi Penyusunan Berkurangnya | Tersusunnya Kementerian Pemda Prov.
banjir, dan sedimen Hutan Pergub tentang | lahan kritis dan | Pergub tentang | LHK, Pemda | Sumatera
Lahan Penanganan Lahan | longsor Penanganan Prov. Sumatera | Barat
Kritis Bekas Lahan Kritis | Barat
Pertambangan Bekas
Batuan Pertambangan
Batuan
Reboisasi  hutan | Berkurangnya | Tertanamnya Kementenan Pemda  Prov.
rakyat dan | lahan kritis dan | 10.000 batang | LHK Sumatera
mempertahan- | pohon reboisasi Barat

penghijauan ...




PRESIDEM
REPUBLIK INDOMNESIA

-32-

penghijaunn di Daerah
lingkungan Tangkapan Air
Danau
Rehabilitasi lahan | Tidak terjadinya | Tertanamnya Kementerian Pemda Prov.
Sempadan Danau | longsor di | 2.500 pohon di | LHK Sumatera
Sempadan Sempadan Barat
Danau Danau
Pembuatan Berkurangnya Ter'l:;a};gu.nnyn Kementerian | Pemda  Prov.
bangunan sedimentasi bangunan LHK Sumatera
konservasi  tanah | badan Air konservasi Barat
dan Air tanah dan Air
Rehabilitasi telaga | Meningkatnya | Terchabilitasi- | Pemda  Prov. | Pemda  Prov.
fungsi telaga | nya 16 telaga Sumatera Sumatera
schagai sumber Barat Barat
Alr
Strategi 4 ...
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Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi

Prov. Sumatera

8. | Keterbatasan data 4_1. | Pengembangan | Inventarisasi dan | Tersedianya Tersedianya data | Kementerian Kementenan
dan informasi Danau sistem informasi | pemantauan data dan | dan  informasi | Dikbudristek, PUPR,
yang terbaru Danau kondisi Danau informasi kondisi Danau, | BRIN, LIPl, | Kementerian

schagal acuan | antara lain: | Pemda  Prov. | LHK,
pengelolaan batimetri, neraca | Sumatera Universitas
Adr, keaneka- | Barat, BIG, dan
ragaman hayati, | BPS
kondisi sempa-
dan, Daerah
Tangkapan Air
dan sosial
ekonomi
P:ngmibnngaﬁ_' Terwyjudnya Tersedianya Kementerian Kementerian
sistern informasi | sistem sistem informasi | Dikbudristek, | PUPR,
dan monitoring dan | informasi  dan | dan monitoring | BRIN, Kemen- | Kementerian
evaluasi monitoring dan | dan evaluasi | terian PPN | LHK,
pengelolaan Danau | evaluasi pengelolaan [Bappenas, Universitas
berkelanjutan pengelolaan LIFI, Pemda

Danau ...
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Danau Danau Barat, BIG,
berkelanjutan berkelanjutan BPS
Pengembangan Tersedianya Tersedianya Kementerian Kementerian
sarana dan | data perkiraan | sarana dan | Dikbudristek, | PUPR,
prasarana sislem | dan peringatan | prasarana BRIN, LIPI, | Kementerian
pemantaunan dan | bencana sistem Pemda  Prov. | LHK,
peringatan dini | perairan Danau | pemantauan Sumatera Universitas,
bencana perairan dan peringatan | Barat, BIG, | BNFB
Danau jarus dini bencana | BPS
balik f overturn, perairan Danau
banjir] (arus
balik / overfurn,
banjir}
Studi Tersedianya Terlaksananya | Kementerian Pemda Prov.
keanekaragaman acuan studi LHK dan Sumatera
. hayati dan pelestarian Kementerian Barat,
penangkapan ikan | keanekaraga- KP Universitas
ramah lingkungan | man hayati dan
pola
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penangkapan

ikan yang tepat
9, |Belum  optimalnya | 4.2, | Pemantauan dan | Monitoring dan | Terlaksananya | Tersedianya Pemda  Prov. | Pemda Prov.
monitoring dan evaluasi evaluasi | program data hasil | Sumatera Sumatera
evaluasi dalam implementasi penyelamatan monitoring dan | Barat Barat
pengelolaan Danau pengelolaan Danau | Danau  secara | evaluasi
efektif dan
efisien
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan
10. | Belum optimalnya | 5.1. | Pengembangan | kajian dan | Meningkatnya | Dilaksanakan- Kementerian Kementerian
peran pemangku imbal jasa | pengembangan pola | peran para | nya kajian dan | LHK ESDM,
kepentingan dalam lingkungan imbal jasa | pihak dalam | perumusan pola Kementerian
penyelamatan Danau lingkungan penyelamatan imbal jasa Parekraf/
Danau lingkungan yang Baparekraf,
khususnya dari | tepat Kemenperin,
para pemanfaat Universitas
jasa hinglungan
Danau

5.2. Pemberdayaan ...
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Pemberdayaan Peningkatan peran | Terbentuknya Terbentuknya
dalam dan  keterlibatan | kelompok 13 kelompok | Sumatera Sumatera
pengelolaan masyarakat dalam | masyarakat masvarakat Barat Barat
sampah pengelolaan pengelola
sampah sampah
Penyuluhan Meningkatnya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
masyarakat dalam | kepedulian dan | kegiatan LHK Sumatera
Rehahilitasi Hutan | peran serta | penyuluhan bag Barat
dan Lahan masyarakat masyarakat
dalam dalam
Rehabilitasi Rehabilitasi
Hutan dan | Hutan dan
Lahan Lahan
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No

Permasalahan

Program

Strategi 1. Pengtntngurntl.tﬂ Program dan Keglatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang

1.

Pemanfaatan
ruang yang tidak
sesuai dengan
daya dukung
dan daya
tampung

| lingkungan

hidup

1.1.

Penataan Fuang | Penyusunan

-a7-
Lt Sasaran | Target Capaian Pensnggung jawab
Pemanfaatan Tersusun, Pemerintah [ Kementerian
rencana rUang sesuai | ditetapkan, dan | Daerah ATR/BFN,
zonasi / Rencana dengan Daya | diimplementasi- | Kabupaten Pemda Kab.
Rinci Tata Ruang | Dukung dan | kannya Perda | (Pemda  Kab.) | Agam
kawasan Danau Daya Tampung | zonasi Agam
Lingkungan
Hidup
Penyusunan Tertatanya | Tersusun dan | Kementerian Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan dan | ditetapkannya PUPR LHE,
dan Sempadan | pemanfaatan zonasl badan Air Kementerian
Danau Danau sesial | dan Sempadan KPP,
fungsi Ekosistern | Danau Kementerian
Danat ATR/BPN,
Pemda Kab.
Agam
Strategi 2. ...
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HNo

Strategi 2. Pengintegrasian

Program dan Kegiatan Penyclamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan

Penganggaran
2. | Program 2.1. | Pengintegrasian | Pengintegrasian {Teﬁt:g:‘ashya Ditetapkannya | Pemda Kab. | Kementerian
kegiatan penyelamatan penyelamatan program kegiatan | RPRJMD dan | Agam LHK,
pengelolaan Danau Prioritas | Danau ke dalam | penyelamatan RKPD yang telah Kementerian
Danau Prioritas Nasional ke | dokumen Danau ke dalam | mengintegrasi- | PUPR,
Nasional belom dalam dokumen | perencanaan kebijakan dan | kan upaya Kementerian
terintegrasi di perencanaan dokumen penyeclamatan ATR/BPN,
dalam kebijakan perencanaan Danau Prioritas Kementerian
dan dokumen Nasional PPN/
perencanaan Bappenas,
Pemda Kab.
| | i
R - |
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau
- 3. Hmnlﬂmnr; 3.1. | Pengelolaan Penyediaan / Terpulihkannya | Tersedianya Kementerian Kementerian
kualitas Alr kualitas Air pembangunan kualitas Air | sarana prasarana | LHK, LIFI Parckral/
Danau sarana dan | Danau untuk Baparekraf,
prasarana  atau
teknologi

pemulihan ...
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3.2. | Pengendalian Penyusunan Berkurangnya Tersusun, Kab. | Kementerian
Pencemaran Air | Peraturan Bupati | jumlah keramba | ditetapkan, KP, LIPI, Pemda
dari perikanan | tentang Perizinan jaring apung | tersosialisasi dan Kab. Agam,
budi daya dengan | dan Desain | hingga sesual | diimplementasi- Universitas
keramba jaring | Keramba  Jaring | daya dukung dan | kannya
apung Apung daya tampung | Peraturan Bupati

Danau tentang Perizinan
dan Desain
Keramba Jaring
Apung
Pengurangan Tertatanya budi | Menurunnya Kab. | Kementerian
jumlah  keramba | daya ikan dengan | jumlah petak KP, LIFI, Pelaku
jaring apung keramba jaring | Keramba Jaring Usaha,
apung sesual | Apung dari Universitas
daya dukung dan | 17.635 petak
keramba  jaring
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daya  tampung

apung menjadi
6.000 petak
keramba  jaring
apung

Pengurangan Berkurangnya Menurunnya Pemda Kab. | Kementerian
jumlah pakan ikan | sisa/lebih pakan | penggunaan Agam KP, LIPI, Pemda
vang pakan ikan dari Kab. Agam,
mengakibatkan | 800 ton menjadi Pelaku Usaha,
pencemaran 200 ton per bulan Universitas
Danau
Pemanfaatan Berkurangnya Tersedianya Kementerian Kementerian
teknologi pencemaran teknologi Komunikasi dan | KP, LIPI, Pemda
pemberian pakan | Danau pemberian pakan | Informatika Kab. Agam,
ikan ikan {Kementerian Universitas
Kominfa),
Pemda Kab.
Agam
Pengembangan Berkurangnya Terbangunnya 8 | LIFI, Pemda | Kementerian
pola budi daya | pencemaran unit budi dava | Kab. Agam KP, LIPFI, Pemda

Danau  melalui
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4. | Sebaran sampah | 3.3. | Pengendalian Pengendalian Terkendalinya Berkurangnya Kementerian Pemda Kab.,
dan gulma di sampah dan | gulma Air dan pertumbuhan tutupan Danau | PUPR, Pemda | Agam
Danau gulma Air  di | pembersihan gulma Air dan Kab, Agam
Danau sampah leralasinya
sampah di Danau
Pengadaan alat | Berkurangnya Tersedianya alat | Kementerian Pemda Kab.
pembersih, sampah dan | pembersih, LHK, Agam
pengolah sampah | gulma Air  di | pengolah sampah | Kementerian
dan gulma Air Danau dan pulma Air PUFR
5. |Pencemaran Air 3.4, | Pengendalian Penertiban izin | Meningkatnya Kegiatan usaha | Pemda Kab. | Pemda Kab.
Danau dari Pencemaran Air |usaha di sekitar | kepatuhan usaha | di sekitar Danau | Agam Agam
kegiatan di dari kegiatan di | Danau di sckitar Danau | mematuhi
sekitar Danaun sckitar Danau dalam perizinan
pengendalian
pencemaran
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Ho/g= Tenimintimi Program Kegiatan Keglatan (2021-2024)
Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya Kementerian Pemda Kab.
sarana drainase | sarana drainase | sarana drainase | PUPR Agam '
pengolahan Air | pengolahan  Air | pengolahan  Air
limbah domestik |11.1:ul:mh domestik | imbah domestuk
dan persampahan ' dan dan
' persampahan persampahan !
6. | Adanya 3.5. | Pengendalian Penyedotan Sedimen di | Sisa pakan ikan | Kementerian Pemda Kab.
| sedimentasi di sedimen sedimen Danau berkurang | dapat disedot dan | PUFR Agam
dalam Danau terkelola pada
disposal area
7. | Penurunan | 3.6. | Pelestarian Pengembangan Berkembangnya | Tersedia dan | Pemda Kab. | Kementerian
keanekaragaman keanekaragaman | reservat di Danau, | populasi ikan asli | terjaganya Agam, LIPI KP, LIFT,
| hayati hayati domestikasi, Danau | habitat alami Universitas
pembenihan dan ikan, serla
penebaran kembali tersedianya benih
II (restocking) ikan ikan lokal untuk |
asli Danau penebaran
kembali
| (restocking) dan |
budi daya
Penyediaan ...
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[(Kementerian
BUMN)
Revitalisasi hulu | Normalisasi hulu | Peniadaan kolam | Kementerian Pemda  Kab.
Daerah Aliran | Daerah  Aliran | ikan masyarakal | PUPR, Agam
Sungai dengan | Sungai, di hulu Daerah | Kementerian
membongkar Pengembalian Aliran Sungai LHK
kolam ikan | kapasitas, dan
masyarakat fungsi hulu
Daerah  Aliran
Sungai
Pemanfaatan 3.7. | Penataan Penentuan  dan | Pemanfaatan Ditetapkannya Kementerian Pemda Kah
lahan Sempadan kawasan penetapan  batas | Sempadan batas Sempadan | PUPR, Pemda | Agam,
Danau yang Sempadan Sempadan Danau | Danau Danau Kab. Agam Kementerian
tidak  tertata, Danau memperhatiloan ATR/BFN
dan berdampak batas dan
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e
mencemari/ | fungsinya
merusak Danau sebagai kawasan
lindung
| Penyusunan Pemanfaatan Tersusunnya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
rencana Sempadan rencana Agam Agam
I pemanfaatan Danau sesual | pemanfaatan
Sempadan Danau | peruntulkan Sempadan
Danau
Pembersihan Tertatanya | Bangunan di | Pemda Kab. | Pemda  Kab
bangunan di | bangunan diE&nmpadan efektif | Agam Agam
Sempadan Danau | Sempadan dan sesuai
Danau peruntukan
Lahan  kritis, | 2.8. | Rehabilitasi RHL secara | Penurunan lahan | Terehabilitasinya | Kementerian Pemda  Kab,
erosi, banjir, dan Hutan dan Lahan | vegetatif kritis di Daerah | 1073 hektar | LHK, Pemda | Agam
sedimen Tangkapan  Air | lahan sangat | Kab. Agam
Danau kritis, 1308
hektar lahan |

kritis dan 3020

hektar ...
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hektar lahan

agak kritis
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi
10. | Keterbatasan 4.1. | Pengembangan Inventarisasi dan | Tersedianya data | Tersedianya data | Kementerian Kementerian
data dan sistem informasi | pemantauan dan informasi | dan informasi | Dikbudristek, PUFR,
informasi Danau Danau kondisi Danau sehagai acuan | kondisi  Danau, | BRIN, LIFI, | Kementerian
yang terbaharul pengelolaan antara lain: | Pemda Kab. | LHK,
batimetri, neraca | Agam, BIG dan | Universitas
Air, BPs
keanekaragaman
hayati, kondisi
sempadan, DTA
Danau dan sosial
ckonomi
Pengembangan Tervujudnya Tersedianya Kementerian Kementerian
dan  monitoring | dan  monitoring | dan  monitoring | BRIN, Kementerian
dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi | Kementerian
pengelolaan pengelolaan pengelolaan PPN/ Bappenas,

Danau ...
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No | Permasalahan Program (2021-2024)
Danau Danau Danau LIFt, Pemda | LHK,
berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan Kab. Agam, BIG, | Universitas
BPS
Pengembangan Tersedianya data | Tersedianya Kementerian Kementerian
sarana dan | perkiraan dan | sarana prasarana | Dikbudristek, FUPR,
prasarana sistem | peringatan sistem pe- | BRIN, LIFi, | Kementerian
pemantavan dan | bencana perairan | mantauan  dan | Pemda Kab. | LHK, BNPE,
peringatan dini | Danau peringatan  dini | Agam, BIG, BPS | Universitas
bencana perairan | bencana perairan
Danau [arus Danau farus
balik [ overturn, balik / overturn
banjir) | banjir]
Studi Tersedianya Terlaksananya | Kementerian Pemda Kah.
keanckaragaman | acuan pelestarian | studi | LHK, Agam,
hayati dan | keanekaragaman Kementerian KP | Universitas
penangkapan ikan | hayati dan pola
ramah lingkungan | penangkapan
ikan yang tepat
11. Belum ...
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No | Permasalahan Program Kegiatan T
11. | Belum 4.2, | Pemantauan dan | Monitoring dan | Terlaksananyva Tersedianva data | Pemda Kab. | Pemda Kab.
optimalnya evaluasi evaluasi Program | hasil monitoring | Agam Agam
monitoring dan implementasi penyelamatan dan evaluasi
evaluasi dalam pengelolaan Danau BECATA
pengelolaan Danau efeltif dan efisien
Danau
12.  Diperlukannya 4.3, | Pemantauan dé.t_lmmﬁiﬁﬁring dan -Ter]aj:é.anaﬁa _:ITfrséﬂiun}ri data | Pemda  Kab. | Pemnda Kab.
peningkatan evaluasi evaluasi program hasil monitoring | Agam Agam
monitoring dan implementasi penyelamatan | dan cvaluasi
evaluasi serta pengelolaan Danau SOCATH
pengembangan Danau efektif dan efisien |
data dan |
informasi |
o 4.4, Prng:rnhanp};m ﬁEﬁgen-ib&nEa;n d_ferlaksannn}ra I'Ters-:E:nnE pffflﬁ‘:mda Kab. | Kementerian
basis data dan | basis data pProgram biofisik dan sosial | Agam LHEK, LIFI,
sistem informasi penyelamatan | ekonomi Pemuda Kab.
Danau sccara | lingkungan Agam,
efektif, efisicn | Danau Universitas
dan ...
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dan terpublikasi
dengan baik
Peﬁangunan .?ﬁiﬂmF&- _h‘_'i"éfbang“u“ﬁny_ai Pemda Kab., | Pemda  Kab.
sistem informasi program sistem informasi | Agam Agam, LIP1,
penvelamatan berbasis Universitas
Danaw secara | teknologi
efektif, efisien
dan terpublikasi
dengan baik
| Penyusunan Kualitas Air | Tersusunnya Kementerian Pemda Kab.
atatus mutu Air | Danau sesual | status mutu Air | LHEK, LIP1 Agam
Danau peruntukan dan | Danau |
Daya Dukung
dan Daya
Tampung |
Lingkungan
Hidup ] |
Studi ...
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No | Permasalahan Program Kegiatan ——
, o FTORTIN : o | : . Pendukung.
Studi revitalisasi | Sedimentasi Tersedia data | Kementerian LIFI, Pemda Kab
Danau  (analisis | Danau dapat | jenis sedimen PUPR Agam, Nagar,
tipe sedimen) dikendalikan Universitas
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemanghku Hepentingan
13. | Diperlukannya 3.1 | Imbal jasa | Pengembangan Penyelamatan Tersedianya pola | Pemda Kab. | Kementerian
peran dan hngkungan pola dan | Danau didukung | dan Agam LHK
keterlibatan penerapan imbal | oleh seluruh | diterapkannya
para pihak jasa linghkungan pihak khususnya | imbal jasa
pemanfaatan jasa | lingkungan
lingkungan
Danau
5.2 | Peningkatan Pengembangan Masyarakat Terlaksananya Pemda Kab. Pemda Kab.
peran seria | kapasitas mandiri dan | pengembangan Agam, Agam
masyarakat kelembagaan berperan aktif kapasitas Kementerian
masvarakat kelembagaan Ketenagakerjaan
bagi kelompok | (Kemenaker),
masyarakat  di | Universitas
sekitar Danau
Penyediaan ...
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demplot seria
terlaksananya

LHK, Pemda

Kab. Agam,
Universitas
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4, Danau ...
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4. DANAU KERINCI

Btrategi 1. Pengintegrasian Program dan Keglatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang
1. | Pemanfaatan 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Terwujudnya Tersusun, Kementenan Pemda  Prov.
ruang yang tidak Rencana Tata | Pemanfaatan ditetapkan, dan | LHK, Jambi
seguai  dengan Ruang Kawasan | ruang sesual | diimplementasi- | Kementerian
daya dukung Danau dengan dava | kannva Rencana | PUPR,
dan daya dukung dan daya | Tata Ruang | Kementerian
tampung tampung Kawasan Danau | ATR/BFPN,
lingkungan lingkungan hidup Pemda Prov.
 hidup Jambi
Penyusunan Tertatanya Tersusun  dan | Kementerian Kementerian
zonasi badan air | perlindungan dan | ditetapkannya PUPR LHK,
dan Sempadan | pemanfaatan zonasi badan Air Kementerian
Danau Danau sesudai [ dan  Sempadan KP,
| fungsi Ekosistem | Danau Kementerian
Danau ATR/BPN,
Pemda  Prov.
Jambi

2. Perla ...
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2. | Perlu 1.2. legumbangan Penyusunan, Terwujudnya Tersusun, Pemda Prov. | Pemda  Prov.
dikembangkan- Tata Kelola | sosialisasi, dan | pengelolaan ditetapkan, Jambi Jambi
nya tata kelola Danau Imlpl-:mmtaai Danau disosialisasikan
Danau | tentang berkelanjutan, dan
1p-mg¢ln1,nnn termasuk diimplementasi-
- Danau mengkaji kannya
peraturan terkait | Penpelolaan
Danau lintas
sektor dan lintas
kabupaten
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan
Penganggaran
3. | Program 2.1. | Pengintegrasian | Pengintegrasian Terintegrasinya | Ditetapkannya Pemda Prov. | Kementerian
kegiatan penvelamatan penyelamatan program kegiatan | RPRJMD dan | Jambi LHEK,
pengelolaan Danau Prioritas | Danau  Prioritas | penyelamatan RKFPD vang telah Kementerian
Danau Prioritas Nasional ke | Nasional ke dalam | Danau Prioritas | mengintegrasi- PUPR,
Nasional belum dalam dokumen | dokumen Nasional ke | kan upaya Kementerian
terintegrasi  di peTencanaan perencanaan dalam kehijakan | penyvelamatan ATR/BPFN,
dalam kebijakan Kementerian
PPN/
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dan dokumen dan dokumen | Danau Proritas Bappenas,
perencanaan perencanaan Nasgional Pemda  Prov
Jambi
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau
4, | Menurunnya 3.1 | Pengelolaan Penetapan  baku | Tersedianya data | Ditetapkan dan | Pemda Prov. | Kementerian
kualitas Air kualitas Air | mutu dan status | dan informasi | dilmplementasi- | Jambi, Perum | LHK, LIFI,
Danau Danau trofik Air Danau baku mutu dan  kannya baku | Jasa Tirta Universitas
status trofik Air  mutu dan status
sehagai acuan | trofik Air sebagai
pemanfaatan acuan
Danau sesuai | pengelolaan
dengan daya | Danau
dukung daya
tampung
lingkungan
3.2 | Pengendalian Pembangunan Terkelolanva Terlaksananya Kementerian Kementerian
pencemaran  Air | sarana  drainase | sarana drainase | sarana drainase | PUPR, Pemda | LHK, Pemda
dari berbagai | pengolahan Air | pengolahan  Air | pengolahan  Air | Prov. Jambi Prov. Jambi
limbah domestik | limbah domestik

sumber ...
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sumber di sekitar

limbah domestik

dan

Danau dan persampahan | persampahan persampahan
3.3. | Pengendalian Pembersihan Berkurangnya Dilaksanakannya | Kementerian Pelalu usaha
eceng gondok eceng gondok tutupan  eceng | pembersihan PUPR
gondok eceng gondok
5. | Penurunan 3.4. | Pelestarian Pengembangan Berkembangnya | Tersedia dan | Pemda Prov. | Kementerian
keanakaragaman Hkmnekaragaman reservat di Danau, | populasi ikan asli | terjaganya Jambi KP, Pemda
hayati hayati domestikasi, Danau habitat alami Prov, Jambi,
pembenihan  dan ikan, serta LIP1,
penebaran kembali tersedianya benih Universitas
(restocking] ikan ikan lokal untulk
asli Danau pencharan
kembali
{restocking) dan
budi daya
Penyuluhan dan | Terwujudnya Dilaksanakan- Pemda Prov. | Kementerian
pendampingan pelestarian  ikan | nya penyuluhan | Jambi KP, Pemda

penangkapan ...



x

PRESIDEM
REPUBLIK INDOMNESIA

-56-

penangkapan ikan | spesies endemik | dan Prov. Jambi,
ramah lingkungan, | perairan Danau | pendampingan LIPI,
serta  penertiban penangkapan Universitas
perikanan tangkap ikan ramah
vang tidak ramah lingkungan, serta
lingkungan di penertiban
Danau penangkapan
ikan wyang tidak
ramah
lingkungan
6. | Pemanfaatan 3.5. | Penataan Penetapan  batas | Pemanfaatan Ditetapkannya Kementerian Pemda Prov.
lahan Sempadan kawasan Sempadan Danau | Sempadan batas Sempadan | PUPR Jambi
Danau yvang Sempadan Danau Danan
tidak  tertata, Danau memperhatikan
dan berdampak balas dan
mencemari/ fungsinya
merusak danau sebagai kawasan
lindung
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Pembangunan Mencegah ecrosi | Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
greenbelt  dengan | ke Danau, | pembangunan LHK Jambi,
penanaman meningkatkan greenbelt dengan Kepaolisian RI
vegetasi di | resapan Air, serta | tanaman  yang
sekeliling Danau | agar sesual
dengan tanaman | pemanfaatan
Yang sesui Sempadan
Danau
memperhatikan
batas dan
fungsinya
7. | Banyaknya 3.6. | Pengelolaan | Pembangunan unit | Terkelolanya Terbangunnya Pemda Prov. | Kementerian
sampah sampah | pengolahan sampah di selatar | unit pengolahan | Jambi LHE
sekitar Danaun | sampah Danau sampah di 15
I ﬂf.'lﬂ.
| Penpembangan Terkelolanya Dikembangkan- | Pemda Prov. | Kementerian
sistem sampah di sekitar | nya sistem | Jambi LHK, Pemda
manajemen ftata Danau manajemen /tata Prov. Jambi
| kelola

persampahan ...
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persampahan  di kelola
sekitar Danau persampahan
Lahan kritis, | 3.7. | Rehabilitasi Penanaman Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
erosi, banjir dan hutan dan lahan | dengan Tanaman | erosi dan aliran | penanaman LHK, Pemda | Jamba
sedimentasi di Daerah | Multi Guna permulkaan lahan lkritis di | Prov. Jamh
Tangkapan  Air Dasrah
danau Tangkapan  Air
Danau
Pelaksanaan Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
rehabilitasi hutan | erosi/sedimentasi | pembuatan LHEK, Pemda | Jambi
dan lahan sipil bangunan Prov. Jambi
teknis dengan pengendali
pembuatan erosi f sedimen
bangunan
pengendah
erosi | sedimen

9. Pencemaran ..,
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Terlaksananya

Jambi

kerusakan lahan pertanian ramah | Desa Organik | buangan limbah | pertanian organik | Jambi
akibat kegiatan lingkungan melalul pertanian | pupuk kimia ke | di 15 desa
pertanian yang yang perairan Danau
tidak ramah menggunakan
lingkungan pupuk organik
Penerapan Berkurangnya Terwujudnya Pemda .| Pemda Prov.
pertanian dengan | erosi dari lahan | kegiatan Jambi Jambi,
prinsip konservasi | pertanian pertanisan di Universitas
tanah dan Air sekitar  Danau
yang
menerapkan
prinsip
konservasi tanah
dan Air di 15 desa
10. | Belum 3.9. | Pengembangan Pembangunan Terwujudnya Dilaksanakannya | Pemda . | Pemda  Prov.
dikembangkan- potensi FLTA | PLTA/mikrohidro | PLTA/mikrohidro | pembangunan Jambi Jambi
nya potensi PLTA/mikrohidro | ramah lingkungan | ramah PLTA/mikrohidro
Pembanglit di danau linglkungan

Listrik ...
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Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Informasi

11. | Belum 4.1, | Pemantauan dan | Inventarisasi dan | Tersedianya data | Tersedianya data | Kementerian Kementerian
optimalnya Evaluasi pemantauan dan informasi | dan informasi | Dikbudristek, PUPR,
monitoring dan kondisi Danau bagi pengelolaan | kondisi  danau, | BRIN, LIFI, | Kementerian
evaluasi dalam Danau antara lain; | Badan LHK,
pengelolaan batimetri, neraca | Pengkajian dan | Universitas
Danau Air, keaneka- | Pencrapan

ragaman hayati, | Teknologi
kondisi Sempa- | (BFFT), BIG dan
dan Danau, DTA | BPS

Danau dan sosial

ekonomi

12. | Belum 4.2. | Pengembangan Pelaksanaan Tersusunnya Dilaksanakannya | Pemda Prov. | Pemda  Prov.
dikembangkan- potensi FLTA | kajian potensi Air | kajian potensi Air | kajian Jambi Jambi
nya potensi PLTA /mikrohidro | danau untuk | danau  sebagai | pemanfaatan Air

acuan  pengem- | Danau untuk

PLTA/ ...
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PLTA /mikro- ramah PLTA /mikrohidro | bangan potensi | PLTA/mikrohidro
hidro lingkungan ramah lingkungan | PLTA/mikrohidro | ramah
ramah lingkungan
| lingkungan
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, wwmmmwmﬂm
13. | Belum 5.1. | Pengembangan Pengembangan Meningkatnya -TETIEEB-E.I]EIIFE Kemendagrni, Kementerian
optimalnya | kelembagaan dan peningkatan | sinergi pmg:mbangnn Pemda Prov. | LHK,
peran Pemangku pengelolaan kapasitas pengelolaan dan peningkatan | Jambi Kementerian
Hepentingan Danau kelembagaan dan | Danau oleh para | kapasitas PUFR
dalam sumber daya | pithak kelembagaan dan
penyelamatan MAanusia SDM
Danau
Pengembangan Terwujudnya Terlaksananya Pemda Prov. Pemda Prov.
kapasitas Masyvarakat di pengembangan Jambi Jambi,
kelembagaan sekitar Danau kapasitas Universitas,
masyarakat yang mandiri dan | kelembagaan Pelaku Usaha
berperan aktif bagi kelompolk
dalam masyarakat di
sekitar Danau
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Pembentukan dan | Meningkatnya | Terlaksananya | Pemda  Prov. | Pemda  Prow.
pengpiatan Forum | peran  Pemuda | pembentukan Jambi Jambi,
Pemuda dalam | dalam dan penggiatan Universitas
pengelolaan pengelolaan Forum Pemuda
Danau Danau dalam
pengelolaan
Danau
Penguatan Meningkatnya Penguatan Pemda Prov. | Pemda Prov.
kelembagaan dan | peran kelembagaan dan | Jambi Jambi,
peningkatan peran | masyarakat adat | peningkatan Universitas
masyarakat adat dalam peran
pengelolaan masyarakat adat
Danau
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Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang
1. | Belum 1.1, | Penataan Ruang | Penyusunan dan | Terkendalinya Tersedianya dan | Pemda Prov. | Pemda Prov.
ditetapkannya implementasi DAS | pemanfaatan diimplementasi- Banten, Banten
DAS Cidanau Cidanau sebagai | ruang di kawasan | kannya RTRW | Kementerian
sebagai Kawasan Strategis | Danau DAS Cidanau | LHK,
Kawasan Provinsi  Banten stbagai Kawasan | Kementerian
Strategis dalam Rencana Strategis Prov. | PUPR,
Provinsi Banten Tata Ruang Banten Kementerian
Wilayah  (RTEW) ATR/BPN,
Provinsi Banten.
Penyusunan Tertatanya Tersusun dan | Kementerian | Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan dan | ditetapkannya PUPR LHE,
dan Sempadan | pemanfaatan zonasi badan Air Kementerian
Danau Danau sesual | dan Sempadan KP,
fungsi Ekosistem | Danau Kementerian
Danau ATR,/BPN,
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Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan
Penganggaran
Belum Pengintegrasian | Penginilegrasian Terintegrasinya | Ditetapkannya Pemda Prov. | Kementerian
terintegrasinya penyelamatan penyelamatan program kegiatan | RPJMD dan RKPD | Banten LHE,
program dan Danau Prioritas | Danau  Prioritas | penyelamatan VANE telah Kementerian
kegiatan Nasional Nasional ke dalam | Danau Prioritas | mengintegrasikan PUPE,
pengelolaan dalam dokumen | dokumen Nasional ke | upayva Kementerian
Danau Prioritas perencanaan perencanaan dalam kebjjakan | penyelamatan ATR/BPN,
Nasional di dan dokumen | Danau  Prioritas Kementerian
dalam kebijakan perencanaan . Nasional PPN/
dan  dokumen Bappenas,
perencanaan Pemda  Prov.
Banten
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau
Menurunnya Pengelolaan Penyusunan surat | Terkelolanya Ditetapkannya Pemda Prov. | Kementerian
kualitas air dan kualitas air keputusan kualitas air dan Banten LHE
eutrofikasi gubernur tentang diimplementasi-

baku ...
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baku mutu dan kannva surat
status trofik keputusan
gubernur tentang
baku mutu air dan
status trofik
3.2. | Pengendalian Pengembangan Menurunnya Terlaksananya Kementan, Pemda Prov.
pencemaran  Air | pertanian vang | pencemaran  Air | pengembangan Pemda Prov. | Banten
dari pertanian menerapkan dari kegiatan | pertanian  yang | Banten
PEMANZANAN pertanian ke | menerapkan
residu pupuk dan | sungai/danau di | penanganan
pestisida Daerah residu pupuk dan
Tangkapan  Air | pestisida di 10
Danau desa (2 desa per
tahun)
3.3. | Pengelolaan Pembabatan Mengembalikan | Berkurangnya Pemda Prov. | Pemda Prov.
gulma gulma kembali kondisi | tutupan  Danau | Banten Banten
rawa dari gulma dan
(reswamping) pengembalian
kondisi rawa di

Danau ...
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Danau seluas 500
ha

3.4. | Pengendalian | Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya Kementerian Kementerian
pencemaran Air | sarana  drainase | sarana drainase | sarana  drainase | PUPR, Pemda | LHK, Pemda
dari berbagai | pengolahan Air | pengolahan  Air | pengolahan  Air | Prov. Banten | Prov. Banten,
sumber di sekitar | limbah domestik | imbah domestik | imbah domestik Kementerian
Danau dan persampahan | dan dan persampahan ESDM, Pelaku 1

persampahan usaha
Kerusakan dan | 3.5. | Peningkatan Penyusunan Terkelolanya Tersusunnya Pemda Prov. | Kementerian
Perambahan pengelolaan dan | peraturan tentang | Cagar Alam Rawa | peraturan tentang | Banten LHK, Pemda
Kawasan (Cagar Pengamansan pengelolaan Danau yang | pengelolaan Prov. Banten
Alam Rawa kawasan (Cagar | daerah aliran | berkelanjutan daerah aliran
Danau| Alam Rawa | sungai terpadu sungai  terpadu
Danau) dan jasa dan jasa
lingkungan di lingkungan di
Cidanau Cidanau
Operasi Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
pengamanan tekanan terhadap | paling sedikit 5 |LHK Banten
represif kelestarian Cagar | paket operasi

mandiri/ ...
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mandiri/fungsional | Alam Rawa | pengamanan (1
dan patrali| Danau paket per tahun),
pengamanan 50 kali patroli
dengan melibatkan pengamanan (10
masyarakat kali dalam
setahun), 40 km
pemeliharaan pal
batas (B km per
tahun), dan 5
paket kegiatan
Mitra Polhut (1
paket per tahun)
3.6. | Rehabilitasi Pengembangan Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
Hutan dan Lahan | budi daya | lahan kritis dan | budi daya | LHK, Pemda | Banten,
tanaman bawah | menurunnya laju | tanaman  bawah | Prov. Banten Pelaku
tegakan, erosi/ tegakan seluas 30 Usaha
agroforestri dan | sedimentasi ha, agroforestri
pembuatan seluas 200 ha, dan
bangunan sipil pembuatan
teknis pengendali bangunan  sipil
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erogi serta teknis untuk
penahan dan gully pengendali  erosi
plug. sebanyak 125 unit
5. Rendahnya 3.7. | Pengelolaan Penyediaan sarana | Terkelolanya Tersedianya Pemda  Prov. | Kementerian
tingkat sampah dan prasarana | sampah di Danau | sarana dan | Banten LHK,
pengelolann pengelolaan dan sekitarnyva. prasarana Kemenperin
sampah sampah pengelolaan
sampah di 60
desa (12 desa
pertahun] di
Daerah
Tangkapan Air
Danau
6. | Pemanfaatan 3.8, | Penataan Penetapan  batas | Pemanfaatan Ditetapkannya Kementerian | Kementerian
lahan Sempadan kawasan Sempadan Danau | Sempadan batas Sempadan | PUPR, Pemda | LHK, Pemda
Danau yang Sempadan Danau  dengan | Danau Prov. Banten | Prov. Banten
tidak  tertata, Danau memperhatikan
dan berdampak batas dan
mencemari/ fungsinya
merusak Danau

sebagai ...
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sebagai kawasan
lindung

Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantaunan, Evaluasi dan Pengembangan Basis Data dan Informasi
7. | Belum 4.1, | Pengembangan Inventansasi dan | Tersedianya data | Tersedianva data | Kementernan Kementierian
terbaharuinya sistem informasi | pemantauan dan informasi | dan informasi | Dikbudristek, | PUPR,
data dan kondisi Danau bagm pengelolaan | kondisi danan, | BRIN, LIPI, | Kementerian
informasi Cagar Cagar Alam Rawa | antara lain: | BPPT, BIG, | LHK,
Alam Rawa Danau batimetri, neraca | BPS Universitas
Danau air, keaneka-
ragaman hayati,
kondisi  sempa-
dan, DTA dan
sosial ekonomi
Perbaharuan data | Tersedianyva data | Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
dan pengembang- | dan informasi | perbaharuan data | LHE, Banten
an e-ibrary Cagar | Cagar Alam Rawa | dan pengembang- | Kementerian
Alam Rawa Danau | Danau _¥ang | an e-library Cagar | Kominfo,
dapat  diakses | olam Rawa Danau
gecata luas

Pemda ..
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Banten, LIPT |

Pembuatan  dan | Tersedianya Tersedianya Pemda Prov, | Pemda Prov.
pemeliharaan media papan informas | Banten Banten
papan  informasi | komunikasi (10 papan per
tentang Cagar | mengenai Cagar | tahun)
Alam Rawa Danau | Alam Rawa

Danau yang

efektil dan

estetika

4.2, | Pengembangan Penelitian Tersedianya Terlaksananya Pemmda Prov. | Kementerian
Data hidrologi Daerah | acuan penelitian Banten LHK

Aliran Sungai | pengendalian hidrologi
Cidanau £rosi

berdasarkan

hidrolegy Daerah

Aliran Sungai
Pengumpulan Terwujudnya Terwujudnya Kementerian Pemda Prov.
bahan keterangan | lingkungan yang | bahan keterangan | LHK, Banten

pelanggaran
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pelanggaran aman dan | berupa data dan | Kejaksaan,
hukum nyaman di Cagar | fakta pelanggaran | Kepolisian RI,
Alam Rawa | hulum dan Pemda
Danau Prov. Banten
Mobilisasi  dana | Terchabilitasinya | Teridentifikasinya | Kementerian | Pemda  Prov,
jasa  lingkungan | Daerah lokasi KTH seluas | LHK Banten
dan  identifikasi | Tangkapan Airllzﬁﬂha_
lokasi KTH | Danau atau
potensial Kawasan Cagar
Alam Rawa
Danau
4.3, | Pemantauan dan | Pemantauan dan | Tersedianya data | Terlaksananya Kementerian | Pemda  Prow.
Evaluasi evaluasi kualitas | dan informasi | pemantauan dan | LHK, Pemda | Banten
Air di 8 sungai di | kualitas Air di 8 | evaluasi kualitas | Prov, Banten

Sub DAS Cidanau
dan Cagar Alam
Rawa Danau

sungai di Sub
DAS Cidanau dan
Cagar Alam Rawa
Danau

Air di 60 desa

Strategi 5 ...
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Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan

gubernur tentang
forum komunilkasi
danau

forum komunikasi
danau

8. | Belum 5.1. | Pengembangan Pembentukan dan | Meningkatnya Terbinanya 3 Pemda Prov. | Kementerian
optimalnya Sosial Ekonomi | pembinaan peran kelompok Banten LHEK, Pemda
pengembangan kelompok masyarakat masyarakat, 5 Prov. E.aEntm,
sosial ekonomi masyarakat, kader | dalam kelompok studi Kementerian
di kawasan konservasi dan | pengelolaan banding, 5 Pertahanan,
Danau anak sekolah | sumber daya | angkatan (30 Kementerian

dalam pengelolaan | alam di kawasan | orang) kader Parekraf/
sumber daya alam | Cagar Alam Rawa | konservasi, 5 Baparekraf,
di kawasan Cagar | Danau kegiatan Universitas
Alam Rawa Danau penyuluhan di
sekolah (30 orang
per kegiatan)
5.2. | Peningkatan Melakukan review | Meningkatnya Terbitnya  surat | Pemda Prov. | Pemda Prov.
Peran Pemangku | perubahan surat | peran para pihak | keputusan Banten Banten
Kepentingan keputusan gubernur tentang

Koordinasi ...
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fasilitasi forum peran para pihak  paket  kegiatan LHK Banten

forum

6. Danau ...
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Strategi 1.mwnmmnﬂmwmmmmmmhmmmm

1. | Belum 1.1. |Penataan ruang Penyusunan Pemanfaatan Tersusun, Pemda  Prov. | Pemda Prov,
tersusunnya kawasan Danau | Rencana Tata | ruang sesuai | ditetapkan, Jawa Tengah, | Jawa Tengah
Rencana  Tata Ruang Kawasan | dengan daya | disosialisasikan | Kementerian
Ruang Kawasan Strategis Provinsi | dukung dan daya | dan ATR/BPN
Strategis Jawa Tengah | tampung diimplementasi- | Kementerian
Provinsi Jawa Kawasan Rawa | lingkungan hidup | kannya Rencana | LHK,

Tengah Penin Tata Ruang | Kementerian
. Kawaszan PUPR
Strategis Provinsi
Jawa Tengah
Kawazan Rawa
Pening
Penyusunan Tertatanya Tersusun dan | Kementerian Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan dan | ditetapkannya PUPR LHK,
jeceng gondok, | pcmanfaatan zonasi badan Air Kementerian
keramba  jaring | Danau sesuai KP,

apung ...
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apung, pariwisata, | fungsi Ekosistem | dan  Sempadan
PLTA, air baku) | Danau Danau ATR/BPN,
dan Sempadan Pemda Prov
Danau Jawa Tengah
Etnte:l.ﬂ.HnﬁnwmﬂmmﬂnmhnpmmmuurﬂnﬂuIMhmmhﬂmmhmmm
Penganggaran
2. | Program 2.1. |Pengintegrasian | Pengintegrasian Terintegrasinya | Ditetapkannya Pemnda Prov, | Kementerian
kegiatan penyelamatan penyvelamatan program kegiatan | REJMD dan | Jawa Tengah LHEK,
pengelolaan Danau Prioritas | Danau  Prioritas | penyelamatan REPD yang telah Kementerian
Danau Prioritas Nasional ke | Nasional ke dalam | Danau Prioritas | mengintegrasi- PUFR,
Nasional belum dalam dokumen | dokumen Nasional ke | kan upaya Kementerian
terintegrasi di perencanaan perencanaan dalam kebijakan | penyelamatan ATR/BPN,
dalam dan dokumen | Danau Prioritas Kementerian
kebijakan dan perencanaan Nasional PPN/
dokumen Bappenas,
perencanaan Pemda  Prov.
Jawa Tengah &
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22 | Penyusunan Penyusunan Pengelolaan Tersedianya
I{E::E:kan mng:ngan kawasan sesuai | peraturan  dan | PUPR, . Jm!.ra Tengah
Penyelamatan peraturan dan | dengan  standar | standar pedoman | Kementerian Universitas
Danau Prioritas | standar pedoman | kesehatan kriteria  bidang | LHK
Nasional kriteria bidang | ingkungan penyehatan
penyehatan permukiman lingkungan
lingkungan permukiman
permukiman
mwa.mmmm,mmmmmmmmemu
. | Menurannya 3.1 Pengendalian Pengurangan Berkurangnya Berkurangnya Kementerian LIPI, Pemda
? kualitas penﬁ?namn Air jum;lhqn keramba | pencemaran  Air | jumlah keramba | KP, Prov. Jawa
Danau dari perikanan | dan beronjong dari kegiatan | dan  beronjong | Kementerian Tl:nguh:
budi daya perikanan  budi | secara  bertahap | LHK Universitas
daya, saat ini|setiap tahun
terdapat 152 unit | hingga tercapai 0
keramba dan 186 | keramba dan 0
unit beronjong beronjong pada
tahun kelima

4. Tingginya ...
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a4, Pengendalian
sedimentasi sedimentasi sedimen di Danau | sedimen di | pengerukan FUPR, Jawa Tengah,
Danau yang Vang Danau sedimen di | Kementerian Universitas
mengakibatkan memperhatikan Danau LHK
Danau semakin Ekosistem
sempit dan
dangkal
Pengerukan  dan | Agar sungai | Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
pengembalian mampu pengembahian PUPR, Jawa Tengah,
kapasitas dan | menampung kapasitas  dan | Kementerian Universitas
fungsi sungai | debit banjir fungsi  Sungai | LHK
yang mengalir ke Kedungringis,
Danau Tapen, Lapeo,
Ngraco,
Praguman, dan
Ngaglik
3.3. | Operasi dan | Penyediaan, Pengembalian Pengambilan Kementerian Femda  Prov.
pemeliharaan operasi dan | fungsi sedimen sccara | PUPR Jawa Tengah

pemeliharaan
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jembatan
Pengadaan alat | Pengembalian Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov,
operasi dan | fungsi pengadaan  alat | PUPR Jawa Tengah
pemeliharaan tampungan  Air | operasi dan
Danau pemeliharaan
Tutupan eceng | 3.4 | Pengendalian Pembersihan Terkendalinya Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
gondok yang eceng pondok eceng gondok eceng gondok di | pengurangan PUPR, Jawa Tengah,
mencapai 7T0% Danau tutupan oleh | Kementerian KP | Universitas
di Danau eceng pondok di
Danau
Pengadaan lahan | Pengembalian Tersedianya Pemda Prov. | Kementerian
penampungan dan | fungsi lahan tampungan | Jawa Tengah PUPR
fasilitas tampungan Air di | dan fasilitas
pemanfaatan | Danau pemanfaatan /
pengolahan eceng pengolahan eceng
gondok Yang gondok

diangkat ...
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Danau
6. | Penurunan 3.5. | Pelestarian Pengkayaan jenis- | Meningkatnya Terlaksananya Kementerian Kementerian
keanekaragaman keanekaragaman | jenis ikan lokal | populasi ikan | penebaran KP, Universitas | LHK, LIFI,
hayati hayati pada perairan | lokal di Danau [restocking) / Pemmda  Prov,
Danau introduksi  ikan Jawa Tengah,
lokal di Danau, 1 Universitas
paket  kegiatan
per tahun
7. | Pemanfaatan 3.6. |Penataan Penctapan zonasi | Pemanfaatan Ditetapkannya | Kementerian Kementerian
lahan Sempadan kawasan lahan Sempadan | Sempadan zonasi lahan | PUPR ATR/BFN,
Danau vang Sempadan Danau dan | Danau sesual | Sempadan Pemda Prov.
tidak  tertata, Danaun penentuan  garis | dengan daya | Danau dan Jawa Tengah,
dan berdampak Sempadan Danau | dukung dan daya | penentuan garis Universitas
pada tampung Sempadan
pencemaran lingkungan Danau
Air/kerusakan hidup, serta
Ekosistem memperhatikan
Danau batas dan
fungsinya
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schagai kawasan

lindung
Pemasangan patok | Pemanfaatan Terpasangnya Kementerian Kementerian
dan papan | Sempadan patok-patok PUPR ATR/BFN,
PenEUIMmAan Danau sesuai | batas dan papan Pemda Prov.
batas Sempadan | dengan daya | pengumuman di Jawa Tengah
Danau dukung dan daya | sekeliling Danau

tampung dan tidak ada

lingkungan pembangunan

hidup, serta | alih fungsi lahan

memperhatikan | di daerah batas

batas dan  muka Air banjir

fungsinya tertinggi

sehagai kawasan

lindung
Pembuatan Terlaksananya Terlaksananya Kementerian Kementerian
tanggul, jalan | pemanfaatan pembangunan PUFR LHEK, Pemda
inspeksi (roadbelf) | Danau dan | tanggul pembatas Prov. Jawa
dan jogging track | kawasan di | badan Air Danau, Tengah
ramah lingkungan, | sekitarnya  yang | jalan inspeksi




*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tutupan vegetasi di | batas dan fungsi | jogging track
sekeliling Danaun | ekologisnya, ramah
(greenbell) serta terciptanya | lingkungan, yang
lingkungan yang | terpadu dengan
nyaman bagi | vegetasi
masyarakat |greenbelt di
sekeliling Danau
Lahan kritis, | 3.7, | Rehabilitasi Pembuatan Terkendalinya Terlaksananya Kementerian Pemda Prow.
erosi, banjir dan hutan dan lahan bangunan erosi di Daerah | pembangunan 15 | LHK Jawa Tengah
sedimen dan pengendalian | konservasi tanah | Tangkapan  Air | unit dam
erosi sedimentasi  dan Air pengendali | Danau penahan, 50 unit
di Daerah  erosi gully plug
Tangkapan Air (sebelumnya

sudah terbangun
19 unit dam
penahan, dan 94
unit gully plug)
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Agroforestri

Terlaksananya
agroforestri
seluas 250 hektar
{sebelumnya
sudah terlaksana
545 heltar
agroforestri)

Jawa Tengah

Pengembangan
kebun bibit rakyat

Terlaksananya

pengembangan
10 unit kebun

i | bibit rakyat

Kementerian

Pemda Prov.
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Terkendalinya

Terlaksananya

produktif erosi dan laju | penanaman bibit | LHK Jawa Tengah
tanarman- aliran produletif
tanaman multi | permukaan di | tanaman-
guna Daerah tanaman  mult

Tangkapan  Air | guna sebanyak

Danau serta | 25.000 batang di

tetap tersedianya | Kabupaten

peluang  usaha | Semarang

bagi masyarakat
Penghijauan Terkendalinya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
lingkungan erosi dan laju | penanaman bibit | LHK Jawa Tengah

permukaan di
Daerah
Tangkapan  Air
Danau, tetap
tersedianya
peluang  usaha

bagi masyarakat,

sebanyak 25.000
batang {dar Unit
Pelayanan Teknis
Kementerian

LHK] dan 7.500
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dan pengendalian | batang (dari
polusi udara dinas lingkungan
hidup kabupaten)

Konservasi Terkendalinya Penanaman bibit | Kementerian Perum
kawasan lindung |erosi dan laju | tanaman rimba | LHE Perhutani

aliran campur pada Jawa Tengah

permukaan di | lahan seluas 38,5

Daerah hektar di

Tangkapan  Air | Kawasan

Danau seria | Kesatuan

hkonservasi Pengelolaan

kawasan lindung | Hutan Kedu

Utara

Konservasi sumber | Terkendalinya Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
daya alam melalui | erosi dan  laju | penanaman LHE Jawa Tengah
penanaman aliran tanaman keras
tanaman keras permukaan di

Daerah

Tangkapan  Air

Danau danau
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3.8. | Pengembangan Fasilitasi Terkendalinya Terlaksanaanya 5 | Kementan Kawasan
pertanian ramah | pengelolaan lahan | erosi dan  laju | paket fasilitasi Kesatuan
lingkungan usaha tani secara | aliran pengelolaan Pengelolaan

ramah lingkungan | permukaan  di | lahan usaha tani Hutan Kedu
Daerah ramah Utara
Tangkapan  Air | lingkungan
Danau serta
tetap tersedianya
peluang  usaha
bagi masyarakat
Penyediaan Tﬂ'kmdnl!nya Terlaksananya Kementan Pemda Prov.
bantuan usaha |erosi dan laju | pemberian Jawa Tengah
tani ramah | aliran bantuan usaha
lingkungan permukaan  di | tani ramah
Daerah | lingkungan
Tangkapan  Air | berupa 10 paket

Danau seria

ternak, 20 paket

tetap ...
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bibit dan 20
peluang  usaha | paket pupuk
bagi masyarakat | untuk usaha tani
ramah
lingkungan
Pembinaan  dan | Terlaksananya Terlaksananya Kementan Pemnda  Prov.
fasilitasi budi daya | kegiatan pemhinaan dan Jawa Tengah
padi dan ' pertanian yang | fasilitasi
penanganan pasca | ramah pengembangan .

lingkungan

budi daya padi
dan penanganan
pasca panen
ramah
lingkungan, bagi
5 angkatan
petani  pemakai
Air Danau

B.

dari kegiatan di

R R

Pengendalian
pencemaran - air
dari kegiatan di

Pembinaan dan
Fasili 'pert'

Berkurangnya
pencemaran  Air

Danau

Terlaksananya
pembinaan bagi 5
kelompok  tani

Kementerian

Kementerian

Tangkapan ..
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kegiatan

Tangkapan  Air | organik pertanian pertanian dengan Prov. Jawa
Danau pupuk  organik Tengah
berupa 5 rumah
kompos dan alat
pengolah  pupulk
organik setiap
tahun
Pembangunan Terkendalinya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
sistem pengelolaan | pencemaran  Air | pembangunan PUFPR, Jawa Tengah
Air limbah | dari limbah | sistem 1!{&11&1&:1'}.311
domestik di | penduduk di | pengelolaan  Air | LHK
kawasan Daerah | sekitar Danau limbah domestik

Tangkapan Adr
Dianan

dikawasan
Daerah

Tangkapan  Air

|Damm

4. Banyvaknyva ...
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sampah sampah sampah kawasan sclitar | paket PUPR Jawa Tengah
sekitar Danau Danau dari | pecmbersihan
sampah sampah di
kawasan Danau
Pembuatan tempat | Bersihnya Terbangunnya Kementerian Pemda  Prov.
POMrosesan kawasan scldatar tempat PUPR Jawa Tengah
sampah Danau dari | penampungan
| sampah sampah
sementara
Pembinaan Bersihnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
masyarakat dan | kawasan sekitar | pembinaan LHEK Jawa Tengah
fasilitasi Danau dari | masyarakat dan
pembersihan sampah dan | fasilitasi kegiatan
sampah dan | membaiknya bersih-bersih
peninghkatan kualitas sampah dan
kualitas lingkungan hidup | peningkatan
linglungan hidup | di sungai kualitas
di sungai lingkungan di 10
sungai = yang
bermuara ...
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Peningkatan Bersihnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
layanan kawasan sekitar peningkatan LHK Jawa Tengah
pengelolaan Danau dari | layanan
sampah sampah pengelolaan
sampah di 5 desa
Peningkatan Bersthnya  dan | Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
pengelolaan meningkainya pembangunan/ LHK Jawa Tengah
linkungan berupa | kualitas tersedianya
pembangunan lingkungan di | sarana dan
SATATNA dan | kawasan sekitar | prasarana unit
prasarana Danau biogas, tempat
pengolahan pembuangan
sampah dan sampah dan
limbah serta kontainer
penanaman  bibit sampah, tempat
konservasi pengolahan
sampah dengan

prinsip Reduce,

Reuse .,
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batang tanaman

konservasi

Pembangunan Terkendalinva Terbangunnya Kementierian Pemda  Prov.

drainase pencemaran dari | drainase PUFR Jawa Tengah

lingkungan lingkangan lingkungan

permu kiman permukiman permukiman
Perlu Penyediaan Pembuatan sumur | Terlayani dan | Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
ditingka sumber-sumber | bor di Kabupaten | tercukupinva pembuatan ESDM Jawa Tengah
akses Semarang, Kota | kebutuhan  Air | sumur bor di

Salatiga dan | bersih di | Kabupaten |
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Kabupaten

bagi masyarakat bagi | Kabupaten Semarang, Kota
di Daerah masyarakat Temanggung Semarang, Kota | Salatiga dan
Tangkapan Air Salatiga dan | Kabupaten
Danaun Kabupaten Temanggung
Temanggung
Pembangunan Terlayani  dan | Terbangun dan | Kementerian Pemda Prov.
sistem  jaringan | tercukupinya terpeliharanya FUFR Jawa Tengah
perpipasan kebutuhan  Air | sistem jaringan
distribusi Air | bersih bagi | perpipaan
bersih dari Danau | masyvarakat  di | distribusi Air
sekitar Danau bersih dari
Danau
Strategl 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi
11. | Keterbatasan 4.1. | Pemantauan dan | Inventarisasi dan | Tersedianya data | Tersedianya data | Kementerian Pemda  Prov.
data dan evaluasi pemantauan dan informasi | dan informasi | LHK, Jawa Tengah
informasi Danau kondisi Danau sebagai  acuan | kondisi Danau, Kementerian
yang terbaru pengelolaan antara lain: | PUPR, Pemda
batimetri, neraca | Prov. Jawa
air, Tengah

keanekaragaman

hayati ...
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hayati, kondisi
sempadan,
Daerah
Tangkapan  Air
Danau dan sosial
ekonomi

4.2, | Pengembangan | Pengembangan Terlaksananya | Terhimpunnya |Pemda  Prov. | Pemda  Prov.
basis data dan |sistem informasi | pengelolaan data dan | Jawa Tengah Jm!.ra Te:@h
sistem informasi | Danau Danau yang | informasi Danau Universitas,

terintegrasi lintas | yvang terbaru dan LIPI
Pemangku terinformasikan
Kepentingan kepada para
Pemangku
Kepentingan
mws.mmmmmmmwmnmmmmmm
12. | Perlu 5.1. | Pengembangan Pengembangan Terlaksananya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
dikembangkan- destinasi wisata | kawasan pemanfaatan penataan dan | PUPR Jawa Tengah
nya bagi masyarakat | Jembatan Biru | Danau dan | pembangunan
kelembagaan kawasan di | kawasan
dan seldtarnya yang

ditingkatkannya ...




ditingkatkannya
peran para pihak
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dava dukung dan
dayva tampung
lingkungan, serta
terciptanya

peluang usaha
masyarakat yang

lingkungan

kawasan Bulkit
Cinta sebagai
destinasi wisata

Terlaksananya

pemanfaatan

Danau dan
kawasan di
sekitarnya vang
sesuai  dengan
daya dulkung dan
daya  tampung

terciptanya
peluang usaha
masyarakatl yang

Terlaksananya

pembangunan
kawasan Bulkit
Cinta

Kementerian

ramabh ...
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ramah
lingkungan
Penyelenggaraan | Terciptanya Terlaksananya Pemda Prov. | Pemda  Prov.
festival Danau usaha festival Danau Jawa Tengah Jawa Tengah
masyarakat
Peningkatan peran | Terkendalinya Terlaksananya Pemda Prov.
dan kapasitas | kerusakan pembinaan dan | Jawa Tengah
Badan Usaha Milik | ekosistern danau | fasilitasi
Desa (BUMDes), | dan terciptanya | BUMDes,
Pos Pelayanan | usaha Fosyantek  dan
Teknologi  Tepat | masyarakat kelompok-
Cuna (Posyantek] kelompok
dan kelompok- masyarakat
keelompok dalam
masyarakat dalam pengelolaan
pengelolaan Danau
Danau
Pembinaan Terkendalinya Terlaksananya Pemda Prov.
masvarakat kerusakan pembinaan Jawa Tengah
inovatif dan kreatif | ekosistern Danau | masyarakat
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Non-agro yang  usaha kreatif dalam
ramah lingkungan | masyarakat industri non-agro
yang ramah
lingkungan serta
pengembangan
jaringan
PEMASATED
13. | Perlu 5.2, |Pembangunan | Pembinaan  dan | Meningkatnya Terlaksananya Pemda Prov. | Pemda Prov.
ditingkatkannya kampung iklim fasilitasi pola hidup | pembinaan dan  Jawa Tengah Jawa Tengah
pola hidup pembangunan masyarakat yang | fasilitasi
masyarakat kampung iklim ramah pembangunan
yang ramah linglkungan kampung iklim
lingkungan dan
pro nitllhﬂf!
adaptasi
perubahan iklim
14. | Pencemaran air | 5.3,  Pengendalian Pembinaan Terkendalinya | Terlaksananya | Kementerian Pemda Prov.
dari kegiatan di pencemaran  air | pengendalian pencemaran Air | pembinaan LHK Jawa Tengah
Daerah dari kegiatan di | pencemaran  Air | dari berbagai | pengendalian

Tangkapan. ...
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Tangkapan Air kegiatan usaha di
Danau Tangkapan  Air [usaha di sekitar | sekitar Danau bagi kegiatan
Danau Danau usaha di sekitar
Danau 2 kal
setiap tahun
15. Perlu 5.4. | Peningkatan Bimbingan teknis | Meningkatnya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
dikembangkan- peran para pihak | konservasi Danau | peran bimbingan teknis | LHK Jawa Tengah
nya kelembagaan bagi masyarakat di | masyarakat konservasi
dan sekitar Danau Danau serta
ditingkatkannya penyuluhan
peran para pithak kehutanan
Pembinaan, Terkendalinya Terlaksananyva Kementerian Pemda Prov.
pendampingan kerusakan pembinaan, LHK Jawa Tengah
dan fasilitasi | Ekosistem Danau | pendampingan
kegiatan dan terciptanya | dan fasilitasi
masyarakat dalam | usaha kegiatan
penyelamatan masyarakat masyarakat
Danau dalam
penyelamatan

Danaa ...
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Pelatithan dan wuji | Terkendalinya Dilaksanakannya | Pemda  Prov. | Pemda  Prov.

kompetensi  SDM | kerusakan pelatihan dan wji | Jawa Tengah Jawa Tengah
untuk pariwisata | Ekosistern Danau | kompetensi SDM
' Danau ramah | dan terciptanya | pariwisata danau
| lingkungan usaha ramah
masyarakat lingkungan
Pembinaan Terkendalinya Terlaksananya Pemda  Prov. | Pemda  Prov.
kewirausahaan kerusakan pembinaan Jawa Tengah Jawa Tengah

wisata ramah | Ekosistem Danau | kewirausahaan
lingkungan bagi | dan terciptanya | wisata ramah

masyarakat di | usaha lingkungan  di
sekitar Danau masyarakat sekitar Danau
Pembinaan Terkendalinya | Terlaksananya Pemda  Prov. | Pemda Prov.
masyarakat sadar | kerusakan pembinaan Jawa Tengah Jawa Tengah
wisata ramah | Ekosistern Danau | masyarakat
lingkungan Danau | dan terciptanya | sadar wisata

ramah

usaha ...
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usaha

lingkungan
Danau

. Danau ...
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Strategi 1. Pengintegrasian program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam penataan ruang

1. |Pemanfaatan 1.1. | Penataan Ruang | Revisi Rencana | Pernanfaatan Direvisinya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
ruang yang tidak Tata Ruang | ruang sesuai | Rencana ~ Tata | Bangli Bangli, Pusat
sesuali  dengan Wilayah dengan dava | Ruang Wilayah Pengendalian
daya dukung dukung dan daya Pembangunan
dan daya tampung Ekoregion Bali
tampung lingkungan hidup dan Nusa
lingkungan Tenggara
hidup

Penyusunan Pemanfaatan Tersusunnya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
Rencana  Detail | ruang sesuai | Rencana  Detail | Bangli Bangli
Tata Ruang | dengan daya | Tata Ruang
Kawasan Strategis | dukung dan daya | Kawasan
Danau tampung Strategis Danau
linglungan hidup
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Penyusunan Tertatanya Tersusun dan | Kementerian Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan dan | ditetapkannya PUPR LHK,
dan Sempadan | pemanfaatan zonasi badan Air Kementerian
Danau Danau sesuai | dan  Sempadan KP,
hungsi Ekoszistern | Danau KEemenierian
Danau ATR/BPN,
Pemda  Kab.
Bangli
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Hegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Hebijakan, Perencanaan dan
Penganggaran
2. | Program 2.1. | Pengintegrasian | Pengintegrasian | Terintegrasinya | Ditetapkannya | Pemda Kab. | Kementerian
kegiatan Penyelamatan Penyelamatan program kegiatan | RRJMD dan | Bangli LHEK,
pengelolaan Danau Prioritas | Danau  Prioritas | Penyelamatan RKPD vang telah Kementerian
Danau Prioritas Nasional ke | Nasional ke dalam | Danau Prioritas | mengintegrasi- PUFR,
Nasional belum dalam dolkumen | dokumen Nasional ke | kan upaya Kementerian
terintegrasi di perencanaan perencanaan dalam kebijakan | Penvelamatan ATR/BPN,
dalam kebijakan dan dokumen | Danau Prioritas Kementerian
dan  dokumen perencanaan Nasional PPN/
peréencanaan Bappenas,
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wa.hnMMmm.mmmm.mmmmmmuu
3. | Menurunnya '3.1 | Pengelolaan Penetapan  kelas | Pemanfaatan Air | Ditetapkan dan | Pemda Kab, | Kementerian
kualitas Air kualitas Air | Air Danau Danau sesuai | diimplementasi- | Bangh LHK, Femda
Danau Danau dengan kannya Kab. Bangli
peruntukannya | peraturan
gubernur tentang
kelas air danau
3.2. | Pengendalian Pengembangan Terbangunnya Tersedianya Kementerian Kementerian
pencemaran Air | percontohan percontochan sarana dan | KP, Pemda Kab. | LHK, LIPT,
dari  perikanan | perikanan budi | perikanan  budi | prasarana serta | Bangli Pemda  Kab.
budi daya dengan | daya ramah | daya ramah | terlaksananya Bangli,
keramba jaring | lingkungan selain | lingkungan selain | pelatihan Universitas
apung keramba  jaring | keramba  jaring | penerapannya
SpuUng HEHUNE
3.3. Pengendalian ...
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3.3. | Pengendalian Pembangunan Berkurangnya Terwujudnya Kementan Kementerian
pencemaran  Air | percontohan pencemaran pertanian organik LHEK, Pemda
dari pertanian pertanian organik | bahan kimia ke Kab. Bangli

terpadu perairan Danau

3.4. | Pengendalian Penyediaan Berkurangnya Tersedianya Kementerian Pemda  Kab.
pencemaran  Air | percontohan pencemaran percontohan Perhubungan Bangh
dari transportasi | sarana dan | bahan bakar | kapal motor | (Kemenhub)
perairan Prasarani minyak,/oli ke | ramah

transportasi perairan Danau | lingkungan
ramah lingkungan

3.5. | Pengendalian Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya Kementerian Kementerian
pencemaran Air | sarana  drainase | sarana drainase | sarana drainase | PUPR dan | LHK, Pemda
dari berbagai | pengolahan Air | pengolahan  Air | pengolahan  Air | Pemda Kab. | Kab. Bangli,
sumber di selatar | limbah  domestik | limbah domestik | limbah domestik | Bangli Kementerian
Danau | dan persampahan | dan dan ESDM, Pelaku

persampahan persampahan Usaha
3.6. Pemulihan ...
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Terpulihkannya

Pemda  Kab.

dan
umnit

perahu
pengait,
pencacah,
pembuat pupuk
padat dan
pembuat  pupuk
cair

kualitas Air dan prasarana | kualitas Air | peralatan  nano | LHK, Pemda | Banghi
permulihan Dianau brubhbile Kab. Bangli
kualitas Air
Pembangunan Terpulihkannya | Terbangunnya Kementerian Pemda Kab
kolam dan media | kualitas Air kolam dan media | LHK Bangli
purifikasi Danau purifikasi
4. | Banyaknya 3.7. | Pengendalian dan | Penyediaan sarana | Berkurangnya Tersedianya Kementerian Pemda  Kab,

eceng gondok di pemanfaatan dan prasarana | limbah  organik | sarana dan | LHK Banghi

Danau eceng gondok pemanfaatan dan scharan | prasarana
eceng gondok eceng gondok gerobak  motor,
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Pemda Kab.
pengolahan cceng | limbah  organik | unit biogas Bangli LHEK,
gondok  menjadi | dan sebaran Kementerian
biogas eceng gondok PUPR
3.8. | Pengendalian Pembersihan Berkurangnya Dilaksanakannya | Kementerian Pelaku Usaha
eceng gondok eceng gondok tutupan  eceng | pembersihan PUPR
gondok eceng gondok
8. | Sedimentasi 3.9. | Pengendalian Pengerukan Meningkatnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab,
Danau sedimentasi sedimen Danau | volume tampung | pengerukan PUPR Bangli
yang perairan Danau | sedimen
memperhatikan
kesehatan
Ekosistem
Pemanfaatan Memngkatnya Termanfaatkan- | Pemda Kab. | Pemda  Kab.
sedimen volume tampung | nva sedimen Bangli Bangli
ipc:;‘nimnﬂanm
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Pembangunan Menurunnya Pembangunan Kementerian Pemda  Kab,
tanggul vang | sedimen yvang | tanggul PUPR Bangli
memperhatikan masuk ke Danau
Ekosistem
6. | Penuruonan 3.10. | Pelestarian Pencbaran  bibit | Lestarinya  ikan | Tersebarnya bibit | Pemda Kah.
keanckaragaman keanckaragaman | (restocking) ikan | aslifendemik di | ikan Bangli
hayati hayati asli/endemik dan | Danau asli/endemik dan
pelarangan tercegahnya
penebaran  bibit introduksi/
ikan asing invasif penebaran  bibit
{introduksi) ikan
asing invasif
7. | Pemanfaatan Air 3.11.  Penataan Pengadaan sistem | Terkelolanya Terbangunnya Kementerian Pemda  Kab.
Yang belum pemanfaatan Air | distribusi Air | pemanfaatan sistem distribusi | PUPR Bangli
tertata terpadu sumber dava Air | Air terpadu
Danau
Pengendalian Pengambilan Air | Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab.
penggunaan yang tertata dan | penataan, PUPR Bangli
pompa Air pembinaan

ramah ...
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ramah masyvarakat dan
lingkungan pemantauan
pompa Air
8. | Pemanfaatan 3.12.| Penataan Penentuan dan | Pemanfaatan Ditetapkannyva Kementerian Kementerian
lahan Sempadan kawasan penetapan batas  Sempadan batas Sempadan | PUPR, Pemda |LHK,
Danan yang Sempadan Sempadan Danau | Danau Danau Kab. Bangli Kementerian
tidak  tertata, Danau memperhatikan ATR/BFN
dan berdampak batas dan
mencemari/me- fungsinya
rusak Danan scbagai kawasan
lindung
3.13.| Pembangunan Pembangunan Berkurangnya Terbangunnya Pemda Kab. | Kemenhub
sarana dan | dermaga dengan | abrasi Danan dermaga Bangli
prasaratia di | fasilitas
Sempadan pembuangan
Danau limbah yang
memadai

9. Depradasi...
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Penvediaan sarana | Penurunan
Hutan dan Lahan | dan prasarana | erosi pug, gulu dan, LHK Bangli
konservasi tanah drop strucker,
dan Air saluran deversi,
dan trap sedimen
Reboisasi dan | Penurznan laju | Tertanamnya Kementerian Pemda  Kah.
penghijauan erosi dan luas | pohon reboisasi | LHK, Pemda | Bangli
lahan kritis Kab. Bangli
Pembangunan Penurunan laju | Terbangunnya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
terasering erosi terasering Bangli Bangli
Pembangunan Penurunan laju | Terbangunnya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
beronjong di alur | erosi dan | beronjong Bangli Bangli
sungai sedimentasi
3,15, Pembangunan Pembangunan Penurunan laju | Terbangunnya Kementerian Kementerian
infrastrulktur bangunan erosi, bangunan PUPR LHK,
erosi/sedimen dampak banjir di Dikbudristek,
dan drainase sekitar Danau BRIN

I mm—“m] LR
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Pembangunan Berkurangnya Terbangunnya Kementerian Pemda  Kab.
drainase kejadian banjir drainase di | PUPR Bangli
kawasan
permukiman
10. | Kerusakan lahan | 3.16.| Pengendalian Penyusunan Peningkatan Tersusun dan | Pemda Kab. | Kementerian
Daerah kerusahan lahan | peraturan kualitas sumber | tersosialisasikan- | Bangli ESDM, Pemda
Tangkapan  Air akibat gubernur tentang |daya lahan di|nya  peraturan Kab. Bangli
akibat pertambangan moratorium Daecrah gubernur
pertambangan batuan pertambangan Tangkapan  Air
batuan batuan di daerah | Danau
tangkapan air
danau
11. | Perambahan 3.17.| Pengendalian Pembinaan  dan | Penurunan Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab.
hutan di Daerah perambahan patroli keamanan | perambahan 10% | pembinaan dan | LHE, Pemda | Bangli
Tangkapan Air hutan pencegahan cksisten per | patroli rutin 2 | Kab. Bangli
Danan perambahan tahun kali dalam
[ hutan setahun
12. Sampah ...
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sampah prasarana sampah yang | tempat LHK, Bangli

pengelolaan masuk ke Danau | pengolahan Kementerian
sampah di sampah dengan PUPR, Pemda
permukiman prinsip  Reduce, | Kab. Banghi

Reuse, dan

Recycle (3R),

banlk sampah

dan truk sampah
Penyediaan Berkurangnya Terbangunnya Kementerian Pemda  Kab.
prasarana sampah yang | tempat LHK Bangh
pengelolaan masuk ke Danau | pengolahan
sampah di Taman sampah dengan
Wisata Alam prinsip Redure,

Reuse, dan

Recycle (3R] di

Taman Wisata

Strategi 4. ...
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Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi

13. Perlu 4.1. | Pemantauan Air | Inventarisasi dan | Tersedianya data | Tersedianya data | Pemda . | Kementerian
ditingkatkannya Danau pemantauan dan informasi | dan informagi | Bangli LHE,
pemantauan, kondisi Danau stbagai  acuan | kondisi Danau Kementerian
evaluasi serta pengelolaan antara lain PUPR, LIPI,
basis data dan batimetri, neraca Pemda  Kab.
sistem informasi Air, kualitas Air, Bangli

keanekaragaman
hayati, kondisi
Sempadan
Danau dan
Daerah
Tangkapan  Air
Danau, serta
sosial ekonomi
4.2. | Pengembangan Pembuatan data | Tersedianya Tersedianya Pemda .| Pemda  Kab.
sistem informasi | base dan sistem | kemudahan sistem informasi | Bangli Bangli
informasi danau akses informasi | Danan
data Danau

Strategi 5. ..,
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Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan

14.| Belum adanya  5.1. | Pengembangan | Penguatan forum | Meningkatnya Terselenggaranya = Kementerian Kementerian
kelembagaan kapasitas peduli Danau koordinasi dan | pembinaan 1 kali | LHK PUPR, Pemds
Yang kelembagaan kepedulian para | dalam setahun Kab. Bangli
menyatukan Pemanghku
kepedulian para Kepentingan
Pemangku dalam
Hepentingan pengelolaan
Danau
Pembentukan Meningkatnya Terbentuk  dan | Pemda Kab.
kelembagaan kapagitas terbinanya Bangli
masyarakat dalam | masyarakat kelompok
perikanan  budi | dalam perikanan | masyarakat
daya di Perairan budi daya di PUD
Umum  Daratan
(PUD)
Pelaksanaan Berkurangnya Terlaksananya Pemda Kab. | Kementerian
sekolah lapang | pencemaran sekolah  lapang | Bangli LHK, Pemda
Kab. Bangh
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lingkungan perairan Danau | masyarakat
Pelibatan Berkurangnya Terlaksananya Pemda EKab. | Kementerian
masyarakat dalam | sebaran  eceng | pembersihan Bangh LHK,
pembersthan gondok eceng pondok 2 Kementerian
toeng gondok kali dalam PUPR, dan
setahun Pemda  Kab,
Bangh

8. Danau ...
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tq:l 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Hltl.mlhdﬂml’mhm

1, Belum 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan |T-mmau'n dan | Ditetapkannya Kementerian Pemda  Kab.
terkendalinya rencana rinci tata | terlaksananya rencana rinci tata | LHK, Minahasa
kegiatan ruang kawasan | rencana rind tata | ruang Danau Kementerian
pemanfaatan Danau ruang Danau PUPR,
ruang Danau Kementerian

ATR/BPN,
Pemda Kah.
Minahasa
Penyusunan Tertalanya Tersusun dan | Kementerian Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan dan | ditetapkannya PUFR LHEK,
dan Sempadan | pemanfaatan zonasi badan Air Kementerian
Danau Danau sesual | dan  Sempadan KP,
fungsi Ekosistem | Danau Kementerian
Danau ATR/BPN,
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Kab.

Pemda
Minahasa

Strategl 2. Pengintegrasian

Hﬂﬁtﬂmhﬂ#m&nﬂmmnmnm

Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan

Penganggaran
2. | Program 2.1, | Pengintegrasian | Pengintegrasian Terintegrasinya | Ditetapkannya Pemda Kab. | Kementerian
kegiatan penyelamatan penyelamatan program kegiatan | RPJMD dan | Minahasa LHEK,
pengelolaan Danau prioritas | Danau  Prioritas | penyelamatan RKPD yang telah Kementerian
Danau Prioritas nasional ke | Nasional ke dalam | Danau Priorilas | mengintegrasi- PUPR,
Nasional belum dalam dokumen | dokumen | Nasional ke | kan upaya Kementerian
terintegrasi di perencanaan perencanaan dalam kebijakan | penyelamatan ATR/BFN,
dalam kebijakan dan dokumen | Danau Prioritas Kementerian
‘dan  dokumen perencanaan Nasional PPN/
perencanaan Bappenas,
Pemda  Kab.
Minahasa

Strategi 3 ...
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Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Sempadan, Daerah Tangkapan Air Danau

3. | Menurunnya 3.1. | Pengelolaan Pemantauan Tersedianya data | Dilaksanakannya | Pemda Kab. | Kementerian
kualitas Air kualitas Air | kualitas Air dan informasi | pemantauan Minahasa LHK, LIPi, dan
Danau Danau kualitas Air bagi | kualitas Air secara Universitas

acuan berkala
pengelolaan
3.2. | Pengendalian Revitalisasi dan | Meningkatnya Terlaksananya Pemda Kab. | Kementerian
pencemaran  Air | pembangunan baru | kualitas Air | revitalisasi septic | Minahasa PUPR
dari limbah | sistem septic fank | Danau tank komunal di 1
rumah tangga komunal sistem desa dan
pembangunan
sephic teerke
komunal
Pembangunan Meningkatnya Terlaksananya Pemda Kab. | Kementerian
pengolahan limbah | kualitas Air | pembangunan Minahasa LHK
rumah tangga | Danau sarana dan prasa-
menjadi biogas rana pengolahan
limbah  menjadi
biogas

3.3. Pengendalian ...
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pencemaran Air |dan  pembinaan | kualitas pengembangan Minahasa Pertanian,
dari kegiatan | pertanian  ramah  Danau dan pembinaan Kementerian
pertanian lingkungan pertanian ramah LHK
lingkungan
3.4, | Pengendalian Pembatasan Meningkatnya Terlaksananya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
pencemaran Air | jumlah dan area | kualitas Air pembatasan Minahasa Minahasa,
dari kegiatan | perikanan  budi jumlah dan area Kementerian
perikanan  budi | daya, serta perikanan  budi KP, LIFL,
daya pengembangan, daya, serta Universitas
sosialisasi dan pengembangan,
implementasi sosialisasi  dan
desain  keramba implementasi
jaring apung desain keramba
ramah lingkungan jaring  apung
ramah
lingkungan dan
penurunan

Jumlah ...




*

PRESIDEMN
REPUBLIK INDONESIA

=1L

3.5. | Pengendalian Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya | Kementerian Kementerian
pencemaran Air | sarana  drainase | sarana drainase | sarana drainase | PUPR, Pemda LHEK, Pemda
dari berbagai | pengolahan Air | pengolahan  Air | pengolahan  Air | Kab. Minahasa | Kab.
sumber di sekitar | limbah domestik | limbah domestik | limbah domestik Minahasa,
Danau dan persampahan | dan dan Kementerian

persampahan persampahan ESDM, Pelaku
Usaha
Banyaknya 3.6, | Pengendalian dan | Pembersihan dan | Terkendalinya Dilaksanakannya | Kementerian Kementerian
pemanfaatan pemanfaatan gulma Air pemberaihan PUPR, Pemda |LHK
gulma Air gulma Air menjadi eceng gondok Kab. Minahasa
pupuk, pakan dan
biogas
Pembangunan Terkendalinya Dibangunnya Pemda Kab. | Kementerian
dermaga dan | gulma Air dermaga dan | Minahasa LHK,
dumping area dumping arca Kementerian
gulma Air pulma Air PUPR

5, Banvaknva ...
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Banyaknya Pengelolaan Penyusunan, Terkelolanya Ditetapkan dan
sampah di sampah sosialisasi dan | sampah di Danau | diimplementasi- | Minahasa Minahasa
Danau dan implementasi dan sekitarnya kannya surat
sekitarnya surat keputusan keputusan bupati
bupati tentang tentang
pengelolaan pengelolaan
sampah di Danau sampah di sekitar
dan sekitarnya Danau
Penyediaan sarana | Terkelolanya Tersedianya Pemda Kab. | Kementerian
dan prasarana | sampah di Danau | sarana dan | Minahasa LHEK,
pengolahan dan sckitarnya prasarana Kementerian
sampah pengolahan PUPR
sampah
Sedimentasi 3.8. | Pengendalian Revitalisasi Danau | Terkendalinya | Terlaksananya | Penda  Kab. | Kementerian
Danau sedimentasi sedimentasi revitalisasi Minahasa PUPR, Pemda
Danau Danau Danau (lanjutan Kab. Minahasa

program)|
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sedimen sedimentasi badan Air Danau | Minahasa PUPR, Pemda
Danau dan kedalaman Kab. Minahasa
rata-rata Danau
menjadi lebih
dalam
Pembangunan cek | Terkendalinya Terlaksananya Pemda Kab. | Kementerian
dam  pengendali | sedimentasi pembangunan Minahasa PUPR, Pemda
sedimen Danau cek dan Kab. Minahasa
pengendali
| sedimen
7. | Lahan 3.9, | Penataan Penetapan  batas | Pemanfaatan ' Ditetapkannya Kementerian Kementerian
Sempadan kawasan Sempadan Danau | Sempadan batas Sempadan | PUPR ATR/BPN,
Danau yang Sempadan Danau sesual | Danau Pelaku Usaha
tidak tertata Danau dengan
peraturan  yang
berlaku
relokasi bangunan | Sempadan bangunan yang | Minahasa ATR/BPN,

ilegal ...
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ilegal di Sempadan | Danau menyvalahi aturan Pemda  Kah
Danau memperhatikan | di Sempadan Minahasa
batas dan | Danau
fungsinya
sebagai kawasan
lindung
Penanaman pohon | Pemanfaatan Tertanamnya Kementerian Pemda  Kab.
batas Sempadan | Sempadan pohon pembatas | LHK, Pemda | Minahasa,
Danau Danau di Sempadan | Kab. Minahasa | Kementerian
memperhatikan | Danau PUPR
batas dan
fungsinya
schagai kawasan
lindung
Banjir di sekitar | 3.10. | Penanggulangan P'eﬁhﬂngﬂ.nan Tertanggulangi- Dﬂak;naknnnfn Kementerian Pemda Kab. |
Danau hanjir greenbelt dan | nya banjir pembangunan FUPR, Minahasa
pemeliharaan greenbelf (dengan | Kementerian
natural areq penanaman  di | LHK dan Pemda
peresapan Air dan Sempadan Kab. Minahasa
Danau) serta
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dan sedimentasi
dari Daerah

Tangkapan Air
Danan

teknis

bangunan

Survel, investigasi, | Tertanggulangi- | Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab.
pembuatan desain | nya banjir i FUPR, Pemda | Minahasa
dan pembangunan investigasi, Kab, Minahasa
drainase dan pembuatan
tanggul pengendali '
banjir di pembangunan
permukiman I
pengendali banjir
I di permukiman
9. |Tingginya laju 3.11.| Rehabilitasi Pembuatan Penurunan laju | Dilaksanakannya | Kementerian Pemda  Kab.
erosi, run off Hutan dan Lahan | bangunan sipil | erosi pembuatan LHK Minahasa
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Ml
keanekaragaman
hayati, lkondisi
sempadan

Tangkapan  Air
Danau
Reboisasi dan | Penurunan laju | Penanaman Kementerian Pemda  Kab.
penghijanan erosi dan luas | vegetasi LHEK Minahasa
lahan kritis pengendali  erosi
hingga mencapai
minimal 30%
luas Daerah
Tangkapan  Air
Danau
Strategi 4. Penerapan Hasil, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi
10. | Keterbatasan 4.1, | Pengembangan Inventarisasi dan | Tersedianya data | Tersedianya data | Kementerian Pemda  Kab.
data dan sistem informasi | pemantauan dan informasi | dan informasi | Dikbudristek, Minahasa
informasi Danau Danau kondisi Danau sebagai  acuan | kondisi Danau, | BRIN, LIPI,
yang terbaharui pengelolaan antara lain: | BPPT, BIG dan
batimetri, neraca | BPS

Danau ..;
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Danau, Daerah
Tangkapan  Air
Danau, dan
soaial ekonomi
4.2. | Pengembangan | Terwujudnya Tersedianya Tersedianya Kementerian Pemda  Kab.
sistem  informasi | sistem  informasi | sistem  informasi | sistem  informasi | PUPR, Minahasa
dan monitoring | dan monitoring | dan  monitoring | dan  monitoring | Kementerian
dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi | LHE,
pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan Universitas
Danau Danau Danau Danau
berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan
11. | Belum 4.3. | Pemantauan dan | Monitoring dan | Terlaksananyva Tersedianva data | Pemda Kab. | Pemda  Kab.
optimalnya evaluasi evaluasi program hasil monitoring | Minahasa Minahasa
monitoring dan implementasi penyelamatan dan evaluasi
evaluasi dalam pengelolaan Danau SECAra
pengelolaan Danau efeldtif dan efisien
Danau

Strategi 5 ...
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12. Perlu 5.1. | Pengembangan | Pembentukan Pengelolaan Terbentuknya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
dikembangkan- kelembagaan kelembagaan terkoordinasi kelembagaan Minahasa Minahasa
nya kelembagaan terpadu terpadu para pihak pengelolaan
dan penyelamatan Danau YHNE
ditingkatkannya Danau melibatkan para
peran para pihak pihak terkait

5.2. | Peningkatan Pengembangan Masyarakat dan | Terwujudnyva Pemda Kab. | Pemda  Kab.
peran para pihak | pariwisata para pihak | pariwisata yang | Minahasa Minahasa
berbasis lainnya  terlibat | melibatkan peran
masyarakat dan | aktif masyarakat dan
para pihak lainnya para pihak
lainnya
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9. DANAU EASKADE MAHAKAM (SEMAYANG-MELINTANG-JEUMPANG)

mlinmwmmwmmnmumwnmmm

1. | Belum 1.1. | Optimalisasi Penyusunan Tersusun dan | Ditetapkannya Kementerian Pemda  Prov.
terkendalinya Penataan Ruang | Rencana Rinci | terlaksananya Rencana  Rincd | LHE, Kalimantan
kegiatan Kawasan Danau | Tata Ruang | Rencana  Rinci | Tata Ruang | Kementerian Timur
pemanfaatan Kawasan Danau Tata Ruang | Danau PUFR,
ruang Danan Danau Kementerian

ATR/BPN

Pemda Frov.

Kalimantan

Timur
Pemyusunan zonasi | Tertatanya Tersusun dan | Kementerian Kementerian
badan Air dan | perlindungan dan | ditetapkannya PUFR LHK,
Sempadan Danau | pemanfaatan zonasi badan Air Kementerian

Danau SeELAl KP,
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Kementerian

fungsi Ekosistern | dan  Sempadan
Danau Danau ATR/BPN,
Pemda Prov.
Kalimantan
Timur
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Hebijakan, Perencanaan dan
Penganggaran
3. Program 2.1, | Pengintegrasian | Pengintegrasian Terintegrasinya | Ditetapkannya Pemda Prov. | Kementerian
kegiatan Penyelamatan Penyvelamatan program kegiatan | RFJMD dan | Kalimantan LHK,
pengelolaan Danau Prioritas | Danau  Prioritas | Penyelamatan REKPD yang telah | Timur Kementerian
Danau Prioritas Nasional ke | Nasional ke dalam | Danau  Prioritas | mengintegrasi- PUPR,
Nasional belum dalam dokumen | dokumen Nasional ke | kan upaya Kementerian
terintegrasi di perencanaan perencanaan dalam kebijakan | Penyelamatan ATR/BPN,
dalam kebijakan dan dokumen | Danau Prioritas Kementerian
dan  dokumen perencanaan Nasional FFN/
PErencanaan Bappenas, dan
Pemda  Prov.
Kalimantan

Timur

Strategi 3. ...
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Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau

3. | Menurunnya 3.1. | Pengelolaan Pemantauan Tersedianya data  Dilaksanakan- Pemda Prov. | Kementerian
kualitas Air kualitas Air kualitas Air dan informasi | nya pemantauan | Kalimantan LHE, LIPL,
ACUAN secara berkala
pengelolaan
3.2. | Pengendalian Pelatihan Meningkatnva Dilaksanalkan- Pemda Prov. | Kementerian
Pencemaran Air | pengolahan limbah | kualitas Air | nya pelatihan i | Kalimantan PUPR,
dari limbah ikan | ikan menjadi | Danau tiap desa dan | Timur Kementerian
pakan ikan terbangunnya LHEK, Pemdsa
rumah pelatihan Prov.
Kalimantan
Timur
3.3. | Pengendalian Pembangunan Meningkatnya Terbangunnya Pemda Prov.  Kementerian
pencemaran  Air | Instalasi lualitas Air | Instalasi Kalimantan LHE, Kemen-
dari limbah | Pengolahan Air | danau Pengolahan  Air | Timur terian PFUFR,
rumah tangga Limbah komunal Limbah Pemda Prov.
Kalimantan
Timur

3.4 Pengendalian ...
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3.4, | Pengendalian Pembangunan Meningkatnva Terbangunnya Pemda Prov. | Kementerian
pencemaran Air | pengolahan limbah | kualitas Air | bengkel Halimantan PUPR,
dari limbah | transportasi  dan | Danau Timur Kementerian
transportasi bengkel LHEK, Pemda
perairan dan Prov.
benghkel Kalimantan
Timur
3.5. | Pengendalian Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya Kementerian Kementerian
pencemaran  Air | sarana  drainase | sarana drainase | sarana drainase | PUPR, Pemda | LHK,
sumber di sekitar | limbah domestik | imbah domestik | limbah domestik | Kalimantan ESDM, Pelaku
Danau dan persampahan | dan dan Timur Usaha, Pemda
persampahan persampahan Prov.
Kalimantan
Timur
4. | Pemanfaatan 3.6. | Penataan Penetapan batas | Pemanfaatan Ditetapkannya Kementerian Kementerian
lahan kawasan Sempadan Danau | Sempadan batas Sempadan | PUPR ATR/BPN,
Sempadan Sempadan Danau segual | Danau Pelaku Usaha
Danau yang Danau dengan
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peraturan  yang
berlaku

H
te

sekitarnya

3.7.

Pengelolaan
sampah

Penyediaan tempat
penampungan
sementara
tempat
pemrosesan  alkhir

dan

pembentulkan
bank sampah

Terkelolanyva
sampah di sekitar
Danau

Tersedianya
tempat
penampungan

tempat
pemrosesan

terbentuknya
bank sampah di
tiap desa, saat ini

belum ada
tempat
penampungan

Pemda Prov.

Kalimantan
Timur
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semmentara,

Konversi sampah | Terkelolanya Tersedianya Pemda Prov. | Kementerian
ke biogas sampah di sekitar | biodigester Kalimantan PUPR,
Danau Timur Eetmnenterian
LHK, Pemda
Frov,
Kalimantan
Timur
Pelatihan Reduce, | Terkelolanya Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
Reuse, dan Recycle | sampah di sekitar | pelatihan Kalimantan PUPR,
3R} Danau pengolahan Timur Kementerian
' sampah dengan LHK, Pemda
prinsip  sistem Prov.
Reduce, Reuse, Kalimantan
Timur
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dan Recyele [3R)
di tiap desa
6. | Banyaknya 3.8. | Pengelolaan Pemanfaatan Menurunnya Tﬂﬂmﬁ Pemda Prov. | Kementerian
limbah kayu di limbah kayu limbah kayu untuk | imbah kayu di | pusat Kalimantan PUPR,
Danau diolah menjadi | Danau pengolahan Timur Kementerian
berikat dan arang limbah kayu LHK, Pemda
menjadi  berikat Prov.
dan arang Ralimantan
Timur
7. | Banyaknya 3.9. | Pengendalian Pengendalian Terkendalinya Berkurangnyva Kementerian Pemda  Prov.
gulma air di gulma air pulma air pertumbuhan tutupan Danau | PUPR, Kalimantan
Danau gulma air dari gulma air Kementerian Timur
LHEK, Pemda
Prov.
Kalimantan
Timur

Pemanfaatan ...
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Pemanfaatan Pemanfaatan Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
gulma air gulma air untuk | sosialisasi dan | Kalimantan PUFR,
kegiatan ekonomi | pelatihan Timur Kementerian
masyarakat pemanfaatan LHE, FPemda
gulma air untulk Prov.
pakan  ternak, Kalimantan
pakan ikan dan Timur
pupuk kompos
8. Meningkatnya |3.10. | Pengendalian Pengerukan Berkurangnya Dilaksanakan- Kementerian Pemda  Prov.
- pendangkalan/ sedimentasi sedimen pada | pendangkalan / nya pengerukan | PUPR, Kalimantan
sedimentasi Muara Sungai yang | penyempitan sedimen Kementerian Timur
Danau dan mengarah ke | Danau dan LHK, Pemda
menyempitnya Danau sungai Prov.
alur sungai Kalimantan
Timur
Pemanfaatan Berkurangnya Pemanfaatan Kementerian Pemda Prov.
sedimen untuk | pendangkalan/ | sedimen PUFPR, Kalimantan
media pertanian penyempitan sehanyak secara | Kementerian Timur
LHK, Pemda
Prov.
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SUNEA waktu 5 tahun Timur
Penurunan 3.11. | Pelestarian Rehabilitasi kolam | Pulihnya reservat | Terpulihkannya | Pemda Prov. | Kementerian
keanckaragaman keanekarapaman | reservat ikan ikan kedalaman 50% | Kalimantan KP, LIPL,
havati hayati reservat, saat ind | Tomur Pemda  Prowv.
seluruh reservat Kalimantan
mengalami Timur,
pendangkalan Universitas
sehingga  tidak
mampu
mendukung
kehidupan dan
pemijahan ikan
Pengaturan Terwujudnya Berkurangnya Pemda Prov. | Kementerian
penangkapan ikan | perikanan, budi | illegal fishing | Kalimantan KP, LIF1,
dan  pembinaan | daya maupun | sampai 80% dari | Timur Pemda  Prov.
pengalihan usaha | tangkap, yang | kondisi sekarang Kalimantan
kelompok ramah [saat ini banvak Timur
masyarakat ke lingkungan Lditcmukﬂn illegal Universitas
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budi daya ikan Sishing di seluruh
ramah lingkungan lokasi Danau)s
Penebaran  benih | Meningkatnya Peningkatan Pemda Prov. | Kementerian
ikan produktivitas jenis dan | Kalimantan KP, LIFI,
perikanan kemelimpahan Timur Pemda  Prov.
ikan 453% dari Kalimantan
kondisi sckarang Timur,
Universitas
Pengendalian budi | Perlindungan Berkurangnya Pemda Prov. | Kementerian
daya ikan invasif | spesies keramba jaring | Kalimantan KP, LIPL,
fikan toman) asli/endemik apung budi daya | Timur Pemda Prov.
ikan toman Kalimantan
schanyak  80% Timur
dari yang ada Universitas
saat ini
Penyuluhan Konservasi Terlaksananya Kementerian Kementerian
konservasi fauna | spesies sosialisasi  dan | LHK, Pemda | LHK, Pemda
endemik ashi/endemik implementasi Prov. Prov.
Kalimantan
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Timur,

konservasl fauna Pelaku
endemik Timur Usaha
10. | Berkurangnya 3.12.| Revegetasi Penanaman pohon | Terpulihkannya | Revegetasi Kementerian Kementerian
vegetasi bagi daerah reservat | lokal kawasan reservat | dengan bibit | LHE, Pemda | LHE, Pemda
habitat biota Danau pohon Prov. Prov.
dan pengendali Kalimantan Kalimantan
gelombang  di Timur Timur, Pelaku
perairan Danau Usaha
Revegetasi Pembuatan pulau | Terbangunnya Ditanamnya Kementerian Kementerian
perlindungan dan penanaman di | kawasan pehon hingga | LHE, PUPR, Pemda
gelombang sckitar muara desa | perlindungan T0 % kawasan | Kementerian Prov.
dari gelombang | permukiman di | PUPR, Pemda | Kalimantan
air sclitar  Danau | Prov. Timur
memiliki Kalimantan
penahan Timur
gelombang air

11. Meningkatnya ...




x

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-136-

ll.Hun.'Inghtnp 3.13. | Penanggulangan | Pembangunan pos | Tertanggulangi- | Terbangunnya Kementerian Kementerian

banjir dan banjir dan pemantauan nya banjir dan | pos pemantauan | LHE, LHK,
kekeringan kekeringan hidrologi, kekeringan hidrolog dan | Kementerian Kementerian
terutama curah tersedianya data | PUPR, Pemda | PUPR, Pemda
hujan dan tingg penanggulangan | Prov. Prov.
muka air banjir  melalui | Kalimantan Kalimantan
alat  pengukur | Timur Timur, Pelaku
Unppi muka Air Usaha
Penyuluhan Meningkatnya Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
penanggulangan | kesiapsiagaan penyuluhan Kalimantan LHK,
banjir dan | masyarakat Timur Kementenan
kekeringan dalam PUPR, Pemda
PEnFUraTIZAT Prov.
resiko banjir dan Kalimantan
Usaha
Pembangunan Pos | Berkurangnya Terbangunnya BFBD Kementerian
Evakuasi dampak bencana | pos evakuas Kalimantan LHE,
Timur Kementerian
PUPR, Pemda |
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di kawasan Prov.
Danau Kalimantan
Timur
Pembentukan Tim | Berkurangnya Terbentuknya Pemda Prov. | Kementerian
Reaksi Cepat dampak bencana | Tim Reaksi Cepat | Kalimantan LHE,
di kawasan Timur Kementerian
Dananu PUPR, Pemda
Prov.
Kalimantan
Timur
Pembangunan Berkurangnya Terbangunnya Pemda Prov. | Kementerian
pengaman dampak bencana | pengaman Kalimantan LHK,
gelombang (fisik) di kawasan | gelombang Timur Kementerian
Danau PUPR, Pemda
Prow.
Kalimantan
Timur
Fasilitasi dan | Berkurangnya Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
pembinaan dampak bencana | fasilitasi dan | Kalimantan LHE,
pengolahan  ikan | di kawasan | pembinaan Timur Kementerian

Yang ...
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Vang potensial | Danau dan | pengolahan ikan PUPR, Pemda
mati massal peningkatan nilai | di 10 desa Prov,
ekonomi Kalimantan
Timur
12. | Degradasi fungsi (3.14. | Rehabilitasi Penyusunan Peningkatan Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
Daerah Aliran Hutan dan Lahan | rencana kondisi Daerah | Rehabilitasi Kalimantan LHEK,
Sungai rechahilitasi lahan | Tangkapan  Air | Hutan dan Lahan | Timur Kementerian
kritis di Daerah | Danau PUPR, Pemda
Tangkapan Air Prowv.
Danaun Kalimantan
Timur
Pengawasan Terkendalinya Tersusun, Pemda Frov. | Kementerian
pembukaan lahan | kerusakan tersosialisasi dan | Kalimantan LHK, Pemda
dan penerapan | Daerah diimplementasi- | Timur Prov,
zero burming Tangkapan  Air | kannya rencana Kalimantan
Danau akibat | tindak Timur
kebakaran lahan | pengawasan
kegiatan
pembukaan
lahan dan
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3.15. | Pengembangan Pengembangan Berkembangnya | Tersedianya peta | Pemda Prov. | Pemda Prov.
pertanian ramah | peta potensi | pertanian ramah | potensi pertanian | Kalimantan Kalimantan
lingkungan pertanian lingkungan dan rencana | Timur Timur, Pelaku

pengelolaan Usaha
pertanian
Pembuatan Berkurangnya Terbangunnya Pemda Prov. | Pemda Prov.
saluran pembuang | beban saluran Kalimantan Kalimantan
air di sawah /rawa | pencemaran pembuang di | Timur Timur
terutama di sawah /rawa
Tubuhan dan terutama di
Kahala Tubuhan dan
Kahala
Pemanfaatan Berkurangnyva Tersedianya Pemda Prov. | Pemda Prov.
kompos dan | beban kompos dan | Kalimantan Kalimantan
herbisida organik | pencemaran herbisida organik | Timur Timur
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Pengendalian Berkurangnya Terkelolanya Pemda Prov. | Pemda  Prov.
limbah pertanian | beban limbah pertanian | Kalimantan Kalimantan
untuk megurang | pencemaran Timur Timur
kesuburan
perairan

Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi
13. | Heterbatasan 4.1. | Pengembangan Inventarisasi dan | Tersedianya data | Tersedianya data | Kementerian Kementerian
data dan sistem informasi | pemantauan dan informasi | dan  informasi | Dikbudristek, PUPR,
informasi Danau Danau kondisi Danau sebagai acuan | kondisi Danau, | BRIN, LIFl, | Kementerian
yang terbaharui pengelolaan meliputi: BPPT, BIG, BPS | LHK,
batimetri, neraca Universitas




PRESIDEM
REPUBLIK INDOMNESIA

.141-

Pengembangan Terwujudnya Tersedianya
sistem  informasi | sistem informasi | sistem informasi | Dikbudristek, PUPR,
dan  monitoring | dan  monitoring | dan  monitoring | BRIN, LIPl, | Kementerian
dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi | BPPT, BIG, | LHK,
pengelolaan pengelolaan pengelolaan Kementerian Universitas
Danau Danau Danau PPN /Bappenas,
berkelanjutan berkelanjutan berkelanjutan BPS
14. | Belum 43 | Pemantauan dan | Monitoring  dan | Terlaksananya | Tersedianya data | Pemda  Prov. | Pemda Prov.
optimalnya evaluasi evaluasi program hasil monitoring | Kalimantan Kalimantan
monitoring dan implementasi penyelamatan dan evaluasi Timur Timur
evaluasi dalam pengelolaan Danau SCCArA
pengelolaan Danau efekiifl dan efisien
Danau
ws.nmmmmmhunmmwmwmmww
15. | Perlu 5.1. | Peningkatan Fasilitas Meningkatnya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
ditingkatkannya peran serta | pelaksanaan peran seria | kegiatan LHK, Pemda | Kalimantan
peran serta para masyarakat kegiatan masyarakat konservasi Prov. Timur
pihak konservasi Danan Danau berbasis | Kalimantan
] masyarakat Timur
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masyarakat
Penyuluhan dan | Meningkatnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
pembuatan peran serta | penyuluhan dan | LHK, Pemda | Kalimantan
percontohan masyarakat pembuatan Prov. Tirmur
ekowisata dan percontohan Kalimantan
pembangkitan ckowisata  dan | Timur
budaya lokal pembangkitan
dengan budaya lokal dan
memanfaatkan terlaksananya
tanggung  jawab program/
sosial perusahaan kegiatan
ekowisata
5.2, | Peningkatan Pembangunan Meningkatnya Terbangunnya Kementerian Pemda Prov.
sanitasi sarana dan | sanitasi sarana dan | PUPR, Kalimantan
lingkungan prasarana sanitasi | lingkungan prasarana Kementerian Timur
sanitasi LHEK, Pemda
Prov.
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5.3, | Pengembangan Pengembangan Meningkatnya Terbentuk dan | Kementerian Pemda  Prov.
perekonomian Usaha Mikre Kecil | kesejahteraan aktifnya kegiatan | LHK, Femda | Kalimantan
ramah dan Menengah | masyarakat UMEKM Prov, Timur
lingkungan (UMKM)  ramah  dengan tetap Kalimantan

lingkungan ramah ingkungan Timur
10. Danan ...
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Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang

1. Pemanfaatan 1.1. | Penataan Ruang | Revisi Rencana | Pemanfaatan Tersusunnya Kementerian Pemda  Kab.
ruang yang tidak Tata Ruang | ruang sesuai | Rencana Tata | LHK, Pemda | Kapuas Hulu
sesuai dengan Kawasan Danau dengan daya | Fuang Kawasan | Kab. Kapuas
daya dukung dukung dan daya | Danau  terkait | Hulu
:ﬁ: daya tampung lokasi wisata,

pung lingkungan hidup | kawasan gambut,
lingkungan dan zona khusus
hidup

2.  Belum 1.2. | Penataan Penataan  batas | Terwujudnya Terlaksananya Pemda Kab. | Kementerian
optimalnya Kawasan administratif desa | batas penataan batas | Kapuas Hulu LHK
penataan administratif administratf di
kawasan di desa kawasan Danau
sekitar Danau

Penyusunan Tertatanya Tersusun  dan | Kementerian Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan dan | ditetapkannya PUPR LHEK,
pemanfaatan zonasi badan Air Kementerian
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Danau ses1l i
fungsi Ekosistem
Dianaun

dan Sempadan
Danau

KP,
Kementerian
ATR/BFN,
Pemda Kab,
Kapuas Hulu

Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Hegiatan Penyelamatan Danau Prioritas

Penganggaran

Nasional ke dalam HKebijakan, Perencanaan dan

3.

Program
kegiatan
pengelolaan
Danau Prioritas
Nasional belum
terintegrasi di
dalam kebijakan
dan dokumen

perencanaan

1.

Pengintegrasian
Penyelamatan
Danau Priorntas
MNasional ke
dalam dokumen
perencanaan

Pengintegrasian
Penvelamatan
Danan Prioritas
Nasional ke dalam
dokumen
perencanaan

[

Terintegrasinya
program kegiatan
Penyelamatan
Danau Priorilas
Nasional ke
dalam kebijakan
dan dokumen
perencanaan

Ditetapkannya
RPJMD dan
RKPD wang telah
mengintegrasi-
kan upaya
Penyelamatan
Danau Prioritas
Masional

Pemda Kab.
Kapuas Hulu

Kementernan
LHK,
Kementerian
PUFR,
Kementerian
ATR/BFN,
Kementerian
PPN/
Bappenas,
Pemda  Kab.
Kapuas Hulu

Strategi 3. ...
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Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau

4. | Penurunan 3.1 | Pengelolaan Pemantanan Tersedianya Terlaksananya Pemda Kab, | LIP1
kualitas Air dan kualitas Air kualitas Air Sarana prasarana | pemantauan Kapuas Hulu
eutrofikasi pemantauan kualitas Air
kualitas Air yang | secara berkala
baik
3.2. | Pengendalian Pembersihan Terkendalinya Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab.
eceng gondok eceng gondok eceng gondok di | pengurangan PUPR, Kapuas Hulu
Danau tutupan oleh | Kementerian
eceng gondok LHK
5. | Penurunan 3.3. | Pelestarian Pengembangan Berkembangnya | Tersedianya | Kementerian Kementerian |
keanekaragaman keanckaragaman | suaka perikanan | populasi ikan asli | suaka perikanan KP, Pemda Kab, | LHK, LIFI,
hayati hayati {reservat) di Danau | Danau serta tersedianya | Kapuas Hulu Pemda  Kab.
dan penebaran benih ikan lokal Kapuas Hulu,
kembali untuk restocking Universitas
\restocking]  ikan bibit ikan
I ashi danau endemik
Rehabilitasi ...
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Rehabilitasi Meningkatnya Terlaksananya Eementerian Kementerian
habitat perikanan/ | populasi ikan | rehabilitasi KP, Pemda Kab. | LHK, LIFI,
reservat endemik habitat Kapuas Hulu, | Pemda Kah.
perikanan / Universitas Kapuas Hulu,
reservat Universitas
Penurunan 3.4. | Pengembangan Penyusunan Terwujudnya Tersusun, Kementerian Kementerian
produlksi perikanan peraturan tentang | perikanan ditetapkan, dan | KP, Pemda Kab. | LHK, LIPI,
perikanan tangkap ramah | perikanan berkelanjutan diimplementasi- | Kapuas Hulu Pemda  Kab.
BECAra umum lingkungan berkelanjutan kannya aturan Kapuas Hulu,
perikanan Universitas
berkelanjutan
Pengelolaan Terwujudnya Dikembangkan- | Kementerian Kementerian
perikanan tangkap | perikanan nya  perikanan | KP, Pemda Kab, | LHK, LIPT,
berbasis budaya | tangkap ramah | tangkap berbasis Kapuas Hulu Pemda  Kab.
(culture based | ingkungan budaya pada Kapuas Hulu,
Jishery)) lokasi perikanan Universitas
tangkap
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Kampanye Kementerian
perikanan tangkap | perikanan kampanye KP, LHK, Pemda
ramah lingkungan | tangkap ramah | perikanan Pemda Kab. | Kab. Kapuas
lingkungan tangkap ramah | Kapuas Hulu Hulu,
lingkungan Universitas
7. | Rendahnya 3.5. | Pengembangan Pengembangan Terwujudnya T-:rwuju_ﬁnyn Kementerian Kementerian
produktifitas perikanan budi | dan  pengelolaan | perikanan budi | pengelolaan KP, Pemda Kab. | LHK, LIFL,
perikanan budi dava ramah | kawasan daya ramah | perikanan budi | Kapuas Hulu Pemda  Kab.
daya lingkungan perikanan  budi | ingkungan daya Air tawar Kapuas Hulu,
daya Air tawar SeCara ramah Universitas
lingkungan
8. Lahan kritis, | 3.6. | Rehabilitasi Rehabilitasi lahan | Menurunnya Meningkatnya Kementerian Pemda  Kab.
erosi dan hutan dan lahan |gambut kerusakan lahan | tutupan vegetasi | LHK Kapuas Hulu
sedimentasi di gambut di
Daerah Daerah
Tangkapan Air Tangkapan  Air |
Danau Danau
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Menurunnya

Pemda  Kah.

kebakaran kebakaran hutan | perlindungan, 20% hotspot dan | patroli kebakaran | LHK Kapuas Hulu
hutan dan lahan dan lahan pengamanan  dan | 10% luas | hutan dan lahan
pencegahan kebakaran di 6  di Taman
kebakaran hutan | resort Taman | Nasional Danau
Nasional Danau | Sentarum  dan
Sentarum  dan | lokasi rawan
lokasi rawan | kebakaran
kebakaran
Pembentukan dan | Terkendalinya Terbentuknya Kementerian Pemda  Kab.
pembinaan kerusakan dan | kelompok LHK Kapuas Hulu
Masyarakat Peduli | kebakaran hutan | Masyarakat
Api dalam | dan lahan Peduli Api dan
pengendalian terlaksananys
kebakaran hutan kegiatan
pembinaan
10. | Penebangan dan | 3.8. | Pengendalian Patroli Terkendalinya Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab,
perburuan liar penebangan dan | perlindungan dan | pencbangan dan | patroli LHK Kapuas Hulu
perburuan liar pengamanan perburuan liar penebangan liar

Penebangan ..
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penebangan dan untuk
perburuan Har penebangan dan
perburuan liar
11. | Kerusakan dan 3.9, | Pengendalian Penilaian Menurunnya Terlaksananya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
pencemaran kerusakan dan | pengelolaan kerusakan dan | penilaian Kapuas Hulu Kapuas Hulu
lingkungan pencemaran lingkungan  bagi | pencemaran pengelolaan
akibat kegiatan lingkungan dari | usaha perkebunan | lingkungan dari | lingkungan
pertanian / kegiatan kegiatan usaha
perkebunan perkebunan perkebunan
yang tidalk
ramah
lingkungan
Pm_!r:ﬂman pupuk | Menurunnya Tersedianya Kementerian Pemda  Kab.
organik kerusakan dan | pupuk organik di | LHK Kapuas Hulu
pCOCemaran sekitar Danau
lingkungan dari
kegiatan usaha
perkebunan

Kampanye ...
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Kampanye Menurunnyva Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab.
kegiatan pertanian | kerusakan dan | kampanye di | LHK Kapuas Hulu
ramah lngkungan | pencemaran sekitar Danau
lingkungan dari
kegiatan
pertanian
12. | Belum 3.10. | Pengelolaan Pembangunan Terkelolanya Terbangunnya Kementerian Pemda  Kab.
optimalnya sampah tempat sampah di Danau | tempat LHK, Pemda | Kapuas Hulu
pengelolaan pengelolaan dan sekitarnya pengelolaan Kab.  Kapuas
sampah sampah  Reduece, sampah Reduee, | Hulu
Reuse, dan Recycle Reuse, dan
(3R] Recycle (3R)
Pembangunan Terkelolanya Terbangunnys Kementerian Pemda  Kab.
wadah sampah | sampah di Danau | wadah sampah | LHK, Pemda | Kapuas Hulu
desa dan sekitarnya desa Kab. Kapuas
Hulu

13. Rendahnyva ...
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Sosialisasi sanitasi Pemda Kab. | Pemda  Kab.
sanitasi di sanitasi dan  lingkungan | sanitasi di sckitar | sosialisasi Kapuas Hulu Kapuas Hulu
sekitar Danau sehat Danau sanitasi per

tahun
Pembangunan Meningkatnya Tersedianya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
jamban keluarga | sanitasi di sekitar | jamban keluarga | Kapuas Hulu Kapuas Hulu
Danau
3.12. | Pengendalian Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya Kementerian Kementerian
pencemaran Air | sarana  drainase | sarana drainase | sarana drainase | PUPR, Pemnda |LHK, Pemda
dari berbagai | pengolahan Air | pengolahan  Air | pengelahan  Air | Kab. Kapuas | Kab, Kapuas
sumber di selatar | limbah domestik  limbah domestik | imbah domestik | Huly Hulu,
Danau dan persampahan | dan dan Kementerian
persampahan persampahan ESDM, Pelaku
Usaha
14. | Pemanfaatan 3.13. | Penataan Penetapan  batas | Pemanfaatan Ditetapkannya Kementerian Kementerian
lahan Sempadan kawasan Sempadan Danau | Sempadan batas Sempadan | PUPR ATR/BPN,
Danau yang Sempadan Danau sesual | Danau Pelaku Usaha
tidak tertata, Danau dengan

dan berdampak

Pencemaran ...
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pEnCEMATAR
Air/kerusakan
Ekosistem
Danau

peraturan  yvang
berlaku

Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, ﬂl.'n."!'m;mh.nm Basis Data dan Informasi

15. Belum adanya | 4.1. | Pengembangan Pelaksanaan Tersusunnya Terlaksananya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
kajian ilmiah kajian ilmiah | kajian ilmiah | kajian potensi | kajian ilmiah | Kapuas Hulu Kapuas Hulu
potensi sumber potensi  sumber | potensi sumber | sumber daya ikan | potensi  sumber
daya ikan di daya ikan di|daya ikan di perairan | daya ikan
perairan Danan perairan Danau Danau

16. Belum adanya | 4.2, | Inventarisasi Inventarisasi dan | Meningkatnya Tersedianya data | Pemda Kab. | LIP1
data dan sumber pemantauan kualitas Air di | sumber Kapuas Hulu
informasi pencemaran sumber sekitar Danau pencemaran dan
sumber Danau pencemaran  dan kerusakan
pencemaran kerusakan lingkungan dari
Danau lingkungan kegiatan

khususnya  dari perkebunan
kegiatan kelapa sawit 2
perkebunan kali setiap tahun
kelapa sawit

17. Penurunan ..
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. Terwujudnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab.
produksi perikanan evaluasi serta | perikanan pemantauan dan | LHK, Pemda | Kapuas Hulu
perikanan tangkap ramah | patroli perikanan | tangkap ramah | evaluasi Kab. Kapuas
Secara umum lingkungan tangkap ramah | ingkungan penangkapan Hulu
lingkungan ikan serta
diperolehnya
data dan
informasi insiden
setiap tahun,
dengan jumlah
hari patroli 25

| hari per tahun
18. | Lahan kritis, | 4.4. | Rehahilitasi Pelaksanaan - Terwujudnya Tersedianya data | Kementerian Pemda Kab.
erosi dan hutan dan lahan | impact assessment | kegiatan kepekaan  erosi | LHK Kapuas Hulu
sedimentasi di rehabilitasi hutan | rehabilitasi dan laju
Daerah dan lahan hutan dan lahan | sedimentasi
Tangkapan Air yvang cfektif
Danau

19, Belum ...
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Belum Penyusunan peta | Penyusunan peta | Tersedianya Tersusunnya Pemda Kab. | Kementerian
tersedianya kawasan wisata Danau dan | informasi peta wisata | Kapuas Hulu LHK,
informasi sekitarnya kawasan Danau | Danau dan Kementerian
kawasan sekitarnya Pariwisata,
Kementerian
DPFDTT
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan
20, | Belum 5.1. | Peninghkatan Koordinasi  dan | Meningkatnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab.
optimalnya peran para pihak | fasilitasi  forum | peran para pihak | koordinasi para | LHK Kapuas Hulu
peran para Danau setempat Pemangku
Pemangku Kepentingan
Kepentingan dalam
pengelolaan
Danau
21. | Belum tertata | 5.2, | Koordinasi Penyusunan Terwujudnya Tersusun, Kementerian Pemda  Kab.
dan Pengelolaan peraturan tentang | pengelolaan ditetapkan, LHE,  Pemda | Kapuas Hulu
terkoordinasi- Danau perlindungan, danau yang | tersosialisasi dan | Kab. Kapuas
nya pengelolaan pengelolaan dan | tertata dan | ditmplementasi- | Hulu
Danau - pemulihan terkoordinasi kannya
Ekosistern Danau peraturan
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Monitoring  dan | Terwujudnya Terlaksananya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
evaluasi terpadu | pengelolaan monitoring dan | Kapuas Hulu Kapuas Hulu
para  Pemangku | danau yang | evaluasi terpadu
Kepentingan tertata dan | minimal 2 kali
! terkoordinasi dalam setahun
22. | Belum 5.3. | Peningkatan Pengadaan Meningkatnya Tersedianya Pemda Kab. | Kementerian
optimalnya kapasitas dan | Pembangunan kapasitas listrik dan | Kapuas Hulu LHK, Pemda
kapasitas dan kesejahteraan Listrik Tenaga | masyarakat penerangan Kab. Kapuas
peran serta masyarakat Surya untuk Hulu
masyarakat di masyarakat
- sekitar Danau perdesaan
Pengembangan Meningkatnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab.
agroforestri, budi | kapasitas pengembangan LHK Kapuas Hulu
daya lebah madu | masyarakat agroforestri, budi
dan Hasil Hutan | dalam

Bukan ..
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(HHBK) agroforestri, budi | dan HHBK

daya lebah madu

dan HHBK
Pengembangan Meningkatnya Terlaksananya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
peternakan kapasitas pengembangan Kapuas Hulu Kapuas Hulu
dengan bibit | masyarakat peternakan
unggul dalam usaha | melalui

peternakan penyediaan bibit

unggul ternak

Pembinaan  dan | Meningkatnya Terlaksananya Pemda Kab. | Pemda  Kab,
penyediaan sarana | kapasitas kegiatan Kapuas Hulu Kapuas Hulu
dan prasarana | masyarakat pembinaan, serta
pengolahan  dan | dalam pemberian
pemasaran produk | pengolahan dan | sarana dan
perikanan pemasaran prasarana kantor

produk usaha bersama

perikanan

Pembentukan ...
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pengembangan kapasitas kelompok Kapuas Hulu Kapuas Hulu
kelompok masyarakat baru / pemula,
masyarakat dalam mengolah | kelompok mikro,
pengolah  produk | produk dan  kelompok
perikanan perikanan kelas usaha
Pembinaan Meninghkatnya Terlaksananya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
perikanan budi | kapasitas pembinaan Kapuas Hulu Kapuas Hulu
daya masyarakat perikanan  budi

daya bagi

kelompok

masyarakat
Pengembangan Meningkatnya Terfasilitasinya | Pemda Kab. | Pemda  Kab,
kelembagaan kapasitas pembentukan Kapuas Hulu Kapuas Hulu
masyarakat masyaralat badan  hukum
perikanan budi kelompok
daya masyarakat budi

daya perikanan

Perlindungan ...
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Perlindungan Terwujudnya Terlaksananya Kementerian KP | Pemda  Kab.
nelayan  dengan | perlindungan perlindungan Kapuas Hulu
fasilitas asuransi | hak-hak nelayan | nelayan
perikanan kecil mendapatkan
[asilitas asuransi
perikanan
Bantuan Terwujudnya Terwujudnya Pemda Kab. | Kementerian
pembangunan bantuan bagi | bantuan Kapuas Hulu ATR/BPN,
rumah nelayan nelayan kecil pembangunan Kementerian
unit rumah KP
khusus bagi
nelayan
Pembentukan Terwujudnya Terbentuknya Femda Kab. | Pemda  Kab
BUMDes lembaga ekonomi | BUMDes Kapuas Hulu Kapuas Hulu
berbasis desa
Belum 5.4. | Pembangunan Pembangunan Terbangunnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Kah,
optimalnya infrastruktur jalan desa, | infrastrulctur pembangunan Parekraf/ Kapuas Hulu
dasar dan | jaringan Air jalan desa, | Baparekraf,
penyediaan bersih,  dermaga jaringan air

infrastruktur ...
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pondok wisata dan wisata dan pusat
pusat  informasi informasi wisata
wisata
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Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang

1. | Pemanfaatan 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Pemaniaatan Tersusunnya Pemda Prov. | Pemda Prov.
roang yang tidak Rencana Tata | ruang sesuai | Perda Rencana | Gorontalo Gorontalo
sesuai dengan Ruang Kawasan | dengan Daya | Tata Ruang
daya dukung Danau Dukung dan | Kawasan Strategi
dan daya Daya Tampung  Provinei Danau
tampung Lingkungan
lingkungan | Hidup
hidup

Penyusunan Tertatanya Tersusun, Kementerian Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan ditetapkannya PUPR, Pemda | ATR/BPN,
dan sempadan | dan pemanfaatan | dan Prov. Gorontalo | Kementerian
Danau Danau sesual | disosialisasikan LHE,
fungsi Ekosistem | zonasi badan Air Kementerian
Danau dan Sempadan KP, Pemda
Danau Prov.
Gorontalo

Strategi 2. ...
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Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas

Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan

Penganggaran
2. | Program 2.1. | Pengintegrasian | Pengintegrasian Terintegrasinya | Ditetapkannya Pemda Prov. | Kementerian
kegiatan penyelamatan penyelamatan program kegiatan | RPRIMD dan | Gerontalo LHK,
pengelolaan Danau Prioritas | Danau  Prioritas | penyelamatan REPD vang telah Kementerian
Danau Prioritas Nasional ke | Nasional ke dalam  Danau Prioritas | mengintegrasi- PUPR,
Nasional belum dalam dokumen | dokumen Nasional ke | kan upaya Kementerian
terintegrasi di perencanaan perencanaan dalam kebijakan | penyelamatan ATR/BPFN,
dalam kebijakan dan dokumen | Danau Prioritas Kementerian
dan dokumen perencanaan Nasional PPN/
perencanaan Bappenas,
Pemda  Prov.
| | Gorontalo
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau
3. | Menurunnya 3.1 | Pengelolaan Penetapan Kelas | Pemanfaatan Ditetapkan dan | Kementerian Kementerian
kualitas Air kualitas Air | Air Danau Danau sesual | ditmplementasi- | LHK PUPR, Pemda
Danau Danau dengan kannya Prov.
peruntukan dan Gorontalo
daya dukung




PRESIDEN
REPLUBLIK INDOMNESIA

-163-

daya tampung | peraturan

hngkungan tentang Kelas Air
Penyusunan Perda | Pemanfaatan Tersusun dan | Kementerian Kementerian
Penetapan  daya | Danau sesual | ditetapkannya LHK PUPR, Pemda
dukung dan daya | dengan Perda  tentang Prov,
tampung  beban | peruntukan dan | Daya Tampung Gorontalo
pencemaran Air dava dukung | Beban

daya tampung | Pencemaran Air

lingkungan (DTBPA) Danau
Pemantauan Pemanfaatan Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
kualiltas Air Danau sesual | pemantauan Crorontalo PUPR, Pemda

dengan per- | kualitas Air Prov.

untukan dan | secara  lengkap, Gorontalo

daya dukung | detail dan

daya  tampung | berkala, serta

lingkungan tersedianya data

kualitas Air

3.2. Pengamanan ...
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Terkendalinya Terlaksananya Kepalisian Ri
perlindungan terhadap kegiatan- | kegiatan  yang | kegiatan Gorontalo
Ekosistemn Danau | kegiatan di Danau | tidak sesual | pengamanan

peruntukan Danau BECATA

ruang/perairan | terpadu

Danau (budi daya

ikan dengan

keramba  jaring

apung)

3.3. | Pengendalian Pengendalian Tercapainya Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
pencemaran  Air | pencemaran  Air | peningkatan pengendalian PUPR dan | Gorontalo
di perairan dan | dari sumbernya | status mutu Air pencemaran Air | Kementerian
Daerah dari eutrofik | dari  sumbernya | LHK
Tangkapan Air menjadi di perairan

mesotrofik, dan  maupun Daerah

kualitas Air
menjadi | sesuai
persyaratan

Kelas IT

Tangkapan  Air
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Berlurangnya Tersedianya Pemda Prov, | Kementerian
| keramba  jaring | beban keramba jaring | Gorontalo KP, LIP,
apung ramah | pencemaran Air | apung ramah Pemda Prov.
lingltungan dari keramba | lingkungan Gorontalo

jaring apung Universitas

3.4 | Pengendalian Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya Kementerian Kementerian
pencemaran Air | sarana  drainase | sarana drainase | sarana  drainase | PUPR, Pemda |LHK, Pemda
dari berbagai | pengolahan Air | pengolahan  Air | pengolahan  Air | Prov. Gorontalo | Prov.
sumber di sekitar | limbah domestik | limbah domestik | imbah domestik Gorontalo
Danau dan persampahan | dan dan
persampahan persampahan
4. |Banyaknya 3.5. | Pengendalian Pemanenan eceng | Berkurangnya Menurunnya Kementerian Pemda Prov,
eceng gondok di eceng gondok gondok secara | tutupan  eceng | luasan tutupan | PUPR, Pemda | Gorontalo
Danau mekanik dengan  gondok eceng gondok Prov. Gorontalo
kapal sedot
5. | Sedimentasi 3.6. | Pengendalian Pengerultan Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
Danaun sedimentasi sedimen  Danau | sedimen Danau | pengerukan yang | PUPR Gorontalo
dan
meningkatnya

}"E.I:I.E sed




*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-166-

Innnnn

Penataan lahan
Sempadan
yang

mencemari/
merusak Danan

3.7.

Penataan

Penentuan dan

penetapan  batas
Sempadan Danau

FPemanfaatan
Sempadan

Danau sesuai

Feraturan
Menteri PUPR

tentang
| Penetapan Garis

Sungai dan

Danau

Ditetapkannya
batas Sempadan
Danau

Kementenan
FUPR

Kementernan
ATR/BFN,
Pelalu Usaha

Pemasangan patok
batas Sempadan
Danau

Sempadan

Danau mem-
perhatikan batas
dan  fungsinya
sehagai kawasan

Dipasangnya
patok batas
Sempadan

Kementerian
ATR/BPFN dan
Pemda Prov.
Gorontalo

Pemda Prov.

Corontalo

lindung ...
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Iindung sesuai PP
Ne 26 Tahun
2008 tentang
RTRWN

Pembangunan Pemanfaatan Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
greenbelt di | Sempadan pembangunan Corontalo PUPR, Pemda
sekeliling Danau | Danau mem- | greenbell sebagai Prov.

perhatikan batas | batas  vepetatil Gorontalo

dan  fungsinya | agar tidak terjadi

schagal kawasan | penyempitan

lindung sesuai PP | luasan Ekosistem

No 26 Tahun | Danau

2008  tentang

RETRWN
Pembangunan Pemanfaatan Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
sarpras jalan di | Sempadan pembangunan Gorontalo PUPR, Pemda
sckeliling Danau | Danau garana dan pra- Prov.
(roadbelf) memperhatikan | sarana jalan Gorontalo

batas dan | (road-belf

fungsinya sebagai infra-
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pencemaran  di
Tangkapan Air

Daerah

Tangkapan  Air
Danan

prasarana sanitasi
di sekitar Danau
dan Daerah
Tangkapan Air

Danan

limbah rumah
tangga dan
industri di
Daerah

i | wilayah

pemukiman  di
dekat Danau

sebagai kawasan | struktur  batas
lindung sesuai PP | agar tidak terjadi
No 26 Tahun | penyempitan
2008 tentang | luasan Ekosistem
RETRWN Danau
Pembuatan Mencegah  erosi | Terlaksananya Kementerian Pemda Prov,
tanggul dan jalan | ke badan Danau | pembuatan PUPR Gorontalo
inspeksi di  tepi | serta mencegah | tanggul dan jalan
Danau yang okupasi lahan | inspeksi
memperhatilan sempadan
_ Ekosistemn Danau
Tingginya 3.8, | Pengendalian Pembangunan Menurunnyva Terbangunnya Pemda Prov, | Pemda Prov.
potensi pencemaran  di | sarana dan | beban septic  fank di | Gorontalo Gorontalo
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Tangkapan  Air
Danau
Pengawasan dan | Menurunnya Peningkatan ke- | Pemda Prov. | Pemda  Prow,
penertiban izin | beban pemilikan izin | Gorantalo Gorontalo
pembuangan  Air | pencemaran dari | dan ketaatan
limbah limbah kegiatan | pembuangan Air
usaha di DTA | limbah di
Danau Sempadan
Danau
8. | Lahan kritis, | 3.9. | Rehabhilitasi Pembuatan sumur | Terkendalinya Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
erosi, banjir dan Hutan dan Lahan | resapan untuk | aliran pembuatan LHK, Gorontalo
sedimentasi mengendalikan permukaan sumur resapan | Kementerian
aliran permukaan dan biopori PUPR
Penanaman di | Penurunan luas | Dilaksanakannya | Kementerian Pemda  Prov.
lahan kritis lahan knitis | penanaman LHK, dan | Gorontalo
hingga 50% | lahan kritis | Pemda Prov.
dalam 5 tahun dalam 5 tahun Gorontalo

Pembangunan ..
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SATANA dan | sedimentasi check dam | LHK, Gorontalo
prasarana pengendali Kementerian
pengendali sedimen PUPR, Pemda
sedimen Prov. Gorontala
Pembangunan Berkurangnya Terbangunnya Kementerian Pemda Prov,
dam penahan | wilayah banjir dam penahan per | LHE, Gorontalo
(@rowundsli) Kementerian
PUPR, Pemda
Prov. Gorontalo
3.10. | Pengendalian Pengembalian Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Prov.
sedimentasi dan | kapasitas dan | sedimentasi  di | kegiatan LHK, Gorontalo
banjir secara | fungsi sungai yvang | Danau pengembalian Kementerian
infrastruktur mengarah ke kapasitas dan | PUPR dan
pekerjaan umum | Danau fungsi sungai | Pemda Prov,
yvang bermuara | Gorontalo
ke Danau

Strateg 4 ...
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th:umwmrmhm.mmmhmmmhmmm

9. | Keterbatasan 4.1, | Pengembangan Pembuatan basis | Tersedianya data | Tersedianya data | Pemda Prov, | Kementerian
data dan sistemn informasi | data dan sistem | dan informasi | dan  informasi | Gorontalo LHK, )
informasi Danau Danau informasi Danau | sebagai  acuan | kondisi  Danau Kementerian
yang terbaru pengelolaan antara lain FUPE,  LIF

Air, kualitas Air, Gorontalo
keanekarapaman

hayati, kondisi

Sempadan Danau

dan Daerah

Tangkapan  Air

Danau, seria

sosiz]l chonomi

Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan

10. | Perlu dikembang- | 5.1. | Pengembangan Pembentukan Meningkatnya Terbentuknya Pemda Prov. | Pemda  Prov.
kannya kelemba- koordinasi antar | forum komunikasi | koordinasi para | forum Gorontalo Gorontalo
gaan dan diting- pihak dalam | para pihak pihak dalam | komunikasi para
katkannya peran pengelolaan pengelolaan pihak
para pihak Danau Danan

5.2. Peningkatan ..
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Kementerian

pemahaman para | pengelolaan pemahaman para | kegiatan PUPR, Gorontalo
pihalk Danau kepada | pihak sosialisasi Kementerian
para pihak pengelolaan LHK, Pemda
termasuk Danau setiap | Prov. Gorontalo
pengambil tahun
kebijakan
5.3. | Pengembangan Pembangunan Terwujudnya Terbangunnya Kementerian Pemda Prov.
ckowisata Danau | kawasan  wisata | wisata ramah | kawasan wisata | PUPR, Gorontalo,
Danau ramah | lingkungan Danau  ramah | Kementerian Universitas
lingkungan lingkungan LHK, Pemda
Prov. Gorontalo
5.4. | Pengembangan Pemanfaatan Berkurangnya Terbangunnya Pemda Prov. | Pemda  Prov.
Ekonomi Kreatif | eceng gondok tutupan  eceng | UMKM pengolah | Gorontalo Gorontalo
gondok eceng gondok

Pembentukan ...
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Berkurangnya
sedimen Danau
dan terciptanya
usaha
masyaralat

Tebentuknva
usaha
pembuatan batu
bata/batako dari
sedimen

Pemda
Garontalo

Gorontalo

12. Danau ...
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Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang

Danan

kannva  zonasi

1. | Pemanfaatan 1.1. | Optimalisasi Penyusunan dan | Pemanfaatan Tersusun, Pemda Prov. | Pemda  Prov.
ruang yang tidak Penataan Ruang | penetapan ruang sesual | disosialisasikan | Sulawesi Sulawesi
sesual dengan Kawasan Danau | Rencana Tata | dengan Daya | dan Tengah Tengah,
daya dukung Ruang Kawasan | Dukung dan | diimplementasi- Kementerian
dan daya Danau dengan | Daya Tampung | kannya Rencana ATR/BPN
tampung menecrapkan Lingkungan Tata Ruang
lingkungan Kajian Lingkungan | Hidup Kawasan Danau
hidup Hidup Strategis

Penyusunan Tertatanya Tersusun, Kementerian Kementerian
zonasi badan air  perlindungan dan | ditetapkan, FUFR LHEK,
dan Sempadan | pemanfaatan disosialisasikan Kementerian
Danau Danau sesual | dan KP,

fungsi Ekosistem | diimplementasi- Kementerian

ATR/BPN,

badan ...
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Sempadan
Darau

Sulawesi

Tengah

Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas

Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanasn dan

2.1,

Pengintegrasian
Penyvelamatan
Danau Prioritas
Nasional ke
dalam dokumen

Perencanaan

Pengintegrasian
penyvelamatan
Danau Prioritas
MNasional ke dalam
dokumen

PETENCAnaan

Terintegrasinya
program kegiatan
penyelamatan
Danau Prioritas
Nasional ke
dalam kebijakan
dan dokumen
perencanaan

Ditetapkannya
EPJMD dan
REKPD vang telah
mengintegrasi-
kan upaya
penyvelamatan
Danau  Prioritas
Nasional

Pemda
Suilawies:

Tengah

Prov.

Pemda  Prowv.

Sulawesi

Tengah

3. Belum ...
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pemanfaatan Air penatasan nya masterplan | Kementerian Kementerian
pemanfaatan  Air penataan ESDM, Pemda | Dikbudristek,
Danau (termasuk pemanfaatan Air | Prov. Sulawesi | BRIN, LIFI,
studi  kelayakan Danau Tengah Pelaku Usaha
PLTA vang
memperhatikan
Ekosistem, dan
studi penyediaan
Air baku) dan
terintegrasi dalam
dokumen
perencanaan
daerah
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau
4. | Menurunnya 3.1. | Pengelolaan Pemantauan Tersedianya Dilaksanakannya Pemda Prov. | Kementerian
kualitas kualitas Air | kondisi  kualitas | acuan pemantauan Sulawesi LHK, LIPI
Danau Danau Air Danau pengelolaan dan Tengah
perbaikan i
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Penyediaan / Perbaikan | Tersedianya Pemda Prov, | Kementerian
pembangunan kualitas Air | sarana prasarana | Sulawesi FUPR, Pemda
| saransa dan | Danau untuk Tengah Prov. Sulawesi
prasarana atau Pengelolaan Tengah
teknologi Kualitas Air
pemulihan
kualitas Air Danau
| Pengendalian Pemanenan eceng | Berkurangnva Menurunnya Kementerian Pemda  Prov,
eceng gondok gondaok secara | tutupan  eceng | luasan tutupan | PUPR Sulawesi
mekanik /fisik gondok eceng gondok Tengah
3.2. | Pengendalian Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya Kementerian Kementerian
pencemaran  Air | sarana  drainase | sarana  drainase | sarana drainase | PUPR, Pemda | LHK,
dari berbagai | pengolahan Air | pengolahan  Air | pengolahan  air | Prov.  Sulawesi | Kementerian
sumber di sekitar | limbah  domestik | limbah domestik | limbah domestik | Tengah ESDM, Pemda
Danau dan persampahan | dan dan Prov. Sulawesi
persampahan persampahan

Tengah ...
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Tengah,
_ Pelaku Usaha
5. | Sedimentasi 3.3. | Pengendalian Pengerukan Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Kementerian
Danau sedimentasi sedimen danau | pendangkalan pengerukan PUPR, Pemda|LHK, Pemda
yang ramah | danau sedimen secara | Prov. Sulawesi | Prov. Sulawesi
lingkungan ramah Tengah Tengah
lingkungan
Pemanfaatan Meningkatnya Termanfaatkan- | Kementerian Kementerian
| sedimen yang  volume tampung | nya sedimen | PUPR, Pemda |LHK, Pemda
ramah lingkungan | perairan danau | dengan baik Prov. Sulawesi | Prov. Sulawesi
Tengah Tengah
6.  Penurunan 3.4, | Pelestarian Penertiban Meningkatnya Terwujudnya Pemda Prov. | Kementerian
keanekaragaman keanekaragaman | penangkapan ikan | kelestarian ikan | instrumen Sulawesi KP, LIPI,
hayati hayati asli/endemik asli/endemik penertiban Tengah Pemda  Prow,
penangkapan Sulawesi
ikan yang tidak Tengah,
ramah Universitas
lingkungan
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Pengembangan Peningkatan Dilaksanakannya | LIPI, Pemda | Kementerian
benih dan | populasi ikan | restocking ikan | Prov. Sulawesi | KP,
restocking asli/endemik asli/endemik Tengah Kementerian
([penebaran  bibit) LHK, LIPI,
ikan asli fendemik Universitas
Pelarangan Meningkatnya Dilaksanakannya | LIPI, Pemda | Kementerian
penebaran  benth | itkan pelarangan Prov. BSulawesi | KP,
ikan/ikan asli/endemik dan | penebaran benih | Tengah Kementerian
{introduksi) berkurangnya ikan fikan LHK, LIF,
spesics asing | ikan spesics | [introduksi) Universitas
invasif asing spesies asing
invasif
7. | Pemanfaatan 3.5. | Penataan Penetapan batas | Pemanfaatan Ditetapkannya Kementerian Kementerian

lahan Sempadan kawasan Sempadan Danau | Sempadan batas Sempadan | PUPR, Pemda | ATR/BPN,

Danau yang Sempadan Danau Danau Prov. Sulawesi | Pemda Prov.

tidak  tertata, Danau memperhatikan Tengah Sulawesi

dan berpotensi batas dan Tengah

mencemari/ fungsinya

merusak danan

sehagai ...
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scbagal kawasan
lindung
| Masih tingginya | 3.6. Rehabilitasi Penanaman di | Berkurangnya Dilaksanakannya | Kementerian Pemda  Prov.
' Lahan kritis, Hutan dan Lahan | lahan kritis lahan kritis Rehabilitasi LHK, Pemda | Sulawesi
erosi, secara vegetatif Hutan dan Lahan | Prov. Sulawesi | Tengah
sedimentasi, Tengah
banjir dan
pencemaran dari
Sempadan
Danau/Daerah
Tangkapan Air
3.7, | Rehabilitasi Pembuatan Penurunan laju | Dilaksanakannya | Kementerian Kementerian
Hutan dan Lahan | bangunan sipil | erosi pembuatan LHK PUPR, Pemda
sipil teknis dan | teknis pengendali bangunan Prov. Sulawesi
pembangunan erosi meliputi gully pengendali erosi Tengah
infrastruktur plug,
pengendali erosi/ | turap/beronjong
sedimentasi dan | pelindung tebing,
banjir dam

penahan/ ..
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ramah lingkungan B

Pelaksanaan Penurunan laju | Tersedianva data | Kementerian Pemda Prov
pengukuran  dan | erosi dan | acuan PUPR Sulawesi
analisis debit dan | sedimentasi penurunan  laju Tengah

laju sedimentasi ETOS]

Pembangunan Penurunan lgju | Terbangunnya Kementerian Pemda  Prov.
tanggul penahan | erosi dan | tanggul PUPR Sulawesi
sedimen sedimentasi pengendali Tengah
Pembuatan Penurunan laju | Terbangunnya Kementerian Pemda  Prov.
cmbung, dam | alir dan potensi | embung, dam | PUPR, Sulawesi
parit, sumur | banjir parit, sumur | Kementerian Tengah
TESAPaEn dan resapan dan | LHK, Pemda

lubang biopori lubang biopori Prov. Sulawesi

Strategi 4 ...
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Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi

9. | Perlu 4.1. | Pemantauan Air | Inventarisasi dan | Tersedianva data | Tersedianya data | Pemda Prov. | Kementerian
ditingkatkannya Danau pemantauan dan informasi | dan informasi | Sulawesi LHEK,
pemantauan, kondisi Danau. sebagai  acuan | kondisi  Danau | Tengah Eementerian
evaluasi serta pengelolaan antara lain PUPR,  LIFI,
basis data dan batimetri, neraca Pemda  Prov.
sistem informasi Air, kualitas Air, Sulawesi

keanekaragaman

hayat,  kondisi e

Sempadan Da-

nau dan Daerah

Tangkapan  Air

Danau, serta

sosial ekonomi,

4.2, | Pengembangan Pembuatan Tersedianya Tersedianya Pemda Prov, | Pemda  Prov,
sistem informasi | database dan | kemudahan sistem informasi | Sulawesi Sulawesi

sistemn  informasi | akses informasi | Danau Tengah Tengah
Danau data Danau
Pengembangan Tersedianya data | Tersedianya Kementerian Kementerian
sarana dan | perkiraan  dan | sarana dan | Dikbudristek, PUFR,




PRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA

-183-
prasarana sistem | peringatan prasarana sistem | BRIN,
pemantauan dan | bencana perairan | pemantauan dan | BPPT, BIG, BPS | LHK, BNFB,
peringatan dini | Danau peringatan  dini Universitas
bencana perairan bencana perairan
Danau jarus Danau [arus
balik / overturn, balik/overturn,
banjir| banjir]
Studi Tersedianya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov,
keanekaragaman | acuan pelestarian | studi LHK dan | Sulawesi
hayati dan | keanekaragaman | keaneckaragaman | Kementerian KP | Tengah,
penangkapan ikan | hayati dan pola | hayati dan Universitas
ramah lingkungan | penangkapan perikanan secara

ikan vang tepat | komprehensif

dan berkala

Penyusunan Kualitas Aiar | Tersusunnya Pemda Prov. | Pemda  Prov.
status mutu Air | Danau sesual | status mutu Air | Sulawesi Sulawesi
Danau Mengacu | peruntukan dan | Danau Tengah, LIFl | Tengah
pada  Peraturan | daya dukung dan
Pemerintah Nomor | daya  tampung Kementerian
82 Tahun 2001 | lingkungan LHK

tentang ...
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Pengelolaan
Kualitas Air dan
Pengendalian
Pencemaran Air
Studi  revitalisasi | Terkendalinya Tersedia kajian | Kementerian Universitas,
Danau  [analisis | pengelolaan revitalisasi PUPR, LIPI Pemda  Prov.
tipe sedimen) sedimentasi Danau terkait Sulawesi
khususnya Tengah
acuan untuk
pengelolaan
sedimen
4.3, | Pemantauan dan | Monitoring  dan | Terlaksananya Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
evaluasi evaluasi pengendalian monitoring dan | Sulawesi PUPR,
implementasi Yang efektif | evaluasi Tengah Kementerian
pengelolaan untuk penvelamatan LHK,
Danau SCCATH | pencapalan Danau SECATH Kementerian
berkala tujuan komprehensif ATR/BPN,
dan berkala Pemda Prov.

Penyelamatan ...
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Penyvelamatan
Danau

Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Pen

guatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemanghku Kepentingan

10. [ Perlu 5.1. | Pengembangan | Pembentukan Meningkatnya | Terbentuknya | Kemendagri, Kemen
dikembangkan- kelembagaan kelembagaan yang | sinergi dan | kelembagaan dan Etmmui:-iln Kemmﬂm
nya kelembagaan Penyelamatan efelktif koordinasi koordinasi LHEK, Parekraf/
pengelolaan l Danau penyelamatan penyelamatan Kementerian Baparekraf,
Danau dan Danay Danau vang | PUPR, Pemda | Kementerian
ditingkatkannya efelctif Prov. Sulawesi | ESDM,
peran para pihak Tengah Kementerian

KP,
Universitas
5.2, | Peningkatan Pembentukan, Meningkatnya Terbentuknya Pemda Prov. | Pemda  Prov.
peran serta | sosialisasi dan | peran serta | kelompok Sulawesi Sulawesa
masyarakat pembinaan kelom- | masyarakat da- | masyarakat vang| Tengah Tengah,
pok  masyarakat | lam penyelamat- | mendukung Universitas
an Danau
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penyelamatan penvelamatan
Danau Danau
5.3. | Pengembangan Penyusunan Meningkatnya Tersusunnya Kementerian Kemendagri,
pariwisata Danau | konsep wisata | peran serta dan | konsep  wisata | Parekraf/ Kementerian
ramah Danau ramah | kesejahteraan Danau  ramah | Baparekraf, LHK,
lingkungan lingkungan masyaralkat hingkungan, Pemda  Prov. | Kementerian
melalui kegiatan | terbina dan | Sulawesi KP,
pariwisata terlibatnya Tengah Kementerian
masyarakat, PUFR,
tersedianya Kemenperin,
sarana dan Kemenhub
prasarana
wisata, serta
terlaksananya
promosi  wisata
Danau
2.4. | Pengembangan Pembinaan Perikanan Dilaksanakannya | Pemda Prov. | Kementerian
perikanan penangkapan ikan | tangkap pembinaan Sulawesi KP, Pemda
tangkap ramah | ramah lingkungan | berkelanjutan perikanan Tengah Prov. Sulawesi
lingkungan Vang memberi Tengah

nilai ..,
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3.3,

Pengembangan
pertanian  yang
menerapkan

konservasi tanah
dan Air

Penvuluhan

pertanian  yang
menerapkan pola
teras dan rorak

bahan organik

Konservasi Tanah

Pemda
Sulawesi

Tengah

Prov.

e
LHK

13. Danau ...
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Strategi 1. Pengintegerasian Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang

1.

Pemanfaatan
ruang yang tidak
sesuai dengan
daya dukung
dan daya
tampung
lingkungan
hidup
terjadinya
konflik
pemanfaatan
ruang

dan

| 1.1.

Penataan Ruang

Penyusunan Pemanfaatan Tersusun, Pemda Prov. | Pemda  Prov.
Rencana Tata | ruang sesuai | ditetapkan, Sulawesi Sulawesi
Ruang Kawasan | dengan daya | disosialisasikan | Selatan Selatan
Danau dukung dan daya | dan

tampung diimplementasi-

Lingkungan kannya Rencana

Hidup Tata Ruang

Kawasan Danau

Penyusunan Pemanfaatan Tersusun, Pemda Prov. | LIPI, Pemda
zonasi ruang sesuai | ditetapkan, Sulawesi Prov. Sulawesi
pemanfaatan dengan daya | disosialisasikan | Selatan
Ekosistem dukung dan daya | dan

perairan ...
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perairan  Danau | tampung diimplementasi- Selatan,
(untuk Lingkungan kannya  zonasi Universitas,
perlindungan Hidup perairan Danau
maupun
pemanfaatan)

Penyusunan Tertatanya Tersusun dan | Kementerian Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan dan | ditetapkannya PUFR LHK,
dan Sempadan | pemanfaatan zonasi badan Air Kementerian
Danau Danau sesuai | dan  Sempadan KP,
fungsi Ekosistem | Danau Kementerian
Danau ATR/BFN,
Pemda  Prov.
Sulawesi
Selatan

Strategi 2 ...
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Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan
Penganggaran
2. | Program 2.1, | Pengintegrasian | Pengintegrasian Terintegrasinya | Ditetapkannya Pemda  Prov. | Kementerian
kegiatan penyelamatan penyelamatan program kegiatan | RPJMD dan | Sulawesi LHK, Kemen-
pengelolaan Danau Prioritas | Danau  Prioritas | penyelamatan RKPD yang telah | Selatan terian PUPR,
Danau Prioritas Nasional ke | Nasional ke dalam | Danau Prioritas | mengintegrasi- Kementerian
Nasional belum dalam dokumen | dokumen Nasional ke | kan upaya ATR/BPN,
terintegrasi di perencanaan ptrencanaan dalam kebijakan | penyelamatan Kementerian
dalam kebijakan dan  dokumen | Danau Prioritas PFN/Bappe-
dan  dokumen perencanaan Nasional RES, Paniie
perencanaan Prov. Sulawesi
Selatan
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau
3. | Menurunnya 3.1, | Pengelolaan Penetapan  baku | Dicapainya Ditetapkan dan | Kementerian Pemda  Prov.
kualitas Air kualitas Air | mutu dan status | kualitas Air yang | diimplementasi- | LHK, Pemda | Sulawesi
Danau Danau trofik Air Danau | baik dan | kannya baku | Prov. Sulawesi | Selatan
pemanfaatan | mutu dan status | Selatan
Danau  sesuai | trofik Air sebagai
dengan daya | qruan
dukung daya

tampung ...
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ini Danau berada
dalam  kondisi
eutrofik sampai
hipereutrofik,

gerta kekeruhan
dan kandungan
Total Suspended
Solid (TSS) yang

Penyediaan sarana | Tersedianya Dukungan Kementerian Kementerian
prasarana sarana prasarana | penyediaan Dikbudristek, LHEK,
pemantauan pemantauan sarana prasarana | BRIN, LIPI, Pem- | Kementerian
kualitas Air kualitas Air yang | pemantauan da Prov, Sula- | PUFR,
baik kualitas Air wesi Selatan Universitas
3.2. | Pengendalian Pemanenan eceng | Berkurangnya Menurunnya Kementerian Pemda  Prov.
eceng gondok gondok secara | tutupan  eceng | luasan  tutupan | PUPR, Sulawesi
mekanik /fisik gondok eceng gondok Selatan
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Kementerian
LHE
4. | Sedimentasi 3.3. | Pengendalian Pengerukan Berkurangnya Terlaksananya Kementerian LIF, Pemda |
Danau sedimentasi sedimen  Danau | sedimentasi  di | pengerukan PUPR Prov. Sulawesi
Vang Danau dan | Danau Selatan
memperhatikan meningkatnya
Ekosistem volume tampung
Air Danau
5. | Penurunan 3.4. | Pelestarian Penyusunan dan | Lestarinya Tersusun dan | Pemda Prov. | Kementerian
keanekaragam- spesics penetapan regulasi | spesies diimplementasi- | Sulawesi KP, LIF1,
an hayati asli/endemik pelarangan asli/endemik kannya regulasi | Selatan Universitas,
penangkapan ikan alat Pemda Prov.
dengan alat penangkapan Sulawesi
destruktif ikan dan alat Selatan
bantu
penangkapan
ikan yang sesuai
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reservat pada zona | spesies reservat ikan | Sulawesi KP, LIF,
konservasi  ikan | asli/endemik asli/endemik Selatan Universitas
asli/endemik
Danan
Restocking  ikan | Lestarinya Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
asli/endemik sSpesies restocking  ikan | Sulawesi KP, LIFI,
asli/endemik asli/endemik Selatan Universitas
Pelaran Lestarinya Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
pencbaran  benih | spesies pelarangan Sulawesi KP, LIP1,
ikan /ikan asli fendemik penebaran benih | Selatan Universitas
(introduksi tkan fikan
spesies asing (introdulsi)
invasif spesies asing
invasif
Belum 3.5. | Penataan Pelaksanaan Tertatanya Dilaksanakannya | Kementerian Pemda  Prov.
tertatanya pemanfaatan kajian, pemanfaatan Air | kajian, serta | PUPR, Pemda | Sulawesi
pemanfaatan Danau penyusunan dan | dengan disusun dan | Prov. Sulawesi | Selatan
Danau implementasi memperhatikan | diimplementasi- | Selatan
peraturan Ekosistem kannya
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juntuk PDAM, pemanfaatan  Air

yang

memperhatikan

Ekosistem

Penetapan  Nilai | Terbangunnya Ditetapkan dan | Pemda Prov. | Kementerian

Standar Jasa | peran para pihak | diimplementasi- | Sulawesi PUPR, Pemda

Lingkungan dalam menjaga | kannya jasa | Selatan Prov. Sulawes

Pemanfaatan Air | kelestarian lin Selatan

bagi FPDAM dan | sumber Air pemanfaatan Air

irigasi bagi PDAM dan

irimasi

Pemanfaatan 3.6. | Penataan Penetapan  batas | Pemanfaatan Ditetapkannya Kementerian Kementerian
lahan Sempadan kawasan Sempadan Danau | Sempadan batas Sempadan | PUPR, Pemda | ATR/BPN,
Danau yang Sempadan Danau Danau Prov. BSulawesi | Pemda Prov,
tidak  tertata, Danau memperhatikan Selatan Sulawesi
dan berpotensi batas dan Selatan

mencemari ...
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mencemari/ sebagal kawasan
merusak Danau lindung
Pembangunan Mencegah erosi | Terlaksananva Kementerian Kepolisian Rl
greenbelf dengan | ke Danau, | pembangunan LHEK, Pemda | Pemda  Prowv.
penanaman meningkatkan greenbelt Prov. Sulawesi | Sulawesi
vegetasi di | resapan air, serta Selatan, Selatan
sekeliling Danau Agar Universitas
pemanfaatan
scmpadan
memperhatikan
batas dan
fungsinya
Pembuatan Mencegah crosi | Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
tanggul dan jalan | ke badan Danau | pembuatan PUPR Sulawesi
inspeksi di  tepi | serta mencegah | tanggul dan jalan Selatan
Danau vang | okupasi  lahan | inspeksi
memperhatikan Sempadan
Ekosistem Danau | Danau

B. Pencemaran ...
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Pengendalian Penerapan Berkurangnya Diterapkannya Pemda  Prov.
sumber-sumber pencemaran  air | pertanian organik | beban pertanian organik | Sulawesi Sulawesi
limbah di dari kegiatan di pencemaran ke | di sekitar Danau | Selatan Selatan,
sekitar Danau sekitar Danau Danau Universitas

Fembangunan Berkurangnya Terbangunnya Kementerian Kementerian
Instalasi beban Instalasi PUPR, Pemda |LHK, Pemda
Pengelolaan  Air | pencemaran ke | Pengelolaan  Air | Prov. Sulawesi | Prov. Sulawesi
Limbah komunal | Danau Limbah komunal | Selatan Selatan
dan jamban
keluarga
Penertiban izin | Meningkatnyva Kegiatan usaha | Pemda Prov. | Pemda  Prov.
usaha di sekitar | kepatuhan usaha | di sekitar danau | Sulawesi Sulawesi
Danau di sekitar Danau | mematuhi Selatan Selatan
dalam perizinan
pengendalian
pencemaran

9, Banyaknya ...
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Terlaksananya

sampah di sampah sarana  drainase | sarana drainase | pembangunan FUPR, Pemda|LHE, Pemda
sekitar Danau pengolahan Air | pengolahan  Air | sarana  drainase | Prov. Sulawesi | Prov. Sulawesi
limbah domestik | limbah domestik | pengolahan  Air | Selatan Selatan
dan persampahan | dan limbah domestik
persampahan dan
persampahan
10. Lahan kritis, | 3.9, | Rehabilitasa Pelaksanaan Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
erosi, banjir dan Hutan dan Lahan | Rehabilitasi Hutan | erosi dan aliran | reboisasi di lahan | LHK, Pemda | Sulawesi
sedimentasi di Daerah | dan Lahan | permukaan (laju | kritis di Daerah | Prov. Sulawesi | Selatan
Tangkapan  Air | vegetatil alau | penurunan Tangkapan  Air | Selatan
Danau reboisasi luasan Danau Danau luas
saat ini sebesar | lahan kritis saat
1,48 km2 per i mencapai
tahun, sehingga | 128.174 .82
laju penurunan hektar atau
luas Danau sebesar  45,15%
dalam kurun dari luas Daerah
walktu 25 tahun Air;
{1989 - 2015) dimana 17,37%

mencapai ...
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mencapai £
19,972,68

Dasrak

Tangkapan  Air
atau  49.309 36
hektar
merupakan lahan
dengan kepelkaan
erosi berat dan
sangat berat,;
dimana 72,57%
lahan Daerah
Tangkapan  Air
atau seluas
141.816,85
hektar
merupakan Areal
Penggunaan
Lain)

Pelaksanaan

Rehabilitasi Hutan
dan Lahan sipil
teknis dengan

Terlaksananya
pembuatan

embung, sumur

Pemda
Sulawesi

LHEK,
Prov.,
Selatan

Pemda
Sulawesi
Selatan

Prow.
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pembuatan resapan dan
embung, sumur lubang biopori
Tesapan dan
lubang biopar
11. | Pencemaran dan (3.10. | Pengembangan | Penerapan Berkurangnya Terlaksananya Pemda  Prov. | Pemda Prov.
kerusakan lahan pertanian ramah | pertanian vang | erosi dan aliran | pertanian ramah | Sulawesi Sulawesi
akibat kegiatan lingkungan menerapkan permukaan, serta | lingkungan di | Selatan Selatan
pertanian yang prinsip Konservasi | berkurangnya sekitar Danau
tidalk ramah Tanah dan Air | buangan bahan
lingkungan antara lain dengan | kimia ke perairan
pola terasering dan
menggunakan
pupuk organik
Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi
12. Keterbatasan 4.1, | Pengembangan Inventarisasi dan | Tersedianya data | Tersedianya data | Pemda Prov. | Kementerian
data dan sistemn  informasi | pemantauan dan informasi | dan informasi | Sulawesi LHEK,
informasi Danau Danau kondisi Danau scbagai acuan | kondisi  danau | Selatan Kementerian
yang terbaharui [pmgellaan antara lain PUPR, LIPI,
l batimetri, neraca Pemda  Prov.
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hayati, kondisi
Sempadan
Dranan dan
Daerah
Tangkapan  Air
Dara, serta
sosial ekonomi
Pengembangan Pembuatan Tersedianya Pemda Prov. | Pemda Prov.
sistem informasi | database  dan | kemudahan Sulawesi Sulawesi
sistern informasi | akses informasi | Selatan Selatan
Danau data Danau
Pengembangan Tersedianya data | Tersedianya Kementerian Kementerian
Sarana dan | perkiraan  dan | sarana prasarana | Dikbudristek, PUPR,
prasarana sistem | peringatan sistem BRIN, LIPFL, | Kementerian
pemantanan dan | bencana banjir pemantauan dan | BPPT, BIG, BPS | LHK, BNPB,
peringatan dini peringatan  dini Universitas
bencana banjir bencana banjir

Strategi 5 ...
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Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan

13. | Perlu 5.1, | Pengembangan Penetapan Meningkatnya Terwujudnya Pemda Prov. | Pemda  Prov.
dikembanghkan- koordinasi antar | komitmen dan | koordinasi para | komitmen para | Sulawesi Bulawesi
nya kelembagaan pihak dalam | pelaksanaan pihak dalam | pthak dan | Selatan Selatan
dan pengelolaan koordinasi pengelolaan koordinasi
ditingkatkannya Danau pengelolaan Danau pelaksanaan
koordinasi dan! Danau {antar pengelolaan
peran para pihak Kabupaten di Danau

Kawasan Danau
Tempe: Waijo,
Sidrap dan
Soppeng)

5.2. | Peningkatan Sosialisasi Meningkatnya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
pemahaman para | pengelolaan pemahaman para | kegiatan LHE, Sulawesi
pihak Danau kepada | pihak sosialisasi setiap | Kementerian Selatan,

para pihak tahun PUPR, Pemda | Universitas
Prov. Sulawesi
Selatan

5.3. Pengembangan ...
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wisata Danau wisata Danau | Ekosistem Danau | wisata yang | PUFR, Sulawesi
berbasis dan terciptanya | ramah Kementerian Selatan,
masyarakat dan | usaha bagi | lingkungan, Parekraf/ Umversitas
kearifan lokal dan | kesgjahteraan mengangkat Baparekraf,
penctapannya sosial  ekonomi | kearifan lokal | Kementerian
dalam  kalender | masyarakat dan LHEK, Pemda
tahunan Featival kesejahteraan Prov., Sulawesi
Danau masyarakat Selatan
5.4 | Pemanfaatan Pemanfaatan Berkurangnya Terbangunnya Pemda Prov, | Pemda Prov.
eceng gondok dan | eceng gondok tutupan  eceng | usaha Sulawesi Sulawesi
sedimen Danau gondok dan | masyarakat Selatan Selatan
Vang bernilai terciptanya pengolah  eceng
ekonomi usaha gondok
masyaralkat
Pemanfaatan Berkurangnyva Tebentuknya Pemda Prov. | Kementerian
sedimen  Danau | sedimen Danau | usaha Sulawesi LHE,
YANE bernilai | dan terciptanya | masyarakat Sclatan Kementerian
ekonomi tingg PUFR,
Kementerian

usaha ...
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5.5. | Peningkatan Pelaksanaan Tersedianya Terlaksananya Universitas, Kementerian
peran Pemanghku | kajian sosial | bahan kajian zosial | Pemda Prov. | LHK, Kemenko
Kepentingan ekonomi peningkatan ekonomi Sulawesi Perekonomian,

masyarakat peran masyarakat dan | Selatan LIFL,
[potensi dan | masyarakat Kajian kearifan Kementerian
dampak) dan lokal dalam Dikbudristek,
kajian kearifan penyelamatan BRIN,

lokal dalam Ekosistem Danau Universitas
penyelamatan

Ekosistem Danau

Pembentukan, Meningkatnya Terlaksananya Pemda Prov, | Kementerian
pembinaan  dan | peran pembentukan, Sulawesi LHK,
fasilitasi kegiatan | masyarakat pembinaan dan | Selatan Kementerian
kelompalk fasilitasi kegiatan Pertanian,
masyarakat dalam kelompok Kementerian
penvelamatan masvarakat Parekraf/Ba-
Danau (pertanian parckraf,
ramah lingkungan, Pemda Prow

pengolahan ...
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pengolahan
sampah,
ekowisata berbasis
masyarakat dan
budaya sadar
wisata ramah
sosial dan
lingkungan)
Pengembangan Meningkatnya Terlaksananya Pemda Prov, | Kementerian
dan  Pembinaan | peran pengembangan Sulawest LHEK,
Kelompaok Tani | masyarakat dan pembinaan | Selatan Kemendag
Hutan (KTH] Kelompok  Tani

Hutan (KETH)
Pelaksanaan Meningkatnya Terlaksananya Kementerian Kementerian
kegiatan peran para pihak | kegiatan LHK, Pemda | Dikbudristek,
lingkungan  dari lingkungan dari | Prov. Sulawesi | BRIN
kegiatan usaha kegiatan usaha | Selatan,
dan satuan dan satuan | Universitas
pendidikan pendidikan
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pariwisata peran para pihak | pengembangan Sulawesi Parekraf/
berbagis ekonomi | dan  terciptanya | pariwisata Selatan, Badan | Baparckraf
kreatif masyarakat | usaha berbasis ckonomi | Otorita Danau
masyarakat kreatif Tempe

masyarakat
Pengembangan Meningkatnya Pengembangan Pemda Prov. | Kementerian
Desa Wisata, | peran para pihak | Desa Wizata, | Sulawesi Parekraf/
Penyediaan sarana | dan terciptanya | penyediaan Selatan, Badan | Baparekraf,
prasarana usaha sarana prasarana | Otorita Danau | Kementerian
pariwisata dan | masyarakat pariwisata di | Tempe PUFR, Pelaku
Promosi Pariwisata | obyvek wisata, dan Usaha
Danau kegiatan Promosi

Pariwisata Danau

14. Danau ...
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Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang
1. | Pemanfaatan 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Pemanfaatan Tersusunnya Kementerian Pemda  Kab,
ruang yang tidak Rencana Tata | ruang sesuai | Perda Rencana | LHK, Luwu Timur
sesuai dengan Ruang Kawasan | dengan daya | Tata Ruang | Kementerian
daya dukung Danau dukung dan daya | Kawasan Danau | PUPR, Pemda
::.; daya tampung Kab. Luwm
pung Lingkungan Timur
lingkungan Hidup
hidup
Penyusunan Pemanfaatan Tersusun, Kementerian Pemda  Kab.
Zonasi ruang sesual | ditetapkan, LHEK, Luwu Timur
pemanfaatan dengan  dava | disosialisasikan | Kementerian
Ekosistem dukung dan daya | dan PUPR, Pemda
perairan  danau | tampung diimplementasi- | Kab. Luwu
funtuk Lingkungan kannya  zonasi | Timur
perlindungan Hidup perairan Danau
maupun
pemanfaatan)

Penyusunan ...
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Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan dan | ditetapkannya PUPR LHK,
dan Sempadan | pemanfaatan zonasi badan Air Kementerian
Danau Danau sesual | dan  Sempadan KP,
fungsi Ekosistern Danau Kementerian
Danau ATE/BFN,
Pemda  Kab
Luwu Timur

Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan

2.  Program 2.1. | Pengintegrasian | Pengintegrasian Terintegrasinya | Ditetapkannya Pemda Kab, | Kementerian
keglatan penyelamatan penyelamatan program kegiatan | RPJMD dan | Luwu Timur LHK,
pengelolaan Danau Prioritas | Danau  Prioritas | penyelamatan RKFD yang telah Kementerian
Danau Prioritas Nasional ke | Nasional ke dalam | Danau Prioritas | mengintegrasi- PUPR,
Nasional belum dalam dokumen | dokumen Nasional ke | kan upaya Kementerian
terintegrasi di perencanaan peETencanaan dalam kebijakan | penvelamatan ATR/BPN,
dalam kebijakan dan dokumen | Danau Kementerian
dan dokumen perencanasn PPN/
perencanaan I Bappenas,

Pemda ...



PRESIDEM
REPUBLIK INMDOMESIA

“I08-

apung di Danau

Pemda  Kab.
Luwu Timur
Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau
3. | Menurunnya 3.1. | Pengelolaan Penetapan  baku | Dipertahankan- | Ditetapkan dan Pemda Kab. | Kementerian
kualitas Air kualitas Air | mutu dan status | nya kualitas Air | diimplementasi- | Luwu Timur LHK, Pemda
Danau Danau trofik Air Danau yang baik dan | kannya baku Kab, Luwu
pemaniaatan mutu dan status Timur
Danau sesual | trofik Air sebagai
dengan daya | acuan
dukung daya | pengelolaan
tampung Danau
lingkungan
3.2 | Pengendalian Penertiban dan | Tertib dan | Tersosialisasi dan | Pemda Kahb. | Kementerian
pencemaran Air | penegakan hukum @ berkurangnya diimplementasi- | Luwu Timur KP, LIPL,
terhadap jumlah k:rﬂmhnlkﬂnn}rn Pemda  Kab.
perikanan  budi | jaring apung | peraturan Luwu Timur,
daya dengan | hingga sesuai | tentang perizinan Universitas
keramba  jaring | daya dukung dan | dan desain

daya ...
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daya tampung | keramba jaring
Danau apung
Pengaturan Berkurangnya Tersedianya Kemenhub Kementerian
transportasi  Air | pencemaran percontohan KP, Pemda
ramah lingkungan | bahan bakar | kapal motor Kab. Luwu
minyak/oli ke | ramah Timur
perairan Danau lingkungan
Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya Kementerian Kementerian
sarana drainase | sarana drainase | sarana drainase | PUPR, Pemda | LHE,
pengolahan air | pengolahan  air | pengolahan  air | Kab. Luwu | Kementerian
limbah domestik | limbah domestik | imbah domestik | Timur ESDM, Pemda
dan persampahan | dan dan Kab. Luwu
persampahan persampahan Timur, Pelaku
Usaha
Pembersihan Berkurangnya Dilaksanakannya | Kementerian Kementerian
eceng gondok tutupan  eceng | pembersihan PUFPR KP,
pondok eceng gondok Kementerian
LHK, Pemda

Kab. Luwu ...
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4. | Adanya material | 3.3. | Pengendalian Pembangunan Terkendalinya Terbangunnya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
padat/sedimen sedimentasi kolam sedimentasi yang | kolam Luwu Timur Luwu  Timur,
yang masuk ke pengendapan pada | masuk ke Danau | pengendapan Pelaku Usaha
Danau lahan pasca pada lahan pasca

tambang tambang
Penerapan Terkendalinya Terwujudnya Pemda Kab. | Kementan,
pertanian  ramah | limpasan  sisa- | penerapan Luwu Timur Kementerian
lingkungan sisa pupuk kimia | pertanian LHK
dan penggunaan | terasering dan
pupuk kimia pengembangan
pemanfaatan
pupuk organik

5. | Penurunan 3.4, | Pelestarian | Pembudi  dayaan | Terwujudnya Jumlah spesies | Pemda Kab. | Kementerian
keanckaragaman spesies dan penebaran | pelestarian endemik  wyang  Luwu Timur KP,
hayati asli/endemik benih ikan/ ikan | spesies endemik | meningkat Kementerian

spesics  endemik | perairan Danan LHEK, LIFE,
Danau Universitas
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Pembangunan Berkembangnya
reservat pada zona | populasi ikan | terjaganya Luwu Timur KP, LIF1,
konservasi  ikan | asli/ endemik | habitat alami Pemda  Kab.
aslifendemik Danau ikan Luwu  Timur,
Danau Universitas
‘Penebaran  ikan | Terwujudnya Tersedianya Pemda Kab. | Kementerian
(restocking) ikan | kelestarian benih ikan | Luwu Timur KP, LIF,
asli/endemik spesies lokal /endemik Pemda  Kab.
Danau dan | asli/endemik dan | untuk penebaran Luwu Timur,
pelarangan pelarangan kembali Universitas
penebaran  ikan | penebaran ikan | (restocking)] dan
[introduksi) (introduksi) budi daya
Spesies asing | spesies asing
mvasif invasif di Danau
Penertiban Terwujudnya Tersedianya Pemda Kab. | Kementerian
perdagangan ikan | kelestarian pengaturan  dan | Luwu Timur KP, LIF],
endemik sEpesies pembatasan Kementerian
asli/endemik di | perdagangan LHK,
Danau ikan endemik Universitas,
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Luwu Timur
6. | Pemanfaatan 3.5. | Penataan Pelaksanaan Tercapainya Terwujudnya Kementerian Pemda  Kab.
Danau yang tidak pemanfaatan kajian, penyusunan | keseimbangan implementasi PUPR, Pemdsa | Luwu Timur
tertata Danau dan implementasi | hidrologi dengan | pemanfaatan Kab. Luwu
peraturan segala bentuk | danau dengan | Timur
pemanfaatan pemanfataan Air | memperhatikan
Danau Danau Ekosistem
Penetapan nilai | Tervujudnya Terwujudnya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
standar jasa | standar tata kelola | kontribusi  jasa | Luwu Timur Luwu Timur
lingkungan pe- | dan  penetapan | lingkungan  da-
manfaatan Danau | jasa lingkungan | lam rangka men-
fFAir Danau atas dukung pengelo-
pemanfaataan Air | laan Danau
Dranau
7.  Pemanfaatan 3.6. | Penataan Penetapan  batas | Pemanfaatan Ditetapkannya Kementerian Kementerian
lahan Sempadan kawasan Sempadan Danau Sempadan Danau | batas Sempadan | PUPR ATR/BPN,
Danau yang tidak Sempadan Danau gesuai dengan | Danau Pemda Kah.
tertata, dan peraturan  yang Luwu  Timur,
berpotensi berlaku Pelaku Usaha

mencemari/ ...
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mencemari )/
merusak Danau
Pembangunan Terjaganya Terlaksananya Pemda Kab. | Kementerian
greenbelt dengan | kawasan Danau | pembangunan Luwu Timur LHK,
VEgCtas di PUPR, Pemda
sekeliling Danau Kab.  Luwu
Timur
Pencemaran dari | 3.7, | Pengendalian Penerapan Berkurangnya Terlaksananya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
sumber-sumber pencemaran Air | pertanian organik | beban pertanian organik | Luwu Timur Luwu  Timur,
limbah di di sekitar Danau pencemaran yang | di sekitar Danau Universitas
sekitar Danau masuk ke Danau
Pembangunan Berkurangnya Terbangunnya Kementerian Kementerian
septic tank | beban septic tank | PUPR, Pemda |LHK, Pemda
permukiman dan | pencemaran ke | permukiman dan | Kab. Luwu | Kab. Luwu
Instalasi Danau Instalasi Timur Timur

Penpolahan  Air

Limbah ...
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Limbah terpadu

teknis dengan plug, embung, | Timur
pembuatan  dam sumur resapan

sekitar Danau di sekitar Danau
9. | Banyaknya 3.8. | Pengelolaan Penyediaan sarana | Terkelolanya Terbangunnya Pemda Kab. | Kementerian
sampah di sampah prasarana sampah unit pengolahan | Luwu Timur LHK,
sekitar Danau pengelolaan sampah plastik Kemenperin,
sampah Kementerian
PUFR
10. | Lahan kritis, | 3.9. | Rehabilitasi Pelaksanaan Pemulihan lahan | Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab,
erosi, banjir dan Hutan dan Lahan | Rehabilitasi Hutan | kritis akibat | reboisasi di lahan | LHK, Pemda | Luwu Timur
sedimentasi (RHL) dan Lahan | pembalakan dan | kritis di Daerah | Kab, Luwu
vegetatif atau | pemanfaatan Tangkapan  Air | Timur
reboisasi untuk pertanian, | Danau
perkebunan
i Pelaksanaan Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab.
Rehabilitasi Hutan | erosi dan aliran | pembuatan dam | LHE, Pemda | Luwu Timur
dan Lahan sipil | permukaan penahan,  gully | Kab. Luwu
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penahan, gully dan lubang
plug, embung, biopori
sumur  resapan
dan lubang biopori
11. | Maraknya 3.10. | Pengendalian Pelaksanaan tata | Berkurangnya Terlaksananya Kementerian Pemda  Kab.
penebangan dan penebangan dan | kelola dan | pembalakan, tata kelola dan | LHK, Pemda | Luwu Timur
pembalakan liar pembalakan liar | pengawasan hutan | penebangan dan | pengawasan | Kab., Luwu
pembukaan hutan | Timur
lahan ilegal atau
SCCATRA tidak
ramah
lingkungan
12. | Pencemaran dan 3.11. | Pengembangan Penerapan Berkurangnya Terlaksananya Pemda Kab. | Pemda  Kab.
kernsakan lahan! pertanian ramah | pertanian yang | erosi dan aliran | penerapan Luwu Timur Luwu Timur
akibat kegiatan lingkungan menerapkan permukaan, serta | pertanian ramah
tidak Tanah dan Air | buangan bahan
pola terasering dan | Danau

menggunakan ...
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Strategi 4. Pencrapan Hasil Riset, Pemantanan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi

13. | Belum 4.1. | Pemantauan dan | Monitoring  dan | Terlaksananya Tersedianya data | Pemda Kab. | Kementerian
optimalnya evaluasi evaluasi program hasil monitoring | Luwu Timur LHE,
pemantauan, implementasi penyelamatan dan evaluasi Kementerian
evaluasi serta pengelolaan Danau SECAra PUPR
pengembangan Danau efektifl dan efisien
data dan
informasi

| Pemantauan Tersedianya data | Dilaksanakannya | Pemda Kab. | Kementerian
kualitas Air dan  informasi | pemantauan Luwu  Timur, | LHK, LIPI,
kualitas Air bagi | kualitas Air | Perum Jasa | Universitas
acuan pengelola- | secara berkala Tirta
an
Penyediaan sarana | Tersedianya Dukungan Eementerian Kementerian
dan prasarana | sarana dan | penvediaan Dikbudristel, LHEK,
prasarana  pe- | sarana dan pra- | BRIN, LIF1, | Universitas
sarana Kementerian

pemaniauan ...
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pemantauan mantauan kua- | pemantauan PUPR, Pemda
kualitas Air litas Air vang baik | kualitas Air Kab. Luwu
Timur
4.2. | Pengembangan Pengumpulan data | Tersajinya  data | Dilaksanakannya | Kementerian Universitas
sistern  informasi | dan informasi, | dan pengumpulan LHE,
Danau penyajian data dan | terbangunnya data dan | Kementerian
informasi (uraian, | sistem informas: | informasi, PUPR, Pemda
tabular maupun penyajian  data | Kab. Luwu
peta) serta sCTia Timur
pembuatan pembangunan
database dan database dan
sistern  informasi sistem informasi
pengelolaan } pengelolaan
Danau Danau
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan
14. | Peningkatan 5.1. | Pengembangan Pengembangan Terwujudnya Terwujudnya Pemda Kab. | Kementerian
mata wisata Danau wisata Danau | pelestarian wisata Danau | Luwu Timur LHEK,
berbasis Ekosistermn Danau | yang ramah Kementerian
masyarakat  dan | dan  terciptanya | linglungan, PUFPR,
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pencaharian kearifan lokal dan | usaha bagi | menganglat Kemenperin,
masyarakat penétapannva kesejahteraan kearifan  lokal, Kemendag,
dalam kalender | sosial ckonomi | mensejahtera- Universitas,
tahunan Festival | masyarakat kan masvarakat Pemda  Kab.
Danau Luwu Timur
15.  Belum 5.2. | Pengembangan Penetapan Meningkatnya Terwujudnya Pemda Kab. | Kementerian
optimalnya koordinasi antar | komitmen dan | koordinasi para | komitmen para | Luwu Timur LHK,
kelembagaan pihak dalam | pelaksanaan pihalk dalam | pihak dan Kementerian
pengelolaan pengelolaan koordinasi pengelolaan koordinasi PUPR
Danau Danau pengelolaan Danan pelaksanaan
Danau pengelolaan
Danau
5.3. | Peningkatan Sosialisasi Meningkatnya | Terlaksananya | Pemda  Kab. | Kementerian
pemahaman para | pengelolaan | pemahaman para | kegiatan Luwu Timur LHEK,
pihak Danau kepada | pihak sosialisasi setiap Kementerian
para pihak tahun PUPR
Penjadwalan dan | Meningkatnya Terlaksananya Pemda Kab. | Kementerian
pelaksanaan kepedulian dan | kegiatan Luwu Timur LHEK,
kegiatan berkala | pengelolaan —

pengelolaan ...
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keterlibatan para

antara lain bersih- | pihak secara berkala PUPE

bersih Danau

bersama

masyarakat dan

instansi terkait

5.4. | Pelibatan Pembentukan dan | Meningkatnya Terlaksananya Pemda Kab. | Kementerian

masyarakal dan | pembinaan forum | peran pembentukan Luwu Timur LHK,
lembaga adat | masyarakat adat | masyarakat dan |dan pembinaan Kementerian
dalam pencinta Danau lembaga adat forum PUPR

pengelolaan

Danau

masyarakat adat

pencinta Danau

15. Danau ...



15. DANAU SENTANI

*

PRESIDEM
REPUBLIK INDOMNESIA

-220-

Strategi 1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke iﬂmm

1. | Belum 1.1. | Penataan Ruang | Penyusunan Pemanfaatan | Tersusun, Kementerian Femda  Prov.
tersnsunnya Rencana Tata | ruang sesuai | ditetapkan, PUPR, Papusa
Rencana  Tata Fuang Kawasan | dengan daya | disosialisasikan | Kementerian
Ruang Kawasan Danau dan Zonasi | dukung dan daya | dan LHK,

Danau Perlindungan dan | tampung diimplementasi- | Kementerian
Pemanfaatan lingkungan hidup | kannya Rencana | ATR/BPN,
Danau Tata Ruang | Pemda Prov.
Kawasan Danau | Papua
dan Zonasi
Danau
Penyusunan Tertatanya Tersusun dan | Kementerian Kementerian
zonasi badan Air | perlindungan dan | ditetapkannya PUPR LHK,
dan Sempadan | pemanfaatan zonasi badan Air Kementerian
Danau Danau sesuai | dan  Scmpadan KP,
- fungsi Ekosistem | Danau Kementerian
Danan ATR/BPN,




*

PRESIDEN
REPUBLIK IMDOMNESIA

-221-

Pemda  Prov.
Papua
Strategi 2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam HKebijakan, Perencanaan dan
Penganggaran
2, | Program 2.1. | Pengintegrasian | Pengintegrasian Terintegrasinya | Ditetapkannya Pemda Frov. | Kementerian
kegiatan Penyelamatan penyelamatan program kegiatan | RPJMD dan | Papua LHK,
pengelolaan Danau Prioritas | Danau  Prioritas | penyelamatan RKPD yang telah Kementerian
Danau Prioritas Nasional ke | Nasional ke dalam | Danau ke dalam | mengintegrasi- PUFPR,
Nasional belum dalam dokumen | dokumen kebijakan dan | kan upaya Kementerian
terintegrasi di perencanaan perencanaan dokumen penyelamatan ATE/BPN,
dalam kebijakan perencanaan Danau Prioritas Kementerian
dan dokumen Nasional PPN/
perencanaan Bappenas,
Pemda  Prov.
Papua
2.2. | Penyusunan Penyusunan Pengelolaan Tersedianya Kementerian Pemda  Prov.
kebijakan Rancangan Kawasan sesuai | Peraturan  dan | PUPR, Papua,
Penyelamatan Peraturan dan | dengan standar | Standar Pedoman | Kementerian Universitas
Standar Pedoman | kesehatan Kriteria Bidang | LHK

Danan ...
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Danau Prioritas | Kriteria Bidang

Penyehatan
Permulaman

=

linghkungan
permukiman

Penyehatan
Lingkungan
Permubliman

Strategi 3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danan

3. | Menurunnya 3.1, | Pengelolaan ! Pemantauan Tersedianya data | Dilaksanakannya | Pemda  Prov. | Kementerian
kualitas Air ]ma.'fi:!. Air | kualitas Air dan informasi | pemantauan Papua [..H?{. : LIFY,
Danaua Danau kualitas Air bagi | kualitas Air Universitas

acuan pengelola- | secara berkala
an
3.2. | Pengendalian Pengendalian Dipertahankan- | Pengendalian Pemda Prov, | Pemda  Prov.
pencemaran Air | kegiatan di | nya kualites Air | perizinan, Papua Papua
perairan  Danau | yang baik (cemar | pengawasan dan
melalui proses | ringan] dan | penertiban
perizinan, pemanfaatan
pengawasan  dan | Danan sesual
penertiban dengan daya
dukung daya

tampung ...
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tampung
hingkungan
Pembersihan Berkurangnya Dilaksanakannya = Kementerian Pelaku usaha
eceng gondok tutupan  eceng | pembersihan PUFR
gondok eceng gondok
3.3, | Pengendalian Pembangunan Terkelolanya Terlaksananya Kementerian Kementerian
pencemaran Air | sarana | drainase | sarana drainase | sarana  drainese | FUPR, Pemda | LHEK, Pemda
dari berbagai | pengolahan Air | pengolahan  Air | pengolahan  Air | Prov. Papua Prov. Papua,
sumber di sekitar | limbah domestik | limbah domestik | limbah domestik Kementerian
Danau dan persampahan | dan dan ESDM, Pelaku
persampahan persampahan Usaha
4. | Penurunan 3.4. | Pelestarian Penangkaran dan | Lestarinya ikan  Terlaksananya Pemda Prov. | Kementerian
keanekaragaman spesies penyebaran  ikan | endemik penangkaran dan | Papua KP, LIPFT,
hayati asli/endemik endemik penyebaran ikan Pemda Prov.
endemik Papua,
Universitas
5. | Pemanfaatan 3.5. | Penataan Penectapan zonasi | Pemanfaatan Ditetapkannya Kementerian Kementerian
lahan Sempadan kawasan lahan Sempadan | Sempadan ZOTASI lahan | PUPR ATR/BPN,
Danau yang Danau dan | Danau sesuai | Sempadan

=

tidak ...
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tidak  tertata, Sempardan penentuan dengan daya | Danau dan Pemda  Prow
dan berpotensi Danau Sempadan Danau | dukung dan daya | penentuan garis Papua
mencemari/ tampung Sempadan
merusak lingkungan Danau
ekosistem hidup, serta
Danau memperhatilcan
batas dan
fungsinya
scbagal kawasan
lindung
Penertiban  dan | Pemanfaatan Terwujudnya Pemda Prov. | Pemda Prow.
pengawasan Sempadan penertiban  dan | Papua Papua
bangunan dan | Danau PENEAWASAN
kegiatan memperhatikan | bangunan  dan
pemanfaatan batas dan | kegiatan
Sempadan Danau | fungsinya pemanfaatan
sebagai kawasan | Sempadan
lindung Danau
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greenbell  dengan | ke Danau, | pembangunan Papua Papua
penanaman  dan | meningkatkan greenbelt
pemeliharaan resapan Air, serta
vegetasi di | pemanfaatan
sckeliling Danan Sempadan
Danau yang
memperhatikan
batas dan
fungsinya
6.  Banyaknya 3.6. | Pengelolaan Pembersihan Bersihnya Terlaksananya Pemda Pemda
sampah sampah kawasan sekitar Papua Papua
Danau dari | pembersihan
sekitarnya sampah sampah di sekitar
Pembinaan Bersihnya Terlaksananya Kementerian Pemda
masyarakat dan | kawasan sekitar | pembinaan LHK Papua
fasilitasi Danau dari | masvarakat dan
pembersihan sampah dan | fasilitasi kegiatan
sampah dan | membaiknya bersih-bersih
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lingkungan hidup
di sungai

peningkatan
kualitas

lingkungan  di
sunga yang

bermuara ke
Danau

7. | Lahan kritis, | 3.7. | Rehabilitasi Pelaksanaan RHL | Berkurangnya Berkurangnya Femda Prov. | Pemda Prov.
erosi, banjir dan Hutan dan | vegetatil atau | laju erosi dan | lahan kritis Papua Papua,
sedimentasi Lahan di Daerah | reboisasi terpulihkannya Kementerian

Tangkapan  Air lahan (saat ini LHK

Danau dan sekitar 90 ton

mempertahan- atau + 5 m/thn |

kan luas hutan sedimen masuk

minimal 30% ke Danau)

DAS/DTA
Pembuatan Terkendalinya Terlaksananya Kementerian Pemda Prov.
bangunan erosi di Daerah | pembangunan LHEK, Papua
konservasi tanah | Tangkapan  Air Kementerian

Danau PUPR




PRESIDEN
REPUBLIK INDOMESIA

-227-

dan Air pengendali

Strategi 4. Penerapan Hasil Riset, Pemantavan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi

8. Heterbatasan 4.1. | Pemantauan dan | Inventarisasi dan | Tersedianya data  Tersedianya data | Kementerian Pemnda  Prow.
| data dan evaluasi S dan  informasi |dan  informasi | LHK, Papua
informasi Danaun kondisi Danau sebagai acuan | kondisi  Danau, | Kementerian
yang terbaru pengelolaan meliputi  antara | PUPR, Pemda

lain: batimetri, | Prov. Papua

neraca Alr,

keanekaragaman

| haystl, Kondisi

Sempadan Danau,

Daerah

Tangkapan Air

Danau dan sosial

ekonomi

4.2, | Pengembangan Pengembangan Terlaksananya Terhimpunnya Pemda Prov. | LiFl,

basis data dan |Sistem [Informasi | pengelolaan data dan infor- | Papua Universitas
sistem informasi | Danau Danau yvang | masi Danau yang

terintegrasi ...
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Pemangku terinformasikan
Kepentingan kepada para
Pemangku
Kepentingan
Strategi 5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemanghku Kepentingan
Perlu 5.1. | Pengembangan Penyusunan Perda | Meningkatnya Tersusunnya dan | Kementerian Pemda  Prowv.
dikembangkan- koordinasi antar | Provinsi  tentang | koordinasi  dan | diimplementasi- | LHEK, Pemda | Fapua
nya pihak dalam | Lembaga kesepahaman kannya Perda | Prov. Papua
kelembagaan pengelolaan Koordinasi para pihak dalam @ Kelembagaan
dan Danau Pengelolaan dan | pengelolaan Pengelolaan  dan
ditingkatkannya Penyelamatan Danau | Penyelamatan
peran para pihak Danau Danau
5.2. | Peningkatan Pembentukan Meningkatnya Terbentuknya Kementerian Pemda  Prow.
peran para pihak | Forum Daerah | peran para pihak | Forum  Daerah | LHK, Papua
Aliran Sungai Aliran Sungai Kementerian

PPN / Bappenas,

Papua

Pembentukan ...
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Terbentuk dan
pembinaan peran para pihak | terbinanya LHEK, Pemda | Papua
kelompok pencinta kelompok Prov. Papua
Danau pencinta Danau
pertahun
Pendidikan  dan | Meningkatnya Terlaksananya Pemda Prov. | Pemda  Prov.
pelatihan peran para pihak | pendidikan dan | Papua Papua
| penyelamatan pelatihan
Danau bagi penyelamatan
masyarakat Danau bagl
masyarakat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tid.

JOKO WIDODO
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